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KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah
Subhanahu Wata’ala yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya,
sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Barru Tahun 2020 sesuai
waktu yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Kabupaten Barru Tahun 2020 ini adalah
merupakan media pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Barru
dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru 2016 -
2021.

Laporan Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan ketentuan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, yang di dalamnya berisi informasi tentang
uraian pertanggungjawaban mengenai keberhasilan ataupun
kegagalan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran
strategisnya dalam rangka pencapaian visi dan misi serta agenda
pembangunan daerah yang dijabarkan melalui program-program
pembangunan.

Pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Barru sebagaimana telah
diketahui adalah merupakan bagian yang integral dari kegiatan
pemerintah secara keseluruhan yang secara hirarkis berpedoman
dan terkait dengan kebijakan yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional dan  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru. Oleh
karena itu, keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian

tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Barru sangat




ditentukan oleh kuatnya komitmen dan konsistensi pelaksanaan
program tersebut.

Kami menyadari, bahwa dalam laporan ini masih terdapat
berbagai hal yang masih perlu penyempurnaan, baik pada aspek
penulisan, data-data maupun penyajian laporan, yang disebabkan
berbagai kendala-kendala baik internal maupun eksternal, sehingga
kami membuka ruang untuk menerima informasi baik berupa saran
dan masukan, koreksi maupun kritik sebagai bahan evaluasi untuk
perbaikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Akhir kata, dengan tersusunnya laporan ini, maka
diharapkan dapat memberikan informasi yang nyata terhadap kinerja
yang telah diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru selama
Tahun 2020, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan
hidayah-Nya serta kekuatan kepada kita semua dalam mengemban
amanah untuk lebih meningkatkan kualitas pembangunan dan
penyelenggaraan pemerintah dalam mewujudkan Visi Kabupaten
Barru, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju,
Sejahtera, Taat Azas, dan Bermartabat yang Bernafaskan

Keagamaan”. Amin

SUARDI SALEH
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas
merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan
dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas yang diharapkan
tidak hanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tetapi juga
akuntabilitas kepada presiden. Berkaitan dengan hal tersebut,
Pemerintah Kabupaten Barru menyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk implementasi dari penyelenggaraan
pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

LKIP ini memberikan gambaran tentang  kinerja
penyelenggaraan  pemerintahan pada tahun 2020, yang
diformulasikan dari hasil kinerja Perangkat Daerah. Hal ini
dikarenakan setiap Perangkat Daerah dibentuk untuk melaksanakan
urusan pemerintahan serta mempertanggungjawabkan program dan
kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan
(stakeholder). Laporan kinerja tidak hanya sekedar alat akuntabilitas,
tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi
capaian kinerja pemerintahan dalam rangka peningkatan kinerja
kedepan. Dengan langkah ini setiap Perangkat Daerah dapat
senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-
praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan
kualitas pelayanan publik.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di
Kabupaten Barru Tahun 2020 dilaksanakan dengan mengacu pada
Perjanjia Kinerja Tahun 2020. Perjanjian Kinerja tersebut memuat
sasaran yang ingin dicapai serta target kinerja yang akan dicapai.
Dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan,
indikator kinerja sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU), serta
program dan kegiatan yang bersifat operasional. Materi Perjanjian
Kinerja Tahun 2020 disusun berdasarkan Kebijakan Umum
Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) APBD
Tahun Anggaran 2020.

\




LKIP Kabupaten Barru Tahun 2020 disusun berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan
penyusunannya sesuai dengan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Barru
Tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan
yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan telah
dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.

2. Bupati Barru secara bersama-sama dengan DPRD Kabupaten
Barru telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya
dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melaksanakan
prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

3. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas
pokok, fungsi dan kewajiban seperti yang disebutkan pada point 1
dan 2 diperoleh dari laporan kinerja masing-masing unsur terkait
yang melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran
strategik.

4. Dalam pencapaian keberhasilan kinerja pelaksanaan tugas,
fungsi dan  kewajiban, Pemerintah  Kabupaten Barru
mengalokasikan pagu anggaran yang digunakan dalam
pelaksanaan tersebut sebesar Rp. 1,000,350,330,095.08 dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 923,948,418.305,20 atau 92,36 %
sehingga terdapat selisih antara pagu dan realisasi anggaran

sebesar Rp. 76,401,911,789,88.
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5. Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 5 Tujuan dan 11 Sasaran

melalui 33 indikator kinerja yang telah ditetapkan, disimpulkan
bahwa 31 indikator kinerja ”Sangat Baik”, 1 indikator kinerja
”’Sedang” dan 1 indikator kinerja realisasi nilai capaian "Kurang
Baik”.

6. Secara umum tingkat capaian kinerja sasaran dalam Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Barru Tahun 2020
mencapai 126,42% dengan predikat “Sangat baik”.
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BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Daerah
merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) yang merupakan gambaran akuntabilitas kinerja
pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah kepada publik.
Terselenggaranya Good Governance ( tata kelola pemerintahan yang
baik, transparan dan akuntabel ) merupakan prasyarat dari setiap
pemerintahan untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.
Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate
sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat
berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan
bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bagi
setiap instansi pemerintah untuk menyusun dokumen Laporan
Kinerja. Secara operasional, penyusunan Laporan Kinerja
berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Peraturan tersebut pada intinya mengamanatkan setiap
instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja sebagai bentuk
pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan tugas, fungsi dan
kewenangannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Barru
Tahun 2020 merupakan laporan realisasi hasil penyelenggaraan
pemerintahan yang akan memberikan gambaran dan menjelaskan

secara utuh dan konfrehensif. Pelaporan dimaksud secara tidak
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langsung merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban
pemerintah kepada masyarakat tentang kualitas kinerja yang
dihasilkan terkait pengelolaan dan penggunaan sumber-sumber daya
yang dimiliki, termasuk sumber daya keuangan. Pelaporan kinerja
pemerintahan tersebut diantaranya adalah Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) yang disampaikan kepada Gubernur, Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat
3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Substansi pelaporan didasarkan pada realisasi capaian
kinerja tahunan  berdasarkan perencanaan  strategis dan
pengaruhnya terhadap pencapaian kondisi akhir rencana lima
tahunan, yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang pada prinsipnya
menggambarkan realisasi tahapan pencapaian proses perwujudan
cita-cita Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam visi, misi dan
program strategis RPJMD. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah
Kabupaten Barru berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas
eksternal dan internal sesuai dengan dinamika pembangunan dan
tututan masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
merupakan landasan utama yang mengarahkan  seluruh
penyelenggaraan  kegiatan pemerintahan dan pembangunan
Kabupaten Barru berdasarkan perencanaan kinerja yang dituangkan
dalam arah Visi dan Misi Kabupaten Barru tahun 2016-2021. RPJMD
Kabupaten Barru ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2016 - 2021 yang telah diadakan Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 01 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 dengan Visi “Terwujudnya

Kabupaten Barru Lebih maju, Sejahtera, Taat Azas dan
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Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan”. Dalam rangka
pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan
kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang
dihadapi, isu-isu strategis serta memperhitungkan peluang yang
dimiliki, Pemerintah Kabupaten Barru menetapkan 5 (lima) Misi
Pembangunan, sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kecerdasan Dan Profesionalisme SDM;
2. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Pembangunan Untuk
Kesejahteraan Masyarakat;
3. Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif;
4. Mengembangkan Interkoneksitas Sinergis Antar Wilayah di
Tingkat, Nasional, Regional Dan Internasional,
5. Mewujudkan Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance);
Penetapan indikator dalam dokumen Perubahan RPJMD
merupakan alat ukur keberhasilan dalam proses perwujudan visi dan
misi Kabupaten Barru. Sehingga pelaksanaan program dan kegiatan
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru dapat digambarkan dan
dipertanggungjawabkan secara lebih tepat. Pemerintah Kabupaten
Barru menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Barru Tahun 2020, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan
pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
(PD), berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKIP
juga berperan sebagai alat kendali dan penilai kinerja untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan konsep good
governance, selain itu merupakan informasi penting untuk
masyarakat tentang hasil-hasil kinerja pemerintahan pada tahun

2020.




2. Maksud dan Tujuan
a. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Barru dimaksudkan
untuk menjadi instrumen evaluasi dan umpan balik perbaikan
terhadap berbagai capaian kinerja.

b. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Barru bertujuan
untuk memberikan informasi kepada masyarakat atas kinerja
terukur yang telah dan seharusnya dicapai, dan menyediakan media
tolok ukur capaian kinerja dalam upaya perbaikan kinerja yang

berkesinambungan bagi pemerintah Kabupaten Barru.

3. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah

Kabupaten Barru Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional,

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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10.

11.

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 03 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan

Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten
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Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barru Nomor 01);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 08 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 04 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru
Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005 - 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 04);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 01 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru
Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 01);

15. Peraturan Bupati Barru Nomor 58 Tahun 2019 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Barru Nomor 74 Tahun 2016
tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barru
Tahun 2016 - 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019
Nomor 59).

4. Gambaran Umum Kabupaten Barru
a. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Barru adalah salah satu Kabupaten yang terletak
di pesisir pantai Barat Propinsi Sulawesi Selatan dengan panjang
garis pantainya 78 km. Kabupaten Barru secara administratif terbagi
atas 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete
Rilau, Kecamatan Barru (Ibukota Kabupaten), Kecamatan Soppeng
Riaja, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Pujananting dan
Kecamatan Balusu dan terdiri dari 15 Kelurahan dan 40 Desa

dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
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- Sebelah Utara dengan Kota Pare-Pare dan Kabupaten Sidrap
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- Sebelah Barat dengan Selat Makassar.

Kabupaten Barru merupakan jalur perlintasan trans sulawesi
dan merupakan daerah lintas provinsi yang terletak antara Kota
Makassar dan Kota Pare-Pare. Secara administratif kecamatan yang

ada di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Luas Daerah dan Pembagian Wilayah Administratif
Kabupaten Barru

1 | TANETE RIAJA 6 1 174,29
2 | TANETE RILAU 8 2 79,17

3 | BARRU S S 199,32
4 | SOPPENG RIAJA S 2 78,90

5 | MALLUSETASI S 3 216,58
6 | PUJANANTING 6 1 314,26
7 | BALUSU 5 1 112,20

40 | 15 [1.17472

Barru Dalam Angka Tahun 2020

Pembagian wilayah Kabupaten Barru berdasarkan tabel,
tetapi secara spasial dapat dilihat pada Gambar 1. Dari gambar
tersebut secara geografis Wilayah Kabupaten Barru terletak diantara
koordinat 4°0.5’35” - 4°47°35” Lintang Selatan dan 119°35’00” -
119°49°16” Bujur Timur dengan luas wilayah 1.174,72 km? (117.472
Ha) dan berada = 102 km disebelah utara Kota Makassar Ibukota
Propinsi Sulawesi Selatan yang dapat ditempuh melalui perjalanan
darat £ 2,5 jam. Kabupaten Barru berada di antara Kota Makassar

dan Kota Pare-pare dan merupakan jalur perlintasan trans sulawesi.
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Gambar 1.1

Peta Administrasi Kabupaten Barru
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sumber Data : RTRW Kabupaten Barru Tahun 2012

b. Topografi

Kabupaten Barru secara topografis mempunyai wilayah yang
bervariasi terdiri atas wilayah laut, dataran rendah, dan wilayah
pegunungan. Ketinggian wilayah bervariasi antara 0 - 1.700
meter diatas permukaan laut (mdpl), hal ini dapat dilihat pada

gambar berikut :
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Peta Topografi Kabupaten Barru

Gambar 1.2
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Sumber Data : RTRW Kabupaten Barru Tahun 2012

Keadaan wilayah Kabupaten Barru berdasarkan ketinggian

dari permukaan laut didominasi oleh lahan yang berada pada
ketinggian 100-500 meter yakni seluas 58.016 Ha (49,39 %),
ketinggian 500-1.000 meter seluas 23.020 Ha (19,60 %), ketinggian




0-25 meter seluas 17.547 Ha (14,94%), ketinggian 25-100 meter
seluas 17.047 Ha (14,51%) dan ketinggian diatas 1.000 meter
seluas 1.842 Ha (1,57%) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.2

Keadaan Wilayah Berdasarkan Ketinggian Diatas Permukaan Laut
Kabupaten Barru

1 |TANETE RIAJA | 11,32 | 45,47 60,82 51,53 5,15 | 174,29
2 [PUJANANTING | - 2,75 | 217,23 83,68 10,60 | 314,26
3 [TANETE RILAU | 38,30 | 21,13 19,74 ] - 79,17
4 [BARRU 34,54 | 51,13 | 93,63 18,06 1,96 | 199,32
5 EOMF;F,)AENG 3050 (T 27,71 8,11 - 78,90
6 |[BALUSU 34,11 | 14,28 50,03 13,07 71 112,20
7 [MALUSETASI | 25,83 | 24,00 | 111,00 55,75 - 216,58

Sumber Data : Kabupaten Barru Dalam Angka 2020

Selanjutnya kondisi wilayah Kabupaten Barru berdasarkan
kelerengan/kemiringan meliputi kriteria datar, landai, kemiringan
dan terjal sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.3

Keadaan Wilayah Berdasarkan Kelerengan / Kemiringan
Kabupaten Barru

0-2% Datar 5.932 5,05
2,0-25% Landai 34.013 28,95
25-40% Kemiringan 51.209 43,59

>40 % Terjal 26.318 22,40

Sumber Data : Kabupaten Barru Dalam Angka 2020

Berdasarkan kemiringan lereng tersebut di atas menjadi dasar
dalam pengalokasian berbagai fasilitas, pengembangan wilayah dan
pengendalian pertumbuhan wilayah. Secara spasial, kemiringan

lereng Kabupaten Barru dapat dilihat pada gambar dibawah ini :
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Gambar 1.3
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Sumber Data : RTRW Kabupaten Barru 2012

Adapun keadaan wilayah Kabupaten Barru berdasarkan

kemiringan menurut Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 1.4

Keadaan Wilayah Berdasarkan Kemiringan Menurut Kecamatan

Kabupaten Barru

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka 2020

C.

Gambaran Umum Demografi

1 | TANETE RIAJA 5,93 55.52 79.85 32,99 |17.429
2 | PUJANANTING 3.38 57.30 157,18 | 96.40 | 31.426
3 | TANETE RILAU 11,59 33.69 28,57 5,32 7.917
4 | BARRU 14.58 75.83 78.27 30,64 | 19.932
S | SOPPENG RIAJA 7.88 34,19 26,87 9.96 7.890
6 | BALUSU 10.84 40,00 47.64 13,72 | 11.220
7 | MALUSETASI 6.11 43.60 93.71 73.16 [ 21.658

Jumlah penduduk Kabupaten Barru pada Tahun 2020

sebesar 187.392 jiwa, meningkat sebesar 1,91 persen dibanding

Tahun 2018 yang berjumlah 180.509 jiwa. Jumlah penduduk

terbesar berada pada Kecamatan Barru yang mencapai 44.746 jiwa

dan terendah pada Kecamatan Pujananting dengan jumlah 13.355

jiwa. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk Kabupaten Barru Tahun

2015 - 2020 dapat dilihat pada table berikut :

Jumlah Penduduk Kabupaten Barru per Kecamatan

Tabel 1.5

Tahun 2015 - 2020 (Jiwa)

1 | TANETE RIAJA| 26.350 24.329 24.443 24.877 24.990 25.702
2 | TANETE RILAU| 36.233 34.799 35.238 36.439 36.673 37.788
3 | BARRU 40.243 40.014 40.637 42.567 43.277 44.746
4 ;%ZPAENG 16.081 17.059 17.243 18.012 18.178 18.548
S5 | MALLUSETASI | 24.198 26.326 26.368 26.968 27.100 27.746
6 | PUJANANTING | 11.570 12.474 12.650 12.901 13.017 13.355
7 | BALUSU 16.573 18.162 18.292 18.745 19.138 19.507

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020
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Sementara dari

segi

kepadatan penduduk tahun 2020,

Kecamatan Tanete Rilau berada pada tingkat kepadatan paling tinggi

yaitu sebesar 477,30 jiwa/km? dan paling rendah pada Kecamatan

Pujananting yaitu 43,49 jiwa/km?2.

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Kabupaten Barru Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2020

1 | TANETE RIAJA 12.615 | 13.087 25.702 174,29 147,46
2 | TANETE RILAU 18.639 | 19.149 37.788 79,17 477,30
3 | BARRU 22:01 85 @D GEE 44.746 199,32 224,49
4 | SOPPENG RIAJA | 8.944 9.604 18.548 78,90 235,08
5 | MALLUSETASI 13.700 | 14.046 27.746 216,58 128,10
6 | PUJANANTING 6.606 6.749 13.355 314,26 43,49
7 | BALUSU Ot 10.066 19.507 112,20 173,85

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020

Tabel 1.7

Jumlah Penduduk Kabupaten Barru Berdasarkan Kelompok Umur
Tahun 2020 (Jiwa)

0-4 6.423 6.019 12.442

5-9 8.275 7.686 15.961
10 - 14 862 8.293 17.075
15-19 8.306 7.890 16.196
20-24 7.985 8.145 16.130
25-29 6.851 6.649 13.500
30 -34 5.975 6.202 12.177
35 -39 6.257 6.540 12.797
40 - 44 6.290 6.579 12.869
45 - 49 6.172 6.654 12.826
50 - 54 5.601 6.028 11.629
55 -59 4.373 5.262 9.635
60 - 64 3.553 4.327 7.880
65 - 69 2.545 2.918 5.463
70 - 74 1.746 2.419 4.165

75 + 2.829 3.818 6.647

| JUMLAH / TOTAL |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020
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Peningkatan jumlah penduduk harus ditangani dengan baik
dan komprehensif diiringi dengan upaya pengendalian jumlah
penduduk secara terpadu dan berkesinambungan serta upaya
peningkatan  kualitas sumber daya manusianya. Dengan
pertambahan jumlah penduduk, akan menimbulkan permasalahan
bagi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung,
pemerintah harus menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan
guna memenuhi kebutuhan hidup penduduknya. Fasilitas-fasilitas
tersebut antara lain : fasilitas perumahan, pendidikan, lapangan

pekerjaan, sarana sosial, kesehatan dan sebagainya.

d. Kondisi Makro Kabupaten Barru

Gambaran kondisi Kabupaten Barru secara umum dapat
dilihat dari perubahan angka atau nilai-nilai indikator-indikator
makro Kabupaten Barru yang terdiri dari kondisi sosial, ekonomi,
dan kualitas pembangunan manusia. Kondisi indikator makro
Kabupaten Barru tahun 2019 - 2020 dapat dilihat dari uraian dalam
tabel berikut :

Tabel 1.8
Indikator Makro Kabupaten Barru 2019 - 2020

1 | Jumlah Penduduk (Jiwa) 182.373 187.392

2 | Laju Pertumbuhan Penduduk 1.03 2,75

3 | Pertumbuhan Ekonomi 7,41 0,87

4 |PDRB Atas Dasar HargeiQeE 7.271.220,83 | 7.432.295,80
(Milyar Rupiah)

5 | PDRB Atas Dasar Harga Konstan 4.797.429,68 | 4.839.115,90
(Milyar Rupiah)
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga

6 Berlaku (Juta Rupiah) 41.711.191,00 40.293.929,00
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga 27.520.350,00 | 26.235.095,00
Konstan (Juta Rupiah)

8 | Indeks Pembangunan Manusia 70,60 71,00

9 | Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) 7,96 8,23

10 Angka Harapan Lama Sekolah 13,57 13,58
(Tahun)

11 | Angka Harapan Hidup (Tahun) 68,91 69,02

12 Purcjhasmg Power Parity (Juta 10.91 10,92
Rupiah)

Sumber : BPS Kabupaten Barru
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2020
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Dari tabel di atas, secara umum dapat dijelaskan bahwa
berdasarkan perhitungan, Jumlah Penduduk Kabupaten Barru pada
Tahun 2019 mencapai 182.373 Jiwa atau mengalami peningkatan
sebesar 187.392 Jiwa pada tahun 2020 dengan Laju Pertumbuhan
Penduduk Tahun 2019 - 2020 sebesar 2,75%, Pertumbuhan
Ekonomi Tahun 2019 sebesar 7,41 mengalami penurunan 6,45 poin
di Tahun 2020 yaitu sebesar 0,87 hal ini disebabkan oleh
pembatasan social oleh pemerintah akibat dari pandemic covid-19,
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2019 sebesar Rp.
7.271.220,83 Triliun menjadi Rp. 7.432.295,80 Triliun pada Tahun
2020, PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada Tahun 2019 sebesar
Rp. 4.797.429,68 Triliun menjadi Rp. 4.839.115,90 Triliun pada
Tahun 2020, PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku pada
Tahun 2019 sebesar Rp. 41.711.191,00 mengalami penurunan
menajdi Rp. 40.293929,00 pada Tahun 2020, PDRB per Kapita Atas
Dasar Harga Konstan pada Tahun 2019 sebesar Rp. 27.520.350,00
mengalami penurunan menjadi Rp. 26.235.05,00 pada Tahun 2020,
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barru pada Tahun
2019 mencapai 70,60 meningkat menjadi 71,00 di Tahun 2020,
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2019 sebesar 7,96 Tahun
meningkat menjadi 8,23 Tahun di Tahun 2020, Angka Harapan
Lama Sekolah pada Tahun 2019 sebesar 13,57 Tahun, meningkat
di Tahun 2020 menjadi 13,58 Tahun, Angka Harapan Hidup
Tahun 2019 sebesar 68,91 Tahun meningkat menjadi 69,02 Tahun
pada Tahun 2020, Purchasing Power Parity (PPP) pada Tahun 2019
sebesar Rp. 10,91 menjadi Rp. 10,92 di Tahun 2020 (dalam juta
rupiah), Perhitungan Indikator Makro Kabupaten Barru sudah
menggunakan metode perhitungan baru.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan hasil
penjumlahan dari seluruh nilai tambah (value added) produksi
barang dan jasa dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu

wilayah pada suatu periode waktu tertentu. PDRB dihitung atas
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dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar
harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi
dan gambaran perekonomian pada tahun berjalan, sedangkan PDRB
atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan

ekonomi suatu wilayah baik secara keseluruhan maupun sektoral.

5. Organisasi Pemerintah Kabupaten Barru
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah  Kabupaten Barru sebagai wadah
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
ditetapkan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun
2016 Tentang Perangkat Daerah yang merupakan pengganti dari
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan
Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti penerapannya di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Barru dengan Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dengan merujuk pada peraturan diatas Pemerintah
Kabupaten Barru membentuk organisasi perangkat daerah dengan
komposisi 2 Sekretariat, 1 Inspektorat, 19 Dinas, 6 Badan, 1 Rumah
Sakit Daerah dan 7 Kecamatan dengan rincian sebagai berikut :
a. Sekretariat Daerah terdiri atas :
1. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
1.1 Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
1.2 Bagian Kesejahteraan Rakyat
1.3 Bagian Hukum
2. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
2.1 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
2.2 Bagian Administrasi Pembangunan
2.3 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
3. Asisten Administrasi Umum
3.1 Bagian Umum
3.2 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

3.3 Bagian Organisasi
16




b. Sekretariat DPRD

c. Inspektorat Daerah

d. Badan terdiri atas :

1.

AL T ol

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Badan Pendapatan Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

e. Dinas terdiri atas :

o o N o RN

e
N —~= O

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Dinas Perhubungan

Dinas Sosial

. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
. Dinas Pariwisata

. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Pertanian

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas Perikanan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
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20. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja
f. Kecamatan terdiri atas :
1. Kecamatan Mallusetasi
Kecamatan Soppeng Riaja
Kecamatan Balusu
Kecamatan Barru
Kecamatan Tanete Rilau

Kecamatan Tanete Riaja

No o RN

Kecamatan Pujananting

6. Sumber Daya Aparatur

Salah satu instrumen penunjang pelaksanaan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah aparatur
dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Sumber Daya
Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2020
sebanyak 3.919 Orang yang terdiri dari Laki-Laki sebanyak 1.507

Orang dan Perempuan sebanyak 2.412 Orang. Sebagaimana

digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 1.9
Jumlah Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun
2020
1 | Sekretariat Daerah 62 33 95
2 | Staf Ahli 3 0 3
3 | Sekretariat DPRD 12 10 22
4 | Inspektorat 19 18 37
Badan Perencanaan,
S5 | Penelitian dan 15 11 26

Pengembangan Daerah

Badan Kepegawaian dan
6 | Pengembangan Sumber 15 15 30
Daya Manusia




Badan Kesatuan Bangsa

7 dan Politik 8 7 15
Badan Pengelola Keuangan
dan Asset Daerah 27 26 53
Badan Pendapatan Daerah 19 27
10 Badan Penanggulangan 10 6 16
Bencana Daerah
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa,
11 Pengendalian Penduduk 14 21 35
dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
12 | Dinas Pendidikan 39 15 54
- UPTD Satuan 9
Pendidikan Non Formal 2 11
Sanggar Kegiatan Belajar
- UPTD Sekolah Menengah
Pertama
- Guru 198 299 497
- Pelaksana 36 45 81
- UPTD Sekolah Dasar
- Guru 410 894 1.304
- Pelaksana 31 1 32
- Taman Kanak-Kanak
- Guru - 75 75
- Pelaksana 2 0 2
13 | Dinas Pertanian 50 48 98
Dinas Komunikasi,
14 Informatika dan Statistik 1 - 26
15 Dinas Kepemudaan dan 16 29
Olahraga
16 | Dinas Pariwisata 16 9 25
17 | Dinas Lingkungan Hidup 11 8 19
Dinas Penanaman Modal,
18 | Pelayanan Terpadu Satu 14 12 26
Pintu dan Tenaga Kerja
- UPTD Balai Latihan
Kerja ] ) ]
19 Dinas. Perpustakaan dan 5 26 31
Kearsipan
20 | Dinas Kesehatan 14 51 65
- UPTD Kesehatan
Puskesmas Padongko 4 44 48
- UPTD Kesehatan
Puskesmas Bojo Baru 26 29
- UPTD Kesehatan 48 54
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Puskesmas Pekkae

- UPTD Kesehatan

Puskesmas Pancana 5 27 32
- UPTD Kesehatan 1 15 16
Puskesmas Pujananting
- UPTD Kesehatan
Puskesmas Doi-Doi 4 13 17
- UPTD Kesehatan
Puskesmas Palanro 7 32 39
- UPTD Kesehatan
Puskesmas Mangkoso 6 40 46
- UPTD Kesehatan
Puskesmas Madello 4 38 42
- UPTD Kesehatan
Puskesmas Lisu 6 27 33
- UPTD Kesehatan
Puskesmas Palakka S 18 26
- UPTD Kesehatan
Puskesmas Ralla g < 36
- Rumah Sakit Umum 46 175 291
Daerah
21 | Dinas Sosial 9 16 25
22 | Dinas Perhubungan 31 6 37
- UPTD Pengujian 1 ! 1
Kendaraan Bermotor
- UPTD Pengelolaan
Fasilitasi Pelayanan 1 1 9
Darat Pelabuhan
Garongkong
- UPTS Terminal
. 1 - 1
Perparkiran
23 Dinas Kepenc'.lu.dukan dan 10 19 29
Pencatatan Sipil
24 | Dinas Perikanan 18 6 24
25 | Dinas Ketahanan Pangan 11 11 22
Dinas Koperasi, Usaha
26 | Kecil Menengah dan 11 10 21
Perdagangan
- UPTD Pengelola Pasar 1 1 2
- UPTD Pengelola 9 ) 9
Metrologi Legal
27 Dinas Pekerjaan Umum 35 14 49
dan Penataan Ruang
08 Dinas Perumahap dan 16 7 23
Kawasan Pemukiman
Satuan Polisi Pamong Praja
29 dan Pemadam Kebakaran 46 7 53
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30 | Kecamatan Mallusetasi 13 8 21
31 | Kelurahan Mallawa 3 S 8
32 | Kelurahan Palanro 4 S 9
33 | Kelurahan Bojo Baru 7 4 11
34 | Kecamatan Soppeng Riaja 9 9 18
35 | Kelurahan Mangkoso 3 3 6
36 | Kelurahan Kiru-Kiru 3 S 8
37 | Kecamatan Balusu 11 11 22
38 | Kelurahan Takkalasi 2 1 3
39 | Kecamatan Barru 8 7 15
40 Kglurahan Sumpang 3 4 7
BinangaE
41 | Kelurahan Coppo 3 3 6
42 | Kelurahan Tuwung 6 4 10
43 | Kelurahan Mangempang 8 2 10
44 | Kelurahan SepeE 5 3 6
45 | Kecamatan Tanete Rilau 10 10 20
46 | Kelurahan Tanete S 4 7
47 | Kelurahan Lalolang 5 6 11
48 | Kecamatan Tanete Riaja 17 s 30
49 | Kelurahan Lompo Riaja 6 2 8
50 | Kecamatan Pujananting I 6 19
51 | Kelurahan Mattampawalie 4 1 5
52 | Diperbantukan di KPU - - -
53 Cuti Luar Tanggungan o 9 9
Negara

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2020

Sementara berdasarkan golongan Sumber Daya Aparatur,

terbanyak dari golongan III dan kemudian golongan IV, besarnya

jumlah golongan III dan golongan IV ini dikarenakan jumlah dari

fungsional guru dan tenaga kesehatan lebih besar dari jumlah tenaga

teknis lainnya, pejabat dan staf struktural, berikut ini tabel yang

menggambarkan  Sumber

berdasarkan golongan :

Daya

Aparatur

Kabupaten

Barru
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Tabel 1.10

Jumlah Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan Ruang

Golongan IA

Tahun 2020

Golongan 1B 3
Golongan IC 5
Golongan ID 15
Total Golongan I 23
2 | Golongan IIA 15
Golongan 1IB 97
Golongan IIC 151
Golongan IID 177
Total Golongan II 440
3 | Golongan IIIA 408
Golongan IIIB 668
Golongan IIIC 560
Golongan IIID 546
Total Golongan III 2.182
4 | Golongan IVA 491
Golongan IVB 733
Golongan IVC 49
Golongan IVD 1
Total Golongan IV 1.274

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2020

Tabel 1.10

Jumlah Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tahun 2020

1 | SD / Sederajat 11 0 11

2 | SLTP / Sederajat 23 2 25

3 | SLTA / Sederajat 253 226 479

4 glploma I, 1I / Akta I, 51 70 121
Diploma III / Akta III

S / Sarjana Muda 50 202 252
Tingkat Sarjana /

6 Doktor / Ph.D 1.119 1.912 3.031

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2020
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7. Sistematika Penulisan

LKIP Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2020 berpedoman
pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan
penekanan kepada struktur organisasi yang kaya fungsi dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan

perundang-undangan.
Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja

tahun yang bersangkutan.
Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan
capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis
capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja
tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian
kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa
tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan

tahun ini dengan target jangka menengah yang
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Bab IV

Lampiran

terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi;

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan
standar nasional (jika ada);

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative
solusi yang telah dilakukan;

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
Analisis program/kegiatan yang menunjang
keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

pernyataan kinerja).

. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang
digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan
kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian

Kinerja.
Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan

dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara
perencanaan  pembangunan  untuk  menghasilkan rencana
pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan
daerah dengan melibatkan masyarakat.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai
unsur pemangku  kepentingan, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada. Visi merupakan arah
pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai
dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi juga harus
menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu
strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta
sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang yang
dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2021 yang telah diadakan
perubahan Peraturan Daerah Nomor 01 tentamg Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021.
Pemerintah Daerah Kabupaten Barru dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, berpedoman
pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 -
2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.
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1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Barru Tahun 2016 - 2021.

Pemerintah daerah diwajibkan menyusun dan menetapkan
perencanaan jangka menengah daerah yang merupakan amanat
pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Barru telah menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru
Tahun 2016 - 2021.

Rencana Pembangunann Jangka  Menengah  Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2021 merupakan dokumen
perencanaan strategis yang menetapkan arah kebijakan dan strategi
pembangunan pada Tahun 2016 - 2021, sebagai tolok ukur
pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Barru dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dokumen ini berfungsi
sebagai penuntun segenap penyelenggara Perangkat Daerah (PD) di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru dalam melaksanakan
Program / Kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang
diemban, dalam arah perwujudan visi, misi, tujuan, sasaran, dan
strategi yang akan dicapai dalam lima tahun periode kepemimpinan
Kepala Daerah.

2. Visi dan Misi

Berbagai isu global dan nasional turut dipertimbangkan
dalam upaya penyelesaian isu lokal yang berimplikasi pada
kesejahteraan masyarakat. Isu yang dihadapi Kabupaten Barru
antara lain : Pelayanan publik, Kualitas Sumber Daya Manusia
(Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial), Pembangunan Perdesaan dan
Ketahanan Pangan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat,
Infrastruktur Wilayah dan Tata Ruang, Kemiskinan serta Lingkungan

Hidup. Dalam menangani isu tersebut diperlukan penguatan
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kepemimpinan yang didukung oleh segenap komponen masyarakat
dan penyelenggara pemerintahan.
a. Visi

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan
pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang
akan dihadapi dalam 5 (lima) tahun dan mengacu pada visi yang
telah disampaikan oleh Bupati / Wakil Bupati hasil pemilihan kepala
daerah tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Barru Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru
Tahun 2016 -2021 yang telah diadakan perubahan Peraturan Daerah

Nomor 01 tentamg Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021, maka Visi Kabupaten Barru
Tahun 2016 - 2021, adalah :

Visi ini menjadi arah perjalanan pembangunan Kabupaten

Barru selama tahun 2016 - 2021 dengan penjelasan makna visi

sebagai berikut :

1. Lebih Maju mengandung arti ; Peningkatan berbagai indikator
pembangunan akan lebih baik seperti : Pertumbuhan ekonomi,
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan perkapita,
angka harapan hidup, kehidupan beragama dan berbagai
indikator sosial, ekonomi dan politik lainnya.

2. Sejahtera mengandung arti ; Pembangunan Kabupaten Barru
dilakukan untuk memberikan kemakmuran serta meningkatkan

kesejahteraan seluruh masyarakat Barru.




3. Taat Azas mengandung arti ; Pembangunan Kabupaten Barru

yang dilakukan mengacu pada ketentuan agama, hukum dan
norma budaya/adat-istiadat serta kearifan lokal.

. Bermartabat mengandung arti ; Bahwa pembangunan di
Kabupaten Barru dilakukan dengan berlandaskan pada semangat
menuju daya saing dan kemandirian daerah dengan
mengutamakan harkat kemanusiaan dan harga diri.

. Bernafaskan Keagamaan mengandung arti ; Seluruh aktivitas

dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat didasarkan

pada nilai-nilai keagamaan, baik proses maupun hasil kegiatan.
Tabel 2.1

Perumusan Penjelasan Visi Kabupaten Barru

Peningkatan Peningkatan
berbagai indikator | indikator
pembangunan pembangunan
akan lebih baik akan lebih
Terwujudnya Seperti 3 baik
Kabupaten Pertumbuhan khususnya
Barru Lebih ekonomi, Indeks Indeks
Maju, Pembangunan Pembangunan
Sejahtera, Manusia (IPM), Manusia (IPM)
Taat Asas, Lebih maju | Pendapatan yang meliputi
dan perkapita, angka angka harapan
Bermartabat harapan hidup, lama sekolah,
yang kehidupan Rata-rata lama
Bernafaskan beragama dan sekolah, angka
Keagamaan berbagai indikator | harapan
sosial, ekonomi hidup, dan
dan politik paritas daya
lainnya. beli serta
kualitas
tenaga kerja




Pembangunan Pembangunan
Kabupaten Barru | Kabupaten
dilakukan untuk | Barru
memberikan dilakukan
kemakmuran serta | untuk
. meningkatkan memberikan
Sejahtera kesejahteraan kemakmuran
seluruh serta
masyarakat Barru. | meningkatkan
kesejahteraan
seluruh
masyarakat
Barru
Pembangunan Pembangunan
Kabupaten Barru | Kabupaten
yang dilakukan Barru yang
mengacu pada dilakukan
ketentuan agama, | mengacu pada
Taat GO hukum dan norma | ketentuan
budaya/adat- hukum dan
istiadat serta norma
kearifan lokal budaya/adat-
istiadat serta
kearifan lokal
Bahwa Bahwa
pembangunan di | pembangunan
Kabupaten Barru | di Kabupaten
dilakukan dengan | Barru
berlandaskan dilakukan
pada semangat dengan
menuju daya saing | berlandaskan
Bermartabat | dan kemandirian | pada semangat

daerah dengan
mengutamakan
harkat
kemanusiaan dan
harga diri.

menuju daya
saing dan
kemandirian
daerah dengan
mengutamaka
n harkat
kemanusiaan
dan harga diri
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Seluruh aktivitas | Seluruh
dilaksanakan oleh | aktivitas
pemerintah dilaksanakan
dan/atau oleh
masyarakat pemerintah
didasarkan pada dan/atau
Bernafaskan nilai-nilai masyarakat
Keagamaan keagamaan, baik | didasarkan
proses maupun pada nilai-
hasil kegiatan. nilai
keagamaan,
baik proses
maupun hasil
kegiatan

b. Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-
langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah
dipaparkan. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin
dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.
Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan
sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan
jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor
lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi
serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam
pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau
langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan
Visi.

Dari pernyataan visi tersebut di atas, maka dirumuskan 5
(lima) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Barru
yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal
yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi
tersebut. Lebih jauh, pernyataan misi Kabupaten Barru

memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh
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organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimna
organisasi memenuhi kebutuhan tersebut. Adapun S5 (lima) misi
Kabupaten Barru yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kecerdasan Dan Profesionalisme SDM
2. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Pembangunan Untuk
Kesejahteraan Masyarakat
3. Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif
4. Mengembangkan Interkoneksitas Sinergis Antar Wilayah di
Tingkat,Nasional,Regional Dan Internasional
5. Mewujudkan Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)
Adapun keterkaitan visi dan misi kepala daerah Kabupaten
Barru bisa dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 2.2

Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Barru

\ . Meningkatkan Kecerdasan
Lebin iSRS Dan Profesionalisme SDM
Mengoptimalkan
, : Pemanfaatan Sumberdaya
T;{Z'ZZJ uai’;i - pgaltera Pembangunan Untuk
Barrup Lebih Kesejahteraan Masyarakat
Maju, Sejahtera, R Menciptakan .Lingkungan
Taat Asas, dan Yang Kondusif
Bermartabat Mengembangkan
yang Interkoneksitas Sinergis
Bernafaskan Bermartabat | Antar Wilayah Di Tingkat
Keagamaan Nasional, Regional Dan
Internasional
Mewujudkan Tata
B;{e::ai :‘:ls;c:: Kepemerintahan Yang Baik (
g Good Governance)
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Tabel 2.3

Perumusan Penjelasan Misi Kabupaten Barru

Terwujudnya | Meningkatkan | Meningkatkan Meningkatkan
Kabupaten Kecerdasan kecerdasan dan kecerdasan dan
Barru Lebih | Dan profesionalisme profesionalisme
Maju, Profesionalisme SDM melalui SDM melalui
Sejahtera, SDM pemflgkatan peningkatan
kualitas sektor .
Taat Asas, pendidikan, kualitas sektor
dan kesehatan, pendidikan,
Bermartabat ketenagakerjaan kesehatan, dan
yang dan keagamaan ketenagakerjaan
Bernafaskan bagi seluruh bagi seluruh
Keagamaan masyarakat masyarakat
Kabupaten Barru. | Kabupaten
Barru
Mengoptimalka | Kemajuan Kemajuan
n Pemanfaatan | pembangunan pembangunan
Sumberdaya dilakukan dilakukan
Pembangunan | dengan dengan
Untuk mengoptimalkan | mengoptimalkan
Kesejahteraan | pemanfaatan pemanfaatan
Masyarakat sumberdaya sumberdaya
pembangunan pembangunan
melalui melalui
pembangunan pembangunan
bidang ekonomi, | bidang ekonomi
sosial, politik terutama
dan keagamaan | pertumbuhan

dengan tetap
memperhatikan
asas
pembangunan
yang
berkelanjutan
dan berkeadilan.

ekonomi yang
berkeadilan dan
memperhatikan
hakhak orang
miskin dan
PMKS dengan
tetap
memperhatikan
asas
pembangunan
yang
berkelanjutan
dan berkeadilan
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Menciptakan
Lingkungan
Yang Kondusif

Menciptakan
lingkungan yang
kondusif melalui
peningkatan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
dengan
penguatan
perundang-
undangan,
agama, norma
budaya/adat-
istiadat dan
kearifan lokal.

Menciptakan
lingkungan yang
kondusif melalui
peningkatan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
dengan
penguatan
perundang-
undangan,
norma
budaya/adatistia
dat dan kearifan
lokal

Mengembangkan
Interkoneksitas
Sinergis Antar
Wilayah di
Tingkat,
Nasional,
Regional Dan
Internasional

Pembangunan
Kabupaten Barru
yang
berdayasaing
dan kemandirian
daerah
dilakukan
melalui
pembangunan
infrastruktur
sosial, ekonomi
dan fisik,
pengembangan
inovasi daerah,
ketahanan
pangan,
ketahanan energi
dan investasi
daerah

Pembangunan
Kabupaten Barru
yang berdaya
saing dan
kemandirian
daerah
dilakukan
melalui
pembangunan
infrastruktur
sosial, ekonomi
dan fisik,
pengembangan
inovasi daerah,
ketahanan
pangan,
ketahanan energi
dan investasi
daerah
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prinsip antara
lain transparan,

5 Mewujudkan Pelaksanaan Pelaksanaan
Tata Tata kelola Tata kelola
Kepemerintahan | pemerintahan pemerintahan
Yang Baik yang baik yang baik
(Good senantiasa senantiasa
Governance) menggunakan menggunakan

prinsip antara
lain transparan,

akuntabel, akuntabel,
partisipatif, partisipatif,
efektif dan efektif dan
efisien yang efisien yang
didukung oleh didukung oleh
aparatur yang aparatur yang
professional. professional
yang
bernafaskan
keagamaan

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran
strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD
Kabupaten Barru 2016 — 2021 yang selanjutnya akan menjadi dasar
penyusunan arsitektur kinerja

pembangunan daerah secara

keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan
ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta
didasarkan pada isu-isu analisis strategis.

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan
pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai
program prioritas terkait.Selaras dengan penggunaan paradigma
penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan
daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan
rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja,
baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan,
program, dan sasaran. Perumusan tujuan didasarkan dari visi dan

misi dan isu strategis,rumusan tujuan merupakan dasar dalam
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menyusun pilihanpilihan strategi pembangunan dan sarana untuk
mengevaluasi pilihan tersebut.

Berdasarkan visi dan misi, maka tujuan dan sasaran
pembangunan jangka menengah daerah yang akan dicapai dalam
kurung waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

Misi 1:

Meningkatkan Kecerdasan dan Profesionalisme SD

Tujuan :

Meningkatkan Kualitas SDM.

Sasaran :

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan.

2. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan.

3. Meningkatnya penyerapan ketenagakerjaan.

Misi 2 :

Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Pembangunan Untuk

Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan :

Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

Sasaran :

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi daerah dan
masyarakat

2. Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS).

Misi 3 :

Menciptakan lingkungan yang kondusif

Tujuan :

Mewujudkan rasa aman dan ketentraman di lingkungan masyarakat

Sasaran :

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :
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1. Meningkatnya kesadaran, ketertiban, disiplin dan perlindungan
masyarakat.

2. Meningkatnya penanganan dan Pengurangan resiko bencana

Misi 4 :

Mengembangkan interkoneksitas sinergis antar wilayah di tingkat

nasional, regional dan internasional.

Tujuan :

Meningkatnya daya saing daerah.

Sasaran :

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur

2. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
hidup secara terpadu.

3. Berkembangnya investasi dan inovasi daerah.

Misi 5:

Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance).

Tujuan :

Terwujudnya pelayanan umum yang transparan, akuntabel dan

partisipatif

Sasaran :

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran
agama dalam etos dan budaya kerja pada tatanan pemerintahan

2. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang religious.

Adapun rumusan tujuan dan sasaran Kabupaten Barru dapat

dilihat pada tabel sebagai berikut :
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Tabel 2.4

Rumusan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Barru

Misi 1 : Meningkatkan Meningkatkan | 1. Meningkatnya 1.
Meningkatkan | kualitas SDM kualitas SDM | kualitas dan Meningkatnya
kecerdasan dan pemerataan kualitas dan
profesionalisme pelayanan pemerataan
SDM pendidikan. pelayanan
2. Meningkatnya pendidikan.
derajat kesehatan | 2. Meningkatnya
masyarakat kualitas dan
3. Meningkatnya pemerataan
penyerapan pelayanan
tenaga kerja kesehatan
4. Berkurangnya 3. Meningkatnya
jumlah penduduk | penyerapan
miskin, Ketenagakerjaan
kedalaman
kemiskinan dan
kerentanan untuk
miskin serta
menurunnya
jumlah dan jenis
penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial (PMKS).
S. Meningkatnya
kualitas
kehidupan
masyarakat yang
religius
Misi 2 : Meningkatkan Meningkatkan | Meningkatnya 1. Meningkatnya
Mengoptimalkan | kesejahteraan pemerataan kualitas kualitas
pemanfaatan ekonomi dan pertumbuhan pertumbuhan
sumberdaya kesejahteraan | o1 omj ekonomi daerah
pembangunan gt dan masyarakat
untuk 2. Berkurangnya
kesejahteraan jumlah
masyarakat penduduk
miskin dan
penyandang
masalah
kesejahteraan

sosial (PMKS)

37




Misi 3 : 1. Mewujudkan | 1. Berkembangnya | 1. Meningkatnya
Menciptakan Terpeliharanya | rasa aman wawasan kesadaran,
lingkungan kesadaran dan kebangsaan dan ketertiban,
yang kondusif masyarakat ketentraman | kesadaran disiplin dan
tentang di berdemokrasi perlindungan
pentingnya lingkungan masyarakat serta | masyarakat
menjaga masyarakat penerapan nilai — 2. Meningkatnya
kebersamaan nilai kearifan lokal | penanganan dan
antar berbagai 2. Meningkatnya Pengurangan
unsur dalam peran serta resiko bencana
tatanan daerah masyarakat dan
2. Mewujudkan organisasi
rasa aman dan masyarakat desa
ketentraman di /kelurahan dalam
lingkungan pemberdayaan
masyarakat pembangunan
3. Meningkatnya
kesadaran,
ketertiban,
disiplin dan
perlindungan
masyarakat.
4. Meningkatnya
penanganan
bencana.
Misi 4 : 1. Meningkatnya | 1. Terpenuhinya 1. Terpenuhinya
Mengembangkan | Meningkatnya | daya saing kebutuhan kebutuhan
interkoneksitas | daya saing daerah. infrastruktur infrastruktur
sinergis antar daerah ekonomi 2. Meningkatnya
wilayah di 25 2. Meningkatnya | pengelolaan
tingkat Meningkatnya pengelolaan sumber daya
nasional, kerjasama sumber daya alam | alam dan
regional dan antar wilayah dan lingkungan lingkungan
internasional hidup secara hidup secara
terpadu. terpadu
3. Berkembangnya | 3.
kawasan strategis | Berkembangnya

Kabupaten

4. terciptanya
sistem inovasi
daerah (SIDA)
yang dapat
mendukung
pengembangan
daya saing.

5. Berkembangnya
penanaman modal
dalam negeri dan
asing serta
jaringan
kerjasama antar
daerah/ lembaga

investasi dan
inovasi daerah
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Misi 5:
Mewujudkan
tata
kepemerintahan
yang baik (Good
Governance)

1. Terwujudnya
nilai dan ajaran
agama dalam
etos dan
budaya kerja
dalam tatanan
pemerintahan
2. Terwujudnya
pelayanan
umum yang
efektif dan
efisien serta
memuaskan
masyarakat

Terwujudnya
pelayanan
umum yang
transparan,
akuntabel
dan
partisipatif

1. Meningkatnya
kualitas
penghayatan dan
pengamalan
ajaran agama
dalam etos dan
budaya kerja pada
tatanan
pemerintahan.

2. Terwujudnya
manajemen
pemerintahan
yang baik

3. Meningkatnya
kualitas fungsi
legislasi,
penganggarandan
pengawasan
DPRD

Meningkatnya
kualitas
penghayatan
dan pengamalan
ajaran agama
dalam etos dan
budaya kerja
pada tatanan
pemerintahan

Sumber : RPIMD Perubahan Kabupaten Barru 2016 — 2021

Adapun keterkaitan antara tujuan dan sasaran pembangunan

jangka menengah Bappeda Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2021

berserta dengan indikator kinerja disajikan pada tabel berikut :
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Tabel 2.5

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2021

Misi 1 : Meningkatkan Indeks
Menlngkatk_an K_ecerdasan Kualitas SDM Pembangunan 70,10%
dan Profesionalisme SDM Manusia (IPM)
I\S/la;]{?‘r:a"l;m . Angka Harapan 13,65
'ng Y Lama Sekolah Tahun
kualitas dan
pemerataan
pelag_znkan Rata-rata lama 8,12
jencicikag sekolah Tahun
Sasaran :
Meningkatnya Angka harapan
derajat kesehatan | hidup 69 Tahun
masyarakat
Sasaran : P
. ersentase
Meningkatnya .
tingkat
penyerapan 5,40%
tenagakerja pengangguran
terbuka
Misi 2 : Meningkatkan Rp.
Mengoptimalkan pemerataan dan PDRB Perkapita 47.147.49
pemanfaatan sumberdaya kesejahteraan 8
pembangunan untuk ekonomi
kesejahteraan masyarakat Sasaran : Pertumbuhan .
Meningkatnya Ekonomi 6,98%
kualitas
pertumbuhan Inflasi 2,9
ekonomi daerah
dan masyarakat Indeks Gini 0,34
. Rp.
Paritas Daya
Beli (PPP) 10.953.60
Sasaran: Persentase
Berkurangnya L 8,11%
jumlah penduduk Penduduk Miskin
miskin dan
penyandang Penyandang
masalah Masalah
kesejahteraan kesejahteraan 100%
sosial (PMKS) sosial yang
tertangani
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Misi 3 :
Menciptakan lingkungan
yang kondusif

Mewujudkan
rasa aman dan
ketentraman di
lingkungan
masyarakat

Angka
Kriminalitas yang
tertangani

6,5

Jumlah korban
meninggal
hilang, dan
terkena dampak
bencana

0 Jiwa

Sasaran :
Meningkatnya
kesadaran,
ketertiban, disiplin
dan perlindungan
masyarakat

Proporsi
penduduk yang
menjadi korban
kejahatan
kekerasan dalam
12 bInn terakhir

0%

Sasaran :
Meningkatnya
penanganan dan
Pengurangan
resiko bencana

Cakupan
pelayanan
bencana
kebakaran
kabupaten/kota

90%

Persentase
korban bencana
yang menerima
bantuan sosial
selama masa
tanggap darurat

100%

Persentase
korban bencana
yang dievakuasi
dengan
mengunakan
sarana
prasarana
tanggap darurat
lengkap

100%

Misi 4 :

Mengembangkan
interkoneksitas sinergis antar
wilayah di tingkat nasional,
regional dan internasional

Meningkatnya
Daya Saing
Daerah.

Kinerja
Infrastruktur
Daerah

23,33%

Pertumbuhan
Industri

11%

Sasaran :
Terpenuhinya
kebutuhan
infrastruktur

Proporsi panjang
jaringan jalan
dalam kondisi
baik

0,72

Rasio Jaringan
Irigasi

19,50%

Presentase
Penduduk
Berakses air
minum

100%

Persentase rumah
tinggal bersanitasi

100%

Rasio Rumah
Layak Huni

0,29

Sasaran :
Meningkatnya
pengelolaan sumber
daya alam dan
lingkungan hidup
secara terpadu

Indeks Kualitas
Lingkungan

66

Sasaran :
Berkembangnya
Investasi dan
Inovasi Daerah

Total Realisasi
Investasi

Rp.
558.336.7
15.695
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Misi 5 : Tujuan : Indeks Sangat
Mewujudkan tata Terwujudnya Kepuasan Baik
kepemerintahan yang baik pelayanan Masyarakat
(Good Governance) umum yang
transparan,
akuntabel dan
partisipatif
Sasaran : Penerapan E-
Meningkatnya Government
kualitas 1. ePlanning Ada
penghayatan dan  [2.eBudgeting Ada
pengamalan 3. eSDM Ada
ajaran agama 4. ePengawasan Ada
dalam etos dan 5. ePerizinan Ada
budaya kerja pada =
tatanan 6. eMas Ada
pemerintahan
Presentase 100%
Tindak Lanjut
Temuan
Opini BPK WTP
Akuntabilitas B
Pemerintah
Sasaran : Persentase 100%
Meningkatnya sarana
Kualitas peribadahan
Kehidupan yang dibina
Masyarakat yang pemerintah
Religius daerah

Sumber : RPJMD Perubahan Kabupaten Barru 2016 — 2021

Dalam konteks manajemen berbasis kinerja, pengukuran
kinerja penyelenggaraan pemerintahan merupakan alat untuk
mengetahui gambaran atas tingkat pencapaian sasaran dan tujuan
organisasi pemerintah dalam upaya mewujudkan visi, misi dan
strategi instansi pemerintah. Ukuran ini harus mampu menjelaskan
tentang tingkat realisasi target kinerja sasaran ataupun tujuan
yang dicapai oleh instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya. Dengan pengukuran tersebut pemerintah akan terdorong
untuk lebih membangun komitmen dan konsistensi pada
pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih signifikan berorientasi
pada capaian kinerja yang bersifat hasil (outcome), bukan hanya
menghasilkan output kegiatan yang tidak berujung pada perubahan
kondisi masyarakat yang lebih baik, yang pada gilirannya kinerja
instansi benar-benar akan dirasakan

pemerintah dapat

kemanfaatannya bagi masyarakat (stakeholders).
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Susunan sasaran strategis Kabupaten Barru disusun sebagai
pedoman untuk memudahkan dalam menentukan langkah kebijakan
yang lebih teknis. Dengan ditetapkannya sasaran strategis, maka
tahapan pencapaian tujuan dapat terukur secara jelas, melalui
pengukuran atas capaian dari setiap indikator-indikator kinerja

sasarannya.

4. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah
merupakan rumusan perencanaan komprehensif, sinkron, konsisten,
dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan
dan sasaran perencanaan pembangunan daerah dengan efektif dan
efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu, strategi, arah
kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan sarana
untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja
pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program
kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun
pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring dan evaluasi.

Adapun strategi dan kebijakan dalam pembangunan tertuang
dari beberapa misi sebagai berikut :
1. Strategi

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang
diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memanajemen setiap
program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan
untuk  mencapai tujuan. Sedangkan dalam = pengelolaan
pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang
menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan
kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala
daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, strategi
merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan

grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk
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mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang
telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun
menunjukkan kemantaban pemerintah daerah dalam memegang
prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang
dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis
pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada
pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun
kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan
pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan
bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian
arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi
diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program
pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam
mewujudkan visi pembangunan daerah. Perumusan strategi
berdasarkan permasalahan pembangunan daerah adalah sebagai
berikut :

Tabel 2.6
Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 Kabupaten Barru

Cakupan pelayanan pendidikan Meningkatkan akses dan
belum maksimal pemerataan pendidikan

Meningkatkan akses dan

Cakupan pelayanan kesehatan dan
sl ey pemerataan kesehatan dan

Rendahnya kualitas keluarga berencana belum maksimal
1 . keluarga berencana
manusia
Meningkatkan
N . pemberdayaan dan
T k
ingginya tingkat pengangguran pengembangan
ketenagakerjaan
. Meningkatkan
Belum optimalnya pemanfaatan perekonomian masyarakat
sumberdayg lokal untuk berbasis sumberdaya lokal
perekonomian
Pengawasan dan
pengendalian harga
5 Pertumbuhan ekonomi | pertumbuhan ekonomi yang tidak Pemberdayaan ekonomi

yang tidak berkeadilan | perkeadilan masyarakat perdesaan

Meningkatkan pemenuhan
hak-hak dasar masyarakat
miskin dan penyandang
masalah kesejahteraan
sosial (PMKS) lainnya

Penanggulangan kemiskinan yang
melambat
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Menurunnya tingkat
partisipasi masyarakat
3 | dalam menjaga
keamanan dan
ketertiban

Kesadaran, ketertiban, disiplin dan
perlindungan masyarakat yang belum
optimal

Meningkatkan kesadaran,
ketertiban, disiplin dan
perlindungan masyarakat

Kondisi alam menyebabkan rentan
terjadinya bencana

Meningkatkan antisipasi
penanganan dan
pengurangan resiko
bencana

Daya saing daerah
4 | masih rendah

Masih terbatasnya ketersediaan
infrastruktur yang memadai

Meningkatkan Infrastruktur
dengan regulasi yang
memadai dan
pengembangan fasilitas
dasar bagi mobilitas
barang, jasa dan manusia

Menurunnya kualitas lingkungan hidup
yang bisa menyebabkan terjadinya
bencana alam

Peningkatan kualitas
lingkungan

kurangnya investasi dan inovasi
daerah

Peningkatan investasi dan
inovasi daerah

Belum optimalnya
5 | penerapan tata kelola
pemerintahan

Kualitas dan manajemen pelayanan
birokrasi belum optimal

Meningkatkan kualitas
pelayanan umum

Rendahnya modal sosial antar umat
beragama

Meningkatkan kualitas
kehidupan beragama

Strategi

merupakan

langkah  untuk

memecahkan

permasalahan

pembangunan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun ke depan serta memiliki dampak yang besar terhadap
pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Untuk
mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barru Tahun 2016-
2021, maka Pemerintah Kabupaten Barru akan melaksanakan 5 (lima) misi
pembangunan daerah yang kemudian dijabarkan ke dalam berbagai strategi

pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.
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Tabel 2.7

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Barru

Meningkatkan
kualitas SDM

Meningkatkan
kesejahteraan
dan
Pemerataan
ekonomi.

Mewujudkan
rasa aman
dan
ketentraman
di lingkungan
masyarakat

Meningkatnya
daya saing
daerah.

Meningkatnya kualitas dan
pemerataan pelayanan
pendidikan

Meningkatnya kualitas
pertumbuhan ekonomi daerah
dan masyarakat

Meningkatnya kesadaran,

ketertiban, disiplin dan
perlindungan masyarakat

Meningkatkan akses dan pemerataan
pendidikan

Meningkatkan akses dan pemerataan
kesehatan dan keluarga berencana

Meningkatkan pemberdayaan dan
pengembangan ketenagakerjaan

Meningkatkan perekonomian masyarakat
berbasis sumberdaya lokal

Pengawasan dan pengendalian harga

Pemberdayaan ekonomi masyarakat
perdesaan

Meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar
masyarakat miskin dan penyandang
masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
lainnya

Meningkatkan kesadaran, ketertiban,
disiplin dan perlindungan masyarakat

Meningkatnya penanganan
dan Pengurangan resiko
bencana

Terpenuhinya kebutuhan
infrastruktur

Meningkatkan antisipasi penanganan
dan pengurangan resiko bencana

Meningkatkan Infrastruktur dengan
regulasi yang memadai dan

pengembangan fasilitas dasar bagi
mobilitas barang, jasa dan manusia

Meningkatnya pengelolaan
sumber daya alam dan
lingkungan hidup secara
terpadu

Peningkatan kualitas lingkungan

Berkembangnya investasi dan
inovasi daerah

Peningkatan investasi
Dan inovasi daerah
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, Meningkatnya kualitas
Terwujudnya penghayatan dan pengamalan
pelayanan ajaran agama dalam etos dan | Meningkatkan kualitas pelayanan umum
umumyang budaya kerja pada tatanan
trinsfirinc’j pemerintahan
akuntabel dan ; -
partisipatif Meryngkatnya kualitas Meningkatkan kualitas kehidupan
kehidupan masyarakat yang
- beragama
religius

2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi
pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas
pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan.
Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi
akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program
prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah
merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas
pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara
bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan
urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan
berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap
tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu
tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan
lima (5) tahunan RPJMD. Penekanan prioritas tersebut bukan
berarti bahwa program/kegiatan pembangunan operasional pada
SKPD di luar yang diprioritaskan tidak berjalan, tetapi berjalan
dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibanding yang
diprioritaskan.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar
memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.
Kriteria suatu rumusan arah kebijakan, antara lain: 1. Memperjelas
kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu; 2.

Dirumuskan bersamaan dengan formulasi strategi, sebelum atau
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setelah alternatif strategi dibuat; 3. Membantu menghubungkan tiap-
tiap strategi kepada sasaran secara lebih rasional; dan 4.
Mengarahkan pemilih strategi agar selaras dengan arahan dan
sesuai/tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Langkah-langkah merumuskan arah kebijakan sebagai berikut: 1.
Mengidentifikasi tiap sasaran dan target kinerja tiap tahun; 2.
Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategik terkait tiap tahun;
3. Merumuskan dan memutuskan arah kebijakan dan menguji
kesesuaiannya dengan perundang undangan.

Pada perumusan arah kebijakan ini, pertama-tama
dirumuskan substansi arah kebijakan yang dijabarkan dari masing-
masing strategi. Setelah itu, substansi arah kebijakan tersebut ditata
prioritasnya berdasarkan kerangka tahunan dalam lima tahun
periode RPJMD. Adapun rumusan substansi arah kebijakan yang
tercakup dalam masing-masing strategi dapat dilihat pada Tabel

berikut :

Tabel 2.8

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021
Kabupaten Barru

Pengembangan layanan anak usia
dini
Optimalisasi kualitas pelaksanaan
Meningkatkan akses wajib belajar 9 tahun
dan pemerataan Pengembangan layanan
_ pendidikan pendidikan kesetaraan
Menlngkatnya Peningkatan mutu pendidik dan
Meningkatkan | Kualitas dan kependidikan serta tata kelola
kualitas SDM pemerataan kependidikan
pelayanan Pengembangan layanan kesehatan
pendidikan Peningkatan Upaya Kesehatan
Meningkatkan akses Masyarakat
dan pemerataan | papingkatan Sarana dan Prasarana
kesehatan dan Kesehatan
keluarga berencana
Pengembangan keluarga
berencana berbasis masyarakat
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Meningkatkan
kesejahteraan
dan
Pemerataan
ekonomi.

Mewujudkan
rasa aman
dan
ketentraman
di lingkungan
masyarakat

Meningkatnya
daya saing
daerah.

Meningkatnya
kualitas
pertumbuhan
ekonomi daerah
dan masyarakat

Meningkatnya
kesadaran,
ketertiban,
disiplin dan

perlindungan
masyarakat

Meningkatkan
pemberdayaan dan
pengembangan
ketenagakerjaan

Meningkatkan
perekonomian
masyarakat berbasis
sumberdaya lokal

Peningkatan Kualitas SDM Pencari
Kerja dan akses penempatan
tenaga kerja

Pemanfaatan Sumber Daya Alam
(SDA)

Pengembangan Industri Kecil
Menengah

Peningkatan perdagangan

Peningkatan pengelolaan
pariwisata

Pengembangan ekonomi kreatif

Pengawasan dan
pengendalian harga

Survey Harga Pasar

Pemberdayaan
ekonomi masyarakat
perdesaan

Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengembangan
ekonomi daerah

Meningkatkan
pemenuhan hak-hak
dasar masyarakat
miskin dan
penyandang masalah
kesejahteraan sosial
(PMKS) lainnya

Meningkatkan
kesadaran,
ketertiban, disiplin
dan perlindungan
masyarakat

Penajaman dan fasilitasi program
yang terintegrasi lintas sektor pada
semua tingkatan pemerintahan

Peningkatan ketenteraman dan
ketertiban masyarakat

Meningkatnya
penanganan
dan
Pengurangan
resiko bencana

Terpenuhinya
kebutuhan
infrastruktur

Meningkatkan
antisipasi
penanganan dan
pengurangan resiko
bencana

Meningkatkan
Infrastruktur dengan
regulasi yang
memadai dan
pengembangan
fasilitas dasar bagi
mobilitas barang, jasa
dan manusia

Peningkatan kesiagaan
penanganan bencana

Peningkatan kualitas jaringan jalan

Pemantapan ketahanan pangan
dan sumberdaya air

Peningkatan akses penduduk
terhadap air minum

Peningkatan kualitas sarana dan
prasarana perhubungan laut dan
darat

Peningkatan kualitas perencanaan,
pemanfaatan dan pengendalian
pemanfaatan ruang
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Meningkatnya
pengelolaan pemantauan kualitas lingkungan,
sumber daya Peningkatan kualitas pe_ngenda_han pencemaran,
alam dan ; pemulihan akibat pencemaran dan
: lingkungan ;
lingkungan pengendalian kerusakan
hidup secara lingkungan
terpadu
Bgrkembangnya Peningkatan investasi Peningkatan investasi
investasi dan ; :
; : dan inovasi daerah
inovasi daerah

Meningkatnya

pemerintahan

Peningkatan penerapan tata kelola

Terwujudnya kualitas pemerintahan yang transparan,
pelayanan penghayatan dan _ akuntabel dan partisipatif
umum yang pengamalan M_enlngkatkan
transparan ajaran agama kualitas pelayanan
’ dalam etos dan umum
akuntapel Qan budaya kerja
partisipatif pada tatanan

Meningkatnya

e yaglatan Peningkatan sarana dan prasarana
kehidupan kualitas kehidupan 9 g P
peribadahan
masyarakat beragama
yang religius

5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pemerintah Kabupaten Barru menetapkan 5 Tujuan, 12

Sasaran yang mencakup 32

Indikator

Kinerja Utama (IKU)

sebagaimana yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barru Nomor
58 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Barru Nomor 74
Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten
Barru Tahun 2016-2021. Adapun rincian Indikator Kinerja Utama
(IKU) tersebut sebagai berikut :



Tabel 2.9

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Barru

Meningkatkan Kualitas

Indeks Pembangunan

SDM ! Manusia (IPM)
Meningkatnya Kualitas 2 énlfkla }I:I arapan Lama
dan Pemerataan cxoa
Pelayanan Pendidikan 3 | Rata-Rata Lama

Sekolah
Meningkatnya Derajat .
Kesehgtan I\ZasyaraJkat 4 Angka Harapan Hidup
Meningkatnya Persentase Tingkat
Penyerapan Tenaga Kerja S Pengangguran
Terbuka

Meningkatnya 6 PDRB Perkapita

Pemerataan dan 7 Pertumbuhan

Kesejahteraan Ekonomi Meningkatnya Kualitas Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi 8 Inflasi
Daerah dan Masyarakat 9 Indeks Gini

10 | Paritas Daya Beli (PPP)
Berkurangnya Jumlah 11 Persentase Penduduk
Penduduk Miskin dan Miskin
Penyandang Masalah Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial 12 | Kesejahteraan Sosial
(PMKS) yang Tertangani

Mewujudkan Rasa Aman 13 Angka Kriminalitas

dan Ketentraman di yang Tertangani

Lingkungan Masyarakat Jumlah Korban

14 Meninggal, Hilang dan
terkena Dampak
Bencana
Cakupan Pelayanan
15 | Bencana Kebakaran
Meningkatnya Kabupaten/Kota
Penanganan dan Persentase Korban
Pengurangan Resiko Bencana yang
Bencana 16 | Menerima Bantuan
Sosial selama Masa
Tanggap Darurat
Persentase Korban
Bencana yang
17 Dievakuasi dengan
Menggunakan Sarana
Prasarana Tanggap
Darurat Lengkap
Meningkatnya Daya 18 Kinerja Infrastruktur
Saing Daerah Daerah
19 | Pertumbuhan Industri
Proporsi panjang
Terpenuhinya 20 | jaringan jalan dalam
Kebutuhan Infrastruktur kondisi baik
21 | Rasio Jaringan Irigasi
Meningkatnya Presentase Penduduk
22 .
pengelolaan sumber daya Berakses air minum
alam dan lingkungan 23 Persentase rumah
hidup secara terpadu tinggal bersanitasi
Berkembangnya Rasio Rumah Layak
Investasi dan Inovasi 24 | Huni

Daerah
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Meningkatnya Indeks Kualitas
pengelolaan sumber daya Lingkungan
. 25
alam dan lingkungan
hidup secara terpadu
Berkeml?angnya . Total Realisasi
Investasi dan Inovasi 26 .
Investasi
Daerah
Terwujudnya pelayanan 27 Indeks Kepuasan
umum yang transparan, Masyarakat
akuntabel dan Penerapan E-
partisipatif 28 Government :
1. ePlanning
Meningkatnya kualitas 2. eBudgeting
penghayatan dan 3. eSDM
pengamalan ajaran 4. ePengawasan
agama dalam etos dan 5. ePerizinan
budaya kerja pada 6. eMas
tatanan pemerintahan Persentase Tindak
29 .
Lanjut Temuan
30 | Opini BPK
31 Akuntabilitas
Pemerintah
Meningkatnya kualitas Persentase sarana
kehidupan masyarakat 39 peribadahan yang
yang religius dibina pemerintah
daerah

6. Rencana Kerja Tahunan

Perencanaan kinerja tahunan adalah perencanaan kinerja
yang merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah
melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja
dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan
anggaran serta merupakan komitmen bagi perangkat daerah untuk
mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja
ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh
indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan
melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Barru Tahun
2020.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang
sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan,

Indikator Kinerja Sasaran dan Rencana Capaiannya. Indikator
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Kinerja adalah  ukuran kuantitatif dan  kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

7. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaopran
Kinerja dan Tata Cara Revieu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah bentuk pernyataan komitmen
yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja
yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Perjanjian  kinerja  bermaksud untuk  meningkatkan
akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata
komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai
dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar
evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan
sanksi (insentif dan disinsentif).

Dengan kata lain, Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah
pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan
janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam
rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang
serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan
penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

a Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi
amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan
kinerja aparatur;

b Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasa revaluasi kinerja

aparatur;
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c Sebagaidasar

penilaian  keberhasilan/kegagalan pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian
penghargaan dan sanksi;

d Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan
monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan
kinerja penerima amanabh.

Pemerintah Kabupaten Cirebon telah membuat Perjanjian
kinerja tahun 2020 secara berjenjang sesuai dengan kewenangan,
kedudukan, tugas pokok, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja
tahun 2020 ini disusun berdasarkan pada rencana kinerja yang telah
ditetapkan. Secara ringkas, keterkaitan

gambaran sasaramn,

indikator kinerja dan target tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.10
Penetapan Kinerja Kabupaten Barru Tahun 2020

Meningkatnya Indeks
I Kualitas SDM Pembangunan 69,97
Masyarakat (IPM)
Meningkatnya Kualitas Angka Harapan 13,62
Lama Sekolah
1 dan Pemerataan
1 Rata-Rata Lama
Pelayanan Pendidikan 7,98
sekolah
Meningkatnya Kualitas
2 dan Pemerataan ﬁ&%{ a harapan 68,88
Pelayanan Kesehatan p
Meningkatnya Persentase tingkat
3 nyerapan tenagakerja | Do o sangsuran 549
penyerap g J terbuka
11 Meningkatnya PDRB Perkapita 43.411.694
Pemerataan dan Pertumbuhan
. . 6,64
Kesejahteraan . . Ekonomi
Ekonomi Meningkatnya Kuahtas. Inflasi 3.1
4 Pertumbuhan Ekonomi —
Indeks Gini 0,35
Daerah dan Masyarakat - -
Paritas Daya Beli 10.792.920
(PPP) ) )
Persentase 8 51
Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin ’
Penduduk Miskin dan Penyandang
5 Penyandang Masalah Masalah
Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan 70
(PMKS) Sosial Yang
Tertangani
Mewujudkan éngka Krlmlnal{tas 7
ang Tertangani
Rasa Aman dan
. Jumlah Korban
III | Ketentraman di - .
. Meninggal Hilang
Lingkungan 0
Masyarakat dan Terkena
Dampak Bencana
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Meningkatnya
Kesadaran, Ketertiban,
Disiplin dan
Perlindungan
Masyarakat

Proporsi Penduduk
Yang Menjadi Korban
Kejahatan Kekerasan
Dalam12 Bulan
Terakhir

Meningkatnya
Penanganan dan
Pengurangan Resiko
Bencana

Cakupan
Pelayanan
Bencana
Kebakaran
Kabupaten / Kota

80

Persentase Korban
Bencana Yang
Menerima Bantuan
Sosial Selama Masa
Tanggap Darurat

100

Persentase Korban
Bencana Yang
Dievakuasi Dengan
Menggunakan Sarana
Prasarana Tanggap
Darurat Lengkap

100

v

Meningkatnya
Daya Saing
Daerah

Kinerja
Infrastruktur
Daerah

22,93

Pertumbuhan
Industri

11

Terpenuhinya
Kebutuhan
Infrastruktur

Proporsi Panjang
Jaringan Jalan
Dalam Kondisi Baik

0,72

Rasio Jaringan Irigasi

19,50

Persentase Penduduk
Berakses Air Minum

82,78

Persentase Ruma
Tinggal Bersanitasi

100

Rasio Rumah Layak
Huni

0,29

Meningkatnya Pengelolaan
Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup Secara
Terpadu

Indeks Kualitas
Lingkungan

66

10

Berkembangnya Investasi
dan Inovasi Daerah

Total Realisasi
Investasi

554.148.072.556

11

Terwujudnya
Pelayanan
Umum Yang
Transparan,
Akuntabel dan
Partisipatif

Indeks Kepuasan
Masyarakat

BAIK

Meningkatnya Kualitas
Penghayatan dan
Pengamalan Ajaran
Etos dan Budaya Kerja
Pada Tatanan
Pemerintahan

Penerapan E-
Government :

1. e-Planning

ADA

. e-Budgeting

ADA

. e-SDM

ADA

. e-Pengawasan

ADA

. e-Perizinan

ADA

OV Ul|A WIN

. e-Mas

ADA

Persentase Tindak
Lanjut Temuan

97,2

Opini BPK

WTP

Akuntabilitas
Pemerintah

CcC

12

Meningkatnya Kualitas
Kehidupan Masyarakat
Yang Religius

Persentase Sarana
Peribadahan Yang
dibina Pemerintah
Daerah

100
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Pemerintah Kabupaten Barru selaku pengemban amanah
masyarakat Barru  melaksanakan kewajiban = memberikan
pertanggungjawaban atas amanah tersebut dengan Laporan
Akuntabilitas Kinerja berdasarkan peraturan perundang-undangan
yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan dan Pemberantasan Korupsi; dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, maka
penilaian capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran
merupakan proses dalam penyusunan laporan akuntabilitas.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat
pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja
sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJND) Kabupaten Barru 2016-2021. Sesuai
denga ketentuan tesebut, pengukuran kinerja digunakan untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksnaan kegiatan sesuai
denga sasaran dan program tang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Barru.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) juga merupakan
bentuk akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Barru untuk
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan
mengungkapkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada pihak
pemberi amanah (principal). LKIP disusun sebagai usaha perwujudan

Good Governance untuk menggambarkan keberhasilan atau
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kegagalan misi pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan
dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi capaian
target kinerja pada akhir tahun pelaksanaan anggaran dengan
rencana target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun
pelaksanaan anggaran dengan bentuk Perjanjian Kinerja (PK).

Pengukuran  kinerja  pemerintah  Kabupaten  Barru,
memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem
pengumpulan data kinerja dari dua sumber, antara lain :

1. Data Internal yang berasal dari sistem informasi dan pelaporan
yang ada, baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan
bulanan, triwulanan, semesteran, laporan akuntabilitas kinerja
Perangkat Daerah, laporan keuangan Perangkat Daerah / laporan
keuangan pemerintah daerah maupun laporan kegiatan tahunan
lainnya.

2. Data eksternal, digunakan data-data skunder sepanjang relevan
dengan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Barru,
khususnya data-data yang bersumber atas hasil hitung Badan
Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barru walaupun data masih
bersifat sementara karena Badan Pusat Statistik (BPS) baru
mengeluarkan Data Makro Kabupaten Barru tahun 2018 di bulan
Juli 2019.

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran, dilakukan analisis
dan evaluasi terhadap capaian setiap indikator kinerja untuk
memberikan penjelasan tentang keberhasilan atau ketidakberhasilan
pelaksanaan suatu kegiatan dan program dalam mewujudkan kondisi

sasaran yang diharapkan.

1. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran
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dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan

strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai
pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran
tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran capaian kinerja tahun 2018 berdasar pada
Keputusan  Kepala Lembaga  Administrasi Negara  Nomor
239/1X/618/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
Pelaporan = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan
berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Pengukuran  pencapaian  kinerja dilakukan dengan
membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Kriteria
yang harus dipenuhi oleh indicator kinerja yaitu : Spesifik, dapat
diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu
tertentu. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran
digunakan skala pengukuran kinerja sebagai berikut :

a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukan bahwa pencapaian
kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan
adalah:

b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukan bahwa pencapaian

kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan
adalah :




Dengan Skala Penilaian :

Tabel 3.1

Skala Penilaian

1 > 80 Sangat Baik

2 60 - 79,9 Baik

3 S50 - 59,9 Sedang

4 0-49,9 Kurang
Data Tidak

5 0 Lengkap

Kabupaten Barru telah menetapkan Indikator Kinerja Utama
melalui Peraturan Bupati Barru Nomor 74 Tahun 2016 yang telah
diadakan perubahan Peraturan Bupati Barru Nomor 58 Tahun 2019
tentang Perubahan Peraturan Bupati Barru Nomor 74 Tahun 2016
tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barru Tahun
2016 - 2021. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kabupaten
Barru juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama.
Secara umum Pemerintah Kabupaten Barru telah dapat
melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi.
Pencapaian kinerja sasaran pembangunan Kabupaten Barru
berdasarkan sasaran pembangunan Kabupaten Barru yang ingin

diwujudkan selama tahun 2020 disajikan dalam tabel di bawah ini :
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Pencapaian Kinerja Sasaran Pembangunan

Tabel 3.2

Kabupaten Barru Tahun 2020

e

Misi 1: Indeks
Meningkatkan Pembangunan Persen 69.97 71.00 101.47 Sangat Baik
Kualitas SDM Manuasia(IPM)
Meningkatnya Angka
Kualitas dan Harapan Lama Tahun 13.62 13.58 99.71 Sangat Baik
Pemerataan Sekolah
pelayanan faaRaw | Tahun 7.98 8.23 103.13 | Sangat Baik
Meningkatnya Angka
Derajat kesehatan | Harapan Tahun 68.88 69.02 100.20 Sangat Baik
Masyarakat Hidup
Meningkatnya ?zrsentase
Penyerapan ngkat Persen 5.49 6.39 83.61 Sangat Baik
. engangguran
Tenaga Kerja Terbuka
m:;:iiékatkan ggiipita Rupiah 43’4i1’69 40,293,929 | 92.82 | Sangat Baik
Pemerataan dan Meningkatnva Pertumbuhan
Kesejahteraan Kualitfs Y Ekonomi Persen 6.64 0.87 13.10 Kurang
Ekonomi Pertumbuhan Inflasi 3.1 1.67 53.87 Sedang
Ekonomi Indeks Gini 0.35 0.36 102.94 Sangat Baik
ﬁii;ﬁi? gﬁiltafi,gay a Rupiah 10’782’92 10.920.000 | 101.18 | Sangat Baik
Berkurangnya Persentase
Jumlah Penduduk Persen 8.51 8.26 102.94 Sangat Baik
Penduduk Miskin
Miskin dan Penyandang
Penyandang Masalah
Masalah Kesejahteraan Persen 70 100 142.86 Sangat Baik
Kesejahteraan Sosial Yang
Sosial (PMKS) Tertangani
Misi 3 : Angka
Mewujudkan Kriminalitas .
Rasa Aman dan Yang 7 9.6 137.14 Sangat Baik
Ketentraman di Tertangani
Lingkungan Jumlah
Masyarakat Korban
Meninggal
Hilang, dan Jiwa 0 1 NA Sangat Baik
Terkena
Dampak
Bencana
Proporsi
Meningkatnya Penduduk
Kesadaran, Yang Menjadi
g‘f:;lt:ﬁznan EZ}:;;an Persen 0 0,004 NA | Sangat Baik
Perlindungan Kekerasan
Masyarakat Dalam 12
Bulan Terakhir
Meningkatnya Cakupan
Penanganan Pelayanan
g Bencana i
dan Persen 80 100 125.00 Sangat Baik
Pengurangan Kebakaran
Resiko Bencana Kabupaten /
Kota
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Persentase
Korban
Bencana Yang
Menerima
Bantuan
Sosial Selama
Masa Tanggap
Darurat

Persen

100

100

100.00

Sangat Baik

Persentase
Korban
Bencana Yang
Dievakuasi
Dengan
Menggunakan
Sarana
Prasarana
Tanggap
Darurat
Lengkap

Persen

100

100

100.00

Sangat Baik

Misi 4 :
Meningkatnya
Daya Saing
Daerah

Kinerja
Infrastruktur
Daerah

Persen

22.93

30

130.83

Sangat Baik

Pertumbuhan
Industri

Persen

11

11

100.00

Sangat Baik

Terpenuhinya
Kebutuhan
Infrastruktur

Proporsi Panjang
Jaringan Jalan
Dalam Kondisi
Baik

Persen

0.72

0.82

113.89

Sangat Baik

Rasio Jaringan
Irigasi

Persen

19.50

50

256.41

Sangat Baik

Persentase
Penduduk
Berakses Air
Minum

Persen

82.78

96.63

116.73

Sangat Baik

Persentase
Rumah Tinggal
Bersanitasi

Persen

100

100

100.00

Sangat Baik

Rasio Rumah
Layak Huni

0.29

0.95

327.59

Sangat Baik

Meningkatnya
Pengelolaan
Sumber Daya
Alam dan
Lingkungan Hidup
Secara Terpadu

Indeks
Kualitas
Lingkungan

66

69.85

105.83

Sangat Baik

Berkembangnya
Investasi dan
Inovasi Daerah

Total Realisasi
Investasi

Rupiah

554,148,0
72,556

941,711,774
6,000

169.94

Sangat Baik

Misi 5 :
Terwujudnya

Pelayanan Umum
Yang Transparan,

Akuntabel dan
Partisipatif

Indeks
Kepuasan
Masyarakat

BAIK

BAIK

100

Sangat Baik

Meningkatnya
Kualitas
Penghayatan
dan Pengamalan
Ajaran Agama
Dalam Etos dan
Budaya Kerja
Pada Tatanan
Pemerintahan

Penerapan E-
Government :

1. e-Planning

ADA

ADA

100

Sangat Baik

2. e-Baudgeting

ADA

ADA

100

Sangat Baik

3. e-SDM

ADA

ADA

100

Sangat Baik

4. e-
Pengawasan

ADA

ADA

100

Sangat Baik

5. e-Perizinan

ADA

ADA

100

Sangat Baik

6. e-Mas

ADA

ADA

100

Sangat Baik

Persentase
Tindak Lanjut
Temuan

Persen

97.2

87

89,51

Sangat Baik

Opini BPK

WTP

WTP

100

Sangat Baik

Akuntabilitas
Pemerintah

CccC

83,33

Sangat Baik

Persentase
Sarana
Peribadahan
Yang Dibina
Pemerintah
Daerah

Persen

100

100

100

Sangat Baik
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Hasil analisis pencapaian sasaran strategis terhadap 12
sasaran yang mencakup 33 indikator kinerja, terdapat 31 indikator
dengan nilai Sangat Baik, 1 indikator dengan nilai Sedang dan 1
indikator dengan realisasi nilai capaian kinerja Kurang Baik. Rata-
rata realisasi capaian kinerja mencapai 126,42 perse atau bermakna
”Sangat Baik”. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Barru

pada tahun 2020 “Sangat Baik”.

2. Analisis Capaian Kinerja
Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,
dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah,
akuntabilitas kinerja menyajikan capaian kinerja untuk setiap
indicator kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran
kinerja melalui 7 (tujuh) analisis capaian kinerja sebagai berikut :
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun
ini dan beberapa tahun terakhir
3. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja sampai
dengan tahun ini dengan target RPJMD
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan
/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efiisiensi penggunaan sumberdaya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja
Salah satu analisis yang memerlukan perhitungan khusus
adalah analisis efisiensi penggunaan sumberdaya. Efisiensi
penggunaan sumberdaya dihitung dengan membandingkan capaian
kinerja dengan penyerapan anggaran. Beberapa ketentuan tingkat

efisiensi antara lain :
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1) Jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% (X < 100%)
maka, tidak efisien

2) Jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% (X = 100%)
maka, efisien berimbang.

3) Jika diperoleh nilai perbandinganlebih dari 100% (X >
100%)maka, efisien.

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase
capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100%
termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100%. Dalam rangka
mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya
akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah
perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama
kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan
apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang
bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam
tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU
merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis
instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai
ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.
Pengukuran kinerja untuk setiap sasaran melalui 7 (tujuh) analisis
disajikan sebagai berikut :
Misi 1 : Meningkatkan Kecerdasan dan Profesionalisme SDM
Tujuan : Meningkatkan Kualitas SDM
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pelayanan

Pendidikan.

Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran adalah Rata-
Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah.
1. Rata-Rata Lama Sekolah

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target

indikator adalah sebagai berikut :
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a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator
“Rata-Rata Lama Sekolah” pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel
berikut :

Rata-Rata Lama
Sekolah

Tahun 7,98 8,23 103,13

Realisasi indikator kinerja Rata-Rata Lama Sekolah pada
tahun 2020 sebesar 8,23 tahun dari target sebesar 7,98 tahun.
Realisasi indikator Rata-Rata Lama Sekolah berdasarkan data
tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaiannya

sebesar 103,13%.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Tahun 2020 Dengan Tahun Lalu (Tahun 2019)
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
indikator “Rata-Rata Lama Sekolah” tahun 2020 dengan tahun 2019
dapat dilihat pada tabel berikut :

Rata-Rata
Lama Tahun 7,90 7,89 7,98 8,23
Sekolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan
realiasi kinerja dari 7,89 tahun 2019 dengan realisasi kinerja 8,23

tahun 2020 atau terjadi peningkatan sebesar 4,31%.
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c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2020
Dengan Target RPJMD 2016 - 2021
Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator
“Rata-Rata Lama Sekolah” sampai tahun 2020 dengan target RPJMD
2016 - 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rata-Rata

Lama Sekolah 8,12 8,23 101,35

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa
pencapaian realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 telah
melampaui target akhir RPJMD yaitu sebesar 8,23 Tahun
dibandingkan dengan target dalam RPJMD sebesar 8,12 tahun, atau
sebesar 101,35%.

d. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2020
Dengan Realisasi Nasional

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator

“Rata-Rata Lama Sekolah” Tahun 2020 dengan Realisasi nasional

dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rata-Rata
Lama Sekolah

8,48 8,23 97,05

Realisasi indikator kinerja Rata-Rata Lama Sekolah pada
tahun 2020 sebesar 8,23 tahun lebih rendah jika dibandingkan
capaian realisasi nasional untuk tahun 2020 sebesar 8,48 Tahun.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
ataupun Kegagalan Pencapaian Penyataan Kinerja

Indikator kinerja “Rata-Rata Lama Sekolah” diperoleh dari
pelaksanaan 5 Program Prioritas seperti yang dicantumkan pada

tabel berikut ini :
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Meningkatnya
Kualitas dan

Pemerataan
Pelayanan
Pendidikan

Rata-Rata
Lama
Sekolah

103,13

Program Pendidikan
Anak Usia Dini

| Pamn | Realisssi |

6,464,289,930.00

5,582,290,600.00

86,36

Program Wajib
Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan
Tahun

14,595,058,536.00

13,969,025,791.00

95,71

Program Pendidikan
Non Formal

2,016,386,000.00

1,807,098,500.00

89,62

Program Peningkatan

Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan

2,113,407,800.00 1,630,322,976.00

77,14

Program Manajemen
Pelayanan
Pendidikan

1,796,161,200.00 1,239,778,700.00

Seluruh program diatas ditujukan untuk mencapai indikator
kinerja sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Barru
Periode Tahun 2016 — 2021 dengan target yang sudah ditetapkan.
Disamping mampu melakukan efisiensi dari sisi anggaran, target
indikator kinerja “Rata-Rata Lama Sekolah” mencapai target kinerja
yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen
perencanaan.

f. Analisis Tentang Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan pencapaian kinerja dari indikator “Rata-Rata

Lama Sekolah” diperoleh dari pelaksanaan S5 Program Prioritas

dengan jumlah anggaran terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. 26.985.303.466,-

Meningkatnya Kualitas Rata-Rata
dan Pemerataan Lama 103,13 89,78 114,87
Pelayanan Pendidikan Sekolah

Program prioritas yang ditujukan untuk secara langsung
mencapai target kinerja indikator “Rata-Rata Lama Sekolah” tersebut
terdapat efisiensi Rp.
26.985.303.466,- yang diserap sebesar Rp. 24.228.516.567,- atau
114,87%

anggaran dimana dari alokasi sebesar

tingkat efisiensi sebesar yang berarti efisien dalam

penggunaan sumber daya.
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g. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/

Penurunan Kinerja
Indikator “Rata-Rata Lama Sekolah” merupakan indikator
makro pembangunan yang dihitung berdasarkan data statistik setiap
tahunnya. Indikator ini juga merupakan salah satu komponen dari
penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rata-Rata Lama

Sekolah diasumsikan bahwa dalam kondisi normal Rata-Rata Lama

Sekolah dalam suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk

yang dihitung dalam penghitungan Rata-Rata Lama Sekolah yaitu

penduduk berusia 25 tahun ke atas.
Ada beberapa kendala mengapa rata-rata lama sekolah
mengalami perlambatan yakni :

1. Rendahnya Akses masyarakat terhadap pendidikan menengah
dan pendidikan tinggi.;

2. Partisipasi masyarakat terhadap pendidikan terbatas terutama
pada daerah-daerah pegunungan dan terpencil dengan akses
jalan dan transportasi publik yang belum memadai;

3. Penyebaran lembaga dan prasarana pendidikan menengah masih
banyak terfokus di ibu kota Kecamatan,;

4. Masih adanya siswa yang putus sekolah dengan berbagai
penyebab salah satunya adalah mengikuti orang tua merantau.

Adapun solusi yang akan dilaksanakan dalam peningkatan
rata-rata lama sekolah, yakni :

1. Meningkatkan akses pendidikan pada penduduk usia sekolah;

2. Perubahan pola pikir dalam masyarakat tentang pentingnya
pendidikan.

Misi 1 : Meningkatkan Kecerdasan dan Profesionalisme SDM

Tujuan : Meningkatkan kualitas SDM

Sasaran 2: Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan

kesehatan

Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran adalah

Angka Harapan Hidup. Formula yang digunakan untuk menghitung
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capaian target indikator adalah sebagai berikut :

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator

“Angka Harapan Hidup” pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel

berikut :

. Target Realisasi Capaian
Indikator | Satuan | 4.} 112020 | Tahun 2020 (%)
Angka Harapan | .y, 68,88 69,02 100,20

Hidup

Realisasi indikator kinerja “Angka Harapan Hidup” pada
tahun 2020 sebesar 69,02 Tahun dari target sebesar 68,88 Tahun.
Realisasi indikator “Angka Harapan Hidup” berdasarkan data
tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaiannya
sebesar 100,20%

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja
Tahun 2020 Dengan Tahun Lalu (Tahun 2019)

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
indikator “Angka Harapan Hidup” tahun 2020 dengan tahun 2019
dapat dilihat pada tabel berikut :

Angka
Harapan Tahun 68,62 68.68 68,88 69,02

Hidup

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan realisasi
indikator “Angka Harapan Hidup” di Kabupaten Barru, bahwa terjadi
peningkatan realiasi kinerja dari 68,68 tahun pada tahun 2019
dengan realisasi kinerja 69,02 tahun pada tahun 2020 atau terjadi

peningkatan sebesar 0,49%.
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c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2020
Dengan Target RPJMD 2016-2021

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator
“Angka Harapan Hidup” sampai tahun 2020 dengan target RPJMD
2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Angka Harapan
Hidup

69 69,02 100,02

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa
pencapaian realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 sebesar
69,02 tahun dibandingkan dengan target dalam RPJMD sebesar 69
tahun, atau sebesar 100,02 persen. Dapat disimpulkan bahwa Target
indikator “Angka Harapan Hidup” ini telah mencapai target akhir
yang ada dalam dokumen RPJMD 2016-2021.

d. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2020
Dengan Realisasi Nasional

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator
“Angka Harapan Hidup” Tahun 2020 dengan Realisasi Nasional
dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Angka Harapan
Hidup

73,4 69,02 94,03

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan antara realisasi
indikator kinerja “Angka Harapan Hidup” Kabupaten Barru pada
tahun 2020 sebesar 69,02 tahun capaiannya lebih rendah jika
dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja “Angka Harapan
Hidup” Nasional untuk tahun 2020 sebesar 71,4 Tahun.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Indikator kinerja “Angka Harapan Hidup” diperoleh dari

pelaksanaan 16 Program Prioritas seperti yang dicantumkan pada

tabel berikut ini :
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Meningkatnya
Kualitas dan
Pemerataan
Pelayanan
Pendidikan

Angka
Harapan
Hidup

100,02

Program Obat dan
Perbekalan
Kesehatan

5,524,337,914.00

5,212,470,314.00

94.35

Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Statistik

46,400,500.00

35,335,500.00

76.15

Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat

2,146,194,800.00

1,560,886,543.00

72.73

Pengawasan Obat
dan Makanan

174,214,000.00

117,845,000.00

67.64

Program Pembinaan

Promosi Kesehatan

Dan Pemberdayaan
Masyarakat

50,808,000.00

39,545,000.00

77.83

Program
Pengembangan
Lingkungan Sehat

343,848,600.00

107,540,200.00

31.28

Program
Pencegahan Dan
Penanggulangan
Penyakit Menular

3,508,853,800.00

2,675,992,200.00

76.26

Program
Pencegahan Dan
Pengendalian
Penyakit Tidak
Menular

152,770,000.00

36,130,000.00

23.65

Program
Pengadaan,
Peningkatan Dan
Perbaikan Sarana
Dan Prasarana
Puskesmas/
Puskesmas
Pembantu Dan
Jaringannya

8,256,243,493.00

7,171,311,918.00

86.86

Program
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan Lansia

6,950,000.00

5,500,000.00

79.14

Program
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan Matra

10,580,000.00

3,120,000.00

29.49

Program Bina Gizi
dan KIA

1,041,187,800.00

700,368,600.00

67.27

Program
Pengembangan
Kemitraan dengan
LSM, Dunia
Usaha, Media,
Organisasi Profesi

70,659,000.00

40,770,000.00

57.70

Program
Pembiyaan dan
Jaminan
Kesehatan
Masyarakat

53,205,917,019.00

2,287,110,832.00

79.48
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Program
Pengadaan
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Rumah
Sakit/Rumah
Sakit Jiwa/Rumah
Sakit Paru-
Paru/Rumah Sakit
Mata

16,400,280,800.00 15,105,856,343.00

92.11

Program
Peningkatan Mutu
Pelayanan
Kesehatan BLUD

53,596,508,888.00 47,227,203,463.00

Seluruh program diatas ditujukan untuk mencapai indikator
kinerja sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Barru
Periode Tahun 2016 - 2021 dengan target yang sudah ditetapkan.
Disamping mampu melakukan efisiensi dari sisi anggaran, target
indikator kinerja “Angka Harapan Hidup” mencapai target kinerja
yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen

perencanaan.

f. Analisis Tentang Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pencapaian kinerja dari indikator “Angka Harapan Hidup”

diperoleh dari pelaksanaan 16 Program Prioritas dengan jumlah

anggaran terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun

2020 sebesar Rp. 144.535.754.614,-

Meningkatnya Kualitas dan Angka
Pemerataan Pelayanan Harapan
Pendidikan Hidup

Program kegiatan yang ditujukan untuk secara langsung
mencapai target kinerja indikator tersebut terdapat efisiensi anggaran
dimana dari alokasi sebesar Rp. 144.535.754.614,- yang diserap
sebesar Rp. 122.326.985.913,- atau tingkat efisiensi sebesar 118,18
persen yang berarti efisien dalam penggunaan sumber daya.

g. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/
Penurunan Kinerja

Indikator “Angka Harapan Hidup” merupakan indikator
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makro pembangunan yang dihitung berdasarkan data statistik setiap
tahunnya. Indikator ini juga merupakan salah satu komponen dari
penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka ini
merupakan cerminan dari ketersediaan sarana dan prasarana
kesehatan, sanitasi lingkungan, pengetahuan ibu tentang kesehatan,
gaya hidup masyarakat, pemenuhan gizi ibu dan bayi, sehingga
Angka Harapan Hidup untuk sementara bisa mewakili indikator
Angka Lama Hidup.

Ada beberapa kendala mengapa angka harapan hidup
mengalami perlambatan yakni :
1. Masih terdapat kasus angka kematian ibu dan anak;
2. Masih terdapat kasus angka kesakitan (penyakit menular

ataupun menyakit tidak menular);

w

Rendahnya pemahaman tentang pentingnya kesehatan
masyarakat.

Adapun solusi yang akan dilaksanakan dalam peningkatan Angka
Harapan Hidup, yakni :

Meningkatkan koordinasi lintas sector;

Melakukan registrasi dan surveilans kematian,;

Peningkatan kapasitas aparatur kesehatan;

Peningkatan cakupan jaminan kesehatan;

a bk b=

Peningkatan Preventif dan promotif pelayanan kesehatan.

Misi 1 : Meningkatkan Kecerdasan dan Profesionalisme SDM
Tujuan : Meningkatkan kualitas SDM

Sasaran 3: Meningkatnya penyerapan ketenagakerjaan

Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran adalah
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka. Formula yang

digunakan wuntuk menghitung capaian target indikator adalah

sebagai berikut :
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a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator

“Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka” pada tahun 2020
dapat dilihat pada tabel berikut:

Meninekatn Persentase

& Y Tingkat
a Penyerapan Penwan ran Persen 5,49 6,39 83,61
Tenaga Kerja Terbgukggu

Dari perhitungan di atas diperoleh realisasi indikator kinerja
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2020
sebesar 6,39% dari target sebesar 5,49% dengan capaian sebesar
83,61%. Hal tersebut menunjukkan tidak efektifnya pelaksanaan
program/kegiatan yang  diperuntukkan untuk  peningkatan
penyerapan tenaga kerja.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja
Tahun 2020 Dengan Tahun Lalu (2019)

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

indikator “Presentase Tingkat Pengangguran Terbuka” tahun 2020
dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Meningkatnya Persentase

Penyerapan Tinglat Persen 5,79 6,39 92,78 | 83,61
. Pengangguran

Tenaga Kerja Terbuka

Kondisi ini menggambarkan terjadi perubahan realisasi
kinerja dari 5,79% tahun 2019 menjadi 6,39% pada tahun 2020
penurunan capaian kinerja dari 92,78 pada tahun 2019 menjadi

83,61 pada tahun 2020.
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c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2020
Dengan Target RPJMD 2016-2021

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator

“Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka” sampai tahun 2020

dengan target RPJMD 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Meningkatnya Persentase
g y Tingkat
Penyerapan Persen 5,40 6,39 118,33
. Pengangguran
Tenaga Kerja Terbuka

Capaian kinerja yang harus dicapai diakhir periode RPJMD
pada tahun 2021 sebesar 5,40 persen. Namun pada kenyataannya
realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 sudah melampaui target
akhir periode RPJMD sebesar 6,39 persen. Hal tersebut
menunjukkan bahwa  pemerintah  kabupaten barru telah
meningkatkan wupaya untuk mengurangi jumlah pengangguran
terbuka.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar
Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi

kinerja nasional dapat dilihat sebagai berikut :

Meningkatnya Pfersentase

Penyerapan Tingkat Persen 7,1 6,39

Tenaga Kerja Pengangguran ’ ,
Terbuka

Berdasarkan tabel perbandingan diatas menunjukkan bahwa
persentase capaian realisasi kinerja Kabupaten Barru dalam
mengurangi tingkat pengangguran terbuka berada di bawah capaian

realisasi Nasional. Terdapat selisih sebesar 0,71 persen dibanding
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capaian

realisasi

Nasional,

hal tersebut menunjukkan bahwa

Kabupaten Barru menghasilkan pengangguran 0,71 persen lebih

besar dibanding daerah lainnya.

e. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan

ataupun Kegagalan

Capaian kinerja yang harus dicapai untuk mengurangi

tingkat pengangguran didukung oleh 2

berikut:

Meningkatny
a
Penyerapan
Tenaga Kerja

Persentase
Tingkat
Pengangguran
Terbuka

83,61

Program
Peningkatan
Kualitas dan

Produktivitas
Tenaga Kerja

160,005,900.
00

157,327,750.
00

(dua) program sebagai

98.33

Program
Peningkatan
Upaya
Penumbuhan
Kewirausahaa
n Dan
Kecakapan
Hidup
Pemuda

18,956,800.0
0

18,956,800.0
0

100,00

Jumlah Anggaran

178,962,700.
00

176,284,550.
00

98.50

Kedua program tersebut diatas diharapkan menjadi pemicu

keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Barru dalam mengurangi
Tingkat Pengangguran Terbuka. Selain kedua program tersebut,
terdapat pula program lainnya yang dapat meningkatkan penyerapan
tenaga kerja seperti pengembangan UMKM dan Pembangunan
Infrastruktur.
f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai
sasaran meningkatnya penyerapan tenaga kerja dapat dilhat pada

table berikut :
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Persentase

Meningkatnya .
Penyerapan Tingkat 83,61 98,50 84,88
. Pengangguran
Tenaga Kerja
Terbuka

Dari tabel perhitungan tingkat efisiensi penggunaan
sumberdaya diatas menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan
untuk peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui pengurangan
tingkat pengangguran terbuka dinilai masih belum efektif
mengurangi tingkat pengangguran. Pemerintah Kabupaten Barru
harus memikirkan kegiatan-kegiatan yang harus mampu mengurangi
tingkat pengangguran terbuka agar anggaran yang rencanakan dapat
efektif mencapai indikator kinerja sasaran yang ditetapkan.

g. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/

Penurunan Kinerja

Indikator “Tingkat Pengangguran Terbuka”. Capaian indikator
ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk terus
mengupayakan penciptaan lapangan usaha / pekerjaan baru melalui
berbagai skema program pembangunan. Program yang mendukung
indikator kinerja sebanyak 2 (dua) program sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barru 2016 — 2021.

Ada beberapa kendala mengapa tingkat Pengangguran
Terbuka mengalami perlambatan yakni :

1. Rendahnya pertumbuhan ketersediaan lapangan kerja;

2. Rendahnya minat kewirausahaan masyarakat;

3. Pelatihan yang diberikan tidak sesuai dengan kompetensi yang
dibutuhkan oleh peserta dan perusahaan yang membuka
lowongan pekerjaan.

4. Tidak seimbangnya antara angkatan kerja dengan peluang keja
yang ada;

5. Masih terbatasnya informasi pasar kerja.

Adapun solusi yang akan dilaksanakan dalam penurunan

ingkat Pengangguran Terbuka, yakni :
76




1. Menyelenggarakan Bursa Tenaga Kerja
2. Memberikan Pelatihan Kerja sesuai kompetensi yang
dibutuhkan oleh peserta dan perusahaan
3. Meningkatkan kualitas Mutu Pendidikan
4. Meningkatkan Jiwa Kewirausahaan
5. Keterbukaan informasi Lowongan Kerja
Misi 2 : Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Pembangunan
Untuk Kesejahteraan Masyarakat
Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah
dan Masyarakat
Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian
sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan
masyarakat adalah Pertumbuhan ekonomi, inflasi, ratio gini dan
paritas daya beli. Formula yang digunakan untuk menghitung
capaian target indikator adalah sebagai berikut :
1. Pertumbuhan ekonomi

FDEE(:1) — FDREpy

x 10084
FDRB
Dimama;|
t+1 = tahun pengamatan FOEER
t = tahun pengamatan POEEB zebelumnya
2. Inflasi
(1 + AInf, (1 + AInfe W1 + AInf )P — 1
Dimana -
Alnf = perubabhan inflasi dari nilad tabhun sebelumnya
t = adalah periode pengamatan perubahan nilai infla=si.

Sedangkan Alnf dihitung dengan rumus sebagal beriloat -
]:I:If[r..|. 11— :i.'l!lf{n:l

Alnf = i x 100%%
In 1ol
Dimarna
Inf, = nilal inflasi pada tahun n
Infr .y = nilal pada 1 tahun benlutnya

tahun ...

=]
i
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3. Ratio Gini

k
G=1-2 P(C:+0u)
il
dimara:
Pi: persentase rumahtangsga atau penduduls pada kelas ke
(1 : persentase kumulatf total pendapatan atau pengeluaran sampal

kelas kea
Milan gint ratio berlaosar antara O dan 1, jika:
G =03 = Lketimpangan rendah
03=G=058 = Lketimpangan sedang
&> 0,5 = Lketimpangan tingsi

N

. Paritas Daya Beli

W Pii
erea= LT G2

Keterangan

Pik : Harga Komoditas i di Jakarta Selatan

Pij : Harga Komoditas i di Kab / Kota j

m : Jumlah Komoditas

Penjelasan tiap analisis tidak dijelaskan per indikator sasaran

meningkkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi daerah dan
masyarakat disebabkan oleh saling terkaitnya antara indicator
sasaran yang satu dengan lainnya. Adapun penjelasan 7 (Tujuh)
disajikan sebagai berikut :
a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator
“pertumbuhan ekonomi” pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel
berikut :

Pertumbuhan

Men1pgkatnya Ekonomi Persen 6,64 0,87 13,10
Kualitas

Pertumbuhan Inflasi 3,1 1,67 53,87
Ekonomi Indeks Gini 0,35 0,36 102,86

ﬁaerah iar; Paritas Daya | o ioh | 10.792.920 | 10.920.000 | 101,18
asyaraka Beli (PPP) p .792. .920. ,

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa indikator

kinerja “Pertumbuhan Ekonomi” Kabupaten Barru tahun 2020
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mengalami penurunan, hal tersebut di tunjukkan dengan
perbandingan realisasi capaian Indikator “Pertumbuhan Ekonomi”
dari target 6,64 persen dengan realisasi sebesar 0,87 persen dengan
tingkat capaian sebesar 13,10 persen. Penurunan realisasi capaian
pertumbuhan ekonomi tersebut dikarenakan oleh adanya
pembatasan pergerakan perekonomian akibat dari pandemi covid-19
sehingga terjadi perlambatan dalam perputara perekonomian..
Begitupun dengan tingkat inflasi, walau tidak sesuai dengan target
yang diharapkan namun masih berada pada range target inflasi
tahunan nasional yakni sebesar 3,5 — 1 persen. Begitupun dengan
rasio gini dan paritas daya beli dengan pencapaian target sebesar 100
persen.

Kondisi ini menggambarkan bahwa Kabupaten Barru dalam
memenuhi target makro ekonomi yang telah ditetapkan tersebut
menunjukkan bahwa Indikator “Pertumbuhan Ekonomi” yang
mengalami penurunan sangat memberikan pengaruh yang besar
terhadap perekonomian daerah dan masyarakat. Namun kondisi
tersebut dibarengi dengan inflasi yang terkendali, indeks gini yang
tergolong ketimpangan sedang dan paritas daya beli yang berimbang
dengan daerah lainnya dapat dijadikan tolak ukur bahwa
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barru semakin meningkat.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja
Tahun 2019 Dengan Tahun Lalu

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
indikator “tahun 2020 dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel
berikut :

Pertumbuhan

Meningkatnya Ek . Persen 7,41 0,87 107,40 | 13.10

Kualitas onomt

Ekonomi Indeks Gini 0,36 0,36 100,00 | 102,86

Daerah dan ;

Masyarakat giﬁt("’;;gaya Rupiah | 10.750.000 | 10.920.000 | 100,52 | 101,18
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Tabel tersebut diatas menunjukkan penurunan Pertumbuhan
Ekonomi dari tahun 2019 sebesar 7,41 persen dibandingkan tahun
2020 yaitu sebesar 0,87 persen hal ini disebabkan oleh adanya
pembatasan kegiatan perekonomian akibat dari pandemi Covid-19,
inflasi dari 1,96 menjadi 1,67, indeks gini dari 0,36 menjadi 0,36 dan
paritas daya beli dari 10.750.000 menjadi 10.920.000.

c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2020

Dengan Target RPJMD 2016-2021

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator
kinerja sampai tahun 2019 dengan target RPJMD 2016-2021 dapat
dilihat pada tabel berikut ini :

Ef{rtumb.‘lhan Persen 6,98 0,87 12,46
Meningkatnya N
Kualitas Inflasi 2,9 1,67 57,58
Pertumbuhan
Ekonomi Indeks Gini 0,34 0,36 105,88
Daerah dan
Masyarakat Paritas Daya 10.923.600,0

Beli (PPP) o 10.920.000 99,96

Capaian kinerja Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2020
mengalami penurunan realisasi 0,87 persen dari target akhir periode
RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2016 — 2021 sebesar 6,98 persen
dengan capaian sebesar 12,46 persen. Hal tersebut disebabkan oleh
adanya pembatasan kegiatan perekonomian akibat dari pandemi
Covid-19 sehingga memberikan dampak yang kurang baik terhadap
kualitas pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat Kabupaten
Barru. Capaian Kinerja ke 3 (tiga) indikator lainnya yaitu Inflasi
sebesar 57,58 persen, Indeks Gini sebesar 105,88 persen dan Paritas
Daya Beli sebesar 99,96 persen. Dari angka Capaian Kinerja tersebut
Pemerintah Daerah Kabupaten Barru akan lebih memberikan fokus
perencanaan pembangunan pada Tahun 2022 mengarah pada
pertumbuhan ekonomi inklusif sehingga seluruh masyarakat dapat
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menikmati hasil-hasil pembangunan.
d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target
Nasional
Realisasi Klnerja Kabupaten Barru dibandingkan dengan

realisasi target Nasional dapat dilihat sebagai berikut :

Pertumbuhan
Meningkatnya | Ekonomi Persen -2,07 0,87
Kualitas
Pertumbuhan Inflasi 1,9 1,67
Ekonomi Indeks Gini 0,39 0.36
Daerah dan _
Masyarakat giﬂtgfpgay 2 | Rupiah | 11.299.000 | 10.920.000

Tabel diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Barru lebih tinggi dibandingkan dengan nasional
begitupun dengan ratio gini yang lebih merata. Lain halnya dengan
Inflasi dan Paritas daya beli yang berada dibawah realisasi target
nasional.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
ataupun Kegagalan

Program kegiatan yang mendukung pencapaian indikator

kinerja kualitas pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat

antara lain :

Meningkatnya
Kualitas
Pertumbuhan
Ekonomi
Daerah Dan
Masyarakat

Pertumbuhan
Ekonomi

114,18

Program
Peningkatan
Ketahanan
Pangan
Pertanian/
Perkebunan

2,571,512,777.00

2,197,366,571.00

85.45

Inflasi

61,25

Program
Peningkatan
Produksi Hasil
Peternakan

808,964,500.00

790,345,300.00

97.70

Indeks Gini

100,00

Program
Pengembangan
Budidaya
Perikanan

477,610,000.00

455,170,050.00

95.30

Paritas Daya
Beli (Ppp)

100,52

Program
Pengembangan
Perikanan
Tangkap

2,075,760,500.00

1,305,158,600.00

62.88
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Program
Pembinaan
Kakilima Dan
Asongan

90,532,800.00

88,752,800.00

98.03

Program
Pengembangan
Sistem
Pendukung
Usaha Bagi
Usaha Mikro
Kecil Menengah

97,818,000.00

81,431,374.00

83.25

Program
Pengembangan
Kewirausahaan
Dan
Keunggulan
Kompetitif Ukm

453,643,000.00

440,077,600.00

97.01

"Program
Peningkatan
Efisiensi,
Perdagangan
Dalam Negeri

1,634,320,004.00

1,591,851,100.00

97.40

Program
Perlindungan
Konsumen Dan
Pengamanan
Perdagangan

121,011,375

111,211,025

91.90

Program
Pengembangan
Industri Kecil
Dan Menengah

53,646,000.00

35,915,000.00

66.95

Program
Pengembangan
Destinasi
Pariwisata

1,544,046,654.00

1,406,545,144.00

91.09

Program
Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata

406,544,600.00

406,265,140.00

99.93

Program
Pengembangan
Ekonomi Kreatif

93,907,300.00

93,907,300.00

100.00

Program
Pengembangan
Kemitraan

570,142,700.00

570,142,700.00

100.00

Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Perdesaan

186,057,300.00

164,422,100.00

88.37

Program
Pengembangan
Lembaga
Ekonomi
Pedesaan

20,756,000.00

17,483,100.00

84.23

Program
Penguasaan Dan
Pengembangan
Aplikasi Teknologi
Dan Teknologi
Baru

1,525,000.00

1,525,000.00

100.00

Program
Pengembangan
Kewilayahan

4,047,294,752.00

3,993,679,749.00

98.68

Program
Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan
Koperasi

71,732,400.00

65,035,000.00

90.66

Jumlah Anggaran

15,326,825,662.00

13,816,284,653.00

90.14
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Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 19 program untuk

mendukung tercapainya peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi

daerah dan masyarakat dengan jumlah anggaran sebesar Rp.

15,326,825,662.00

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perhitungan analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dapat

dilihat pada table berikut :

Meningkatnya E(le{rtumbp han 13,10 14,53
Kualitas onomi
Pertumbuhan | Inflasi 53,87 59,76

. g 90,14
Ekonomi Indeks Gini 102,96 114,22
Daerah dan .

Paritas Daya

Masyarakat Beli (PPP) 101,18 112,25

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa penggunaan
sumberdaya dinilai tidak efisien untuk pertumbuhan ekonomi
dengan tingkat efisiensi sebesar 14,53 persen hal ini disebabkan oleh
adanya pembatasan sosial akibat dari pandemic covid-19 sehingga
sangat mempengaruhi perputaran ekonomi daerah dan masyarakat,
Indeks Gini sebesar 114,22 persen dan paritas daya beli sebesar
112,25 persen. Sedangkan penggunaan sumberdaya untuk
pengendalian inflasi dinilai belum efisien yaitu sebesar 59,76 persen.
g. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/

Penurunan Kinerja

Sasaran strategis meningkanya kualitas pertumbuhan
ekonomi daerah dan masyarakat keberhasilannya diukur melalui 4
(empat) Indikator yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks gini,
dan paritas daya beli. Keempat indicator tersebut merupakan
indikator makro pembangunan yang dihitung berdasarkan data
statistik setiap tahunnya. Komponen yang diukur dalam
pertumbuhan ekonomi menurut kategori usaha jasa lainnya, jasa
kesehatan dan kegiatan sosial, jasa pendidikan, administrasi

pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa
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perusahaan, real estate, jasa keuangan dan asuransi, informasi dan
komunikasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi
dan pergudangan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan
sepeda motor, konstruksi, pengadaan air, pengelolaan sampah,
limbah dan daur wulang, pengadaan listrik dan gas, industri
pengolahan, pertambangan dan penggalian, pertanian, kehutanan
dan perikanan.

Sedangkan Inflasi diukur dengan menghitung perubahan
tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga
tersebut antara lain :

e Indeks harga konsumen (IHK) atau consumer price index (CPI),
adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang
tertentu yang dibeli oleh konsumen.

¢ Indeks biaya hidup atau cost-of-living index (COLI).

e Indeks harga produsen adalah indeks yang mengukur harga rata-
rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk
melakukan proses produksi. IHP sering digunakan untuk
meramalkan tingkat IHK pada masa depan karena perubahan
harga bahan baku meningkatkan biaya produksi, yang kemudian
akan meningkatkan harga barang-barang konsumsi.

e Indeks harga komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari
komoditas-komoditas tertentu.

e Indeks harga barang-barang modal

e Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari
semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa.

Ratio Gini atau Indeks Gini merupakan indikator
ketimpangan pendapatan yang biasa digunakan untuk melihat
seberapa besar penyimpangan yang terjadi dalam distribusi
pendapatan di kalangan rumah tangga. Indeks Gini juga dapat
menunjukkan ketidaksetaraan melalui alat analisis rasio seperti
pendapatan per kapita dan produk domestik bruto. Dan indicator

terakhir untuk mencapai sasaran meningkatnya pertumbuhan
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ekonomi daerah dan masyarakat adalah Paritas Daya Beli. Paritas
Daya Beli menghubungkan harga dalam wilayah tertentu dengan
harga komoditas diwilayah lainnya. Hubungan antara harga
komoditas antar wilayah tersebut adalah negatif, sehingga harga
komoditas di wilayah yang telah ditentukan akan cenderung
mengalami penurunan dalam proporsi yang sama dengan lanju
kenaikan harga komoditas di wilayah lainnya. Pendekatan paritas
daya beli dapat pula dikatakan sebagai pendekatan kurs spot yang
memperhatikan kondisi ekuilibrium. Di sisi lain pendekatan spot rate
dengan menggunakan Paitas Daya beli berkaitan dengan identifikasi
tingkat ekuilibrium dalam current account maupun capital account.
Dengan asumsi utama yang mendasari adalah bahwa pasar
komoditas merupakan pasar yang efisien, baik dari sisi lokasi,
operasional, penentuan harga dan informasi.

Data capaian keempat indicator menunjukkan bahwa
pemerintah Kabupaten Barru berhasil melakukan percepatan
pembangunan melalui :

1. Percepatan infrastruktur yang akan mendukung tumbuhnya
sektor-sektor ekonomi

2. Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan
infrastruktur dan sarana desa

3. Pengembangan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDES)

4. Peningkatan skala ekonomi dan kapasitas industri kecil dan

menengah (IKM)

Peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian

Pengembangan agroindustry — agrobisnis

Fasilitasi Asuransi pertanian dan peternakan

© N o O

Pengembangan sektor pariwisata melalui penguatan atraksi,
akses, dan amenitas sebagai quick wins

9. Peningkatan efisiensi distribusi logistik dan perbaikan tata niaga
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10. Sinergitas dilakukan oleh Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan
Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melalui program 4K yaitu :
Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran
distribusi dan Komunikasi efektif

11. Pemantauan harga-harga

Selain faktor penentu keberhasilan diatas Pemerintah
Kabupaten  Barru juga perlu memperhatikan  penyebab
ketidakberhasilan yang mungkin akan terjadi disebabkan oleh antara
lain :

1. Konsumsi masyarakat yang meningkat

2. Berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau
bahkan spekulasi

3. Ketidaklancaran distribusi barang

4. Kurangnya investasi

5. Tidak berkembangnya sector riil

Misi 2 : Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Pembangunan

Untuk Kesejahteraan Masyarakat
Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi
Sasaran 2: Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Ada dua indikator sasaran untuk sasaran Berkurangnya
Jumlah Penduduk Miskin, Kerentanan untuk Miskin dan
Menurunnya Jumlah serta Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS), yakni : (1) Presentase Penduduk Miskin; (2)
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Tertangani.

1. Persentase Penduduk Miskin

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target

indikator adalah sebagai berikut :
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a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator
“Persentase Penduduk Miskin” pada tahun 2020 dapat dilihat pada
tabel berikut :

Persentase Penduduk

Miskin Persen 8,51 8,26 102,94

Realisasi indikator kinerja Persentase Penduduk Miskin pada
tahun 2020 sebesar 8,26% dari target sebesar 8,51%. Realisasi
indikator Persentase Penduduk Miskin berdasarkan data tersebut di
atas dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian telah melampaui
target yakni sebesar 102,94%

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja
Tahun 2020 Dengan Tahun Lalu (Tahun 2019)

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

indikator “Persentase Penduduk Miskin” tahun 2019 dengan tahun

2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Persentase

Penduduk Persen 8,91 8,57 8,51 8,26
Miskin

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan
realiasi kinerja dari 8,57% tahun 2019 dengan realisasi kinerja 8,26%
tahun 2020 atau terjadi peningkatan sebesar 3,61%.

c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2020
Dengan Target RPJMD 2016-2021

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator
“Persentase Penduduk Miskin” sampai tahun 2020 dengan target
RPJMD 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Presentase

Penduduk Miskin 8,11 8,26 101,84

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa
pencapaian realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 sebesar
8,26% dibandingkan dengan target dalam RPJMD sebesar 8,11%,
atau sebesar 101,84%.

d. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2020
Dengan Realisasi Nasional

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator

“Persentase Penduduk Miskin” Tahun 2020 dengan Realisasi

Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Persentase
Penduduk 9,8 8,26 84,29
Miskin

Tabel diatas menunjukkan perbandingan realisasi indikator
kinerja “Persentase Penduduk Miskin” Kabupaten Barru pada tahun
2020 sebesar 8,26 persen, realisasi capaian ini masih lebih tinggi jika
dibandingkan dengan capaian realisasi nasional untuk tahun 2020
sebesar 9,8 persen.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Indikator kinerja “Presentase Penduduk Miskin” diperoleh

dari pelaksanaan 12 Program Prioritas seperti yang dicantumkan

pada tabel berikut ini :
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Berkurangnya
Jumlah Penduduk
Miskin dan
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial (PMKS)

Persentase
Penduduk
Miskin

102,94

Program
Penanggulangan
Kemiskinan
Berbasis
Pemberdayaan
Usaha ekonomi
Mikro dan Kecil

209,706,000.00

203,500,000.00

97.04

Program
Penanggulangan
Kemiskinan
Berbasis Keluarga

82,950,250.00

1,200,000.00

1.45

Program
Penanggulangan
Kemiskinan
Berbasis Keluarga

17,398,000.00

17,377,750.00

99.88

Program
Penanggulangan
Kemiskinan
Berbasis Keluarga

39,843,400.00

39,203,400.00

98.39

Program
Penanggulangan
Kemiskinan
Berbasis Keluarga

218,842,000.00

202,924,500.00

92.73

Program
Pembinaan Anak
Terlantar

67,943,000.00

49,689,000.00

73.13

Program
Penanggulangan
Kemiskinan
Berbasis
Pemberdayaan
Masyarakat

21,228,500.00

13,103,000.00

61.72

Program
Penanggulangan
Kemiskinan
Berbasis
Pemberdayaan
Masyarakat

12,490,000.00

12,430,000.00

99.52

Program
Penanggulangan
Kemiskinan
Berbasis
Pemberdayaan
Masyarakat

127,310,000.00

127,168,994.00

99.89

Program
Penanggulangan
Kemiskinan
Berbasis
Pemberdayaan
Masyarakat

1,417,134,550.00

1,381,605,550.00

97.49

Program
Penanggulangan
Kemiskinan
Berbasis
Pemberdayaan
Masyarakat

45,000,000.00

44,808,000.00

Tabel diatas menjelaskan bahwa seluruh program ditujukan
untuk mencapai indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam

RPJMD Kabupaten Barru Periode Tahun 2016 — 2021 dengan target
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yang sudah ditetapkan. Program-program kemiskinan ini
dilaksanakan dengan optimal dari segi serapan anggaran, sehingga
mampu menurunkan angka kemiskinan dari target tahun 2020,
dimana 11 program ini adalah program yang sifatnya langsung
menyentuh penduduk miskin sebagai kelompok sasaran, sementara
keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Barru
menjadi faktor yang sifatnya tidak langsung dalam menurunkan
angka kemiskinan Kabupaten Barru.
f. Analisis Tentang Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pencapaian kinerja dari indikator “Presentase Penduduk

Miskin” diperoleh dari pelaksanaan 11 Program Prioritas dengan

jumlah anggaran terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Tahun 2020 sebesar Rp. 2,259,845,700,-

Berkurangnya Jumlah Perseniis

Pendudulk Miskin §€8 Penduduk 102,94 92,62 111,14
Penyandang Masalah Miskin

Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa indikator

“Persentase Penduduk Miskin” dengan capaian kinerja sebesar
102,94 persen. Hal ini menunjukkan bahwa program kegiatan yang
ditujukan untuk secara langsung mencapai target kinerja indikator
tersebut sangat efektif, dimana dari alokasi sebesar Rp.
2,259,845,700,- yang diserap sebesar Rp. 2,093,010,194,- atau 92,62
persen dengan tingkat efisiensi sebesar 111,14 persen dan ini berarti
efisien.
g. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/
Penurunan Kinerja
Meskipun telah mencapai target namun ada beberapa
kendala dalam hal penurunan Presentase Penduduk Miskin yakni :
1. Terbatasnya keterampilan dan kemampuan (life skill masyarakat
miskin;
2. Rendahnya akses masyarakat miskin terhadap sumberdaya

ekonomi, sosial dan politik.
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Adapun solusi yang akan dilaksanakan dalam penurunan
Presentase Penduduk Miskin, yakni :
1. Penguatan kapasitas dan kemampuan masyarakat miskin;
2. Kemudahan akses masyarakat miskin terhadap sumberdaya

ekonomi, sosial dan politik;

w

Koordinasi dan sinergitas lintas sektor dittingkatkan.
2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Tertangani
Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target

indikator adalah sebagai berikut :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator
“Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang tertangani”
pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial yang | Persen 70 100 142,85
Tertangani
Realisasi indikator kinerja “Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Tertangani” pada tahun 2020
sebesar 100 persen dari target sebesar 70 persen. Realisasi indikator
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Tertangani
berdasarkan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat
ketercapaiannya telah jauh melampaui target sebesar 142,85%.
b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja
Tahun 2020 Dengan Tahun Lalu (Tahun 2019)
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

indikator “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang
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tertangani” tahun 2019 dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel
berikut :

Penyandang

Masalah

Kesejahteraa Persen 43,69 95,68 70 100
n Sosial yang

Tertangani

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan
realiasi kinerja dari 95,68% tahun 2019 dan realisasi kinerja 100%
tahun 2020 atau terjadi peningkatan sebesar 4,51%.

c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2020
Dengan Target RPJMD 2016-2021

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator
“Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang tertangani”
sampai tahun 2020 dengan target RPJMD 2016-2021 dapat dilihat
pada tabel berikut ini :

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan 100 100 100
Sosial yang

Tertangani

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian
realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 sebesar 100%
dibandingkan dengan target dalam RPJMD sebesar 100%. Hal ini
menunjukkan bahwa target RPJMD 2016-2021 telah tercapai.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Indikator kinerja “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Yang tertangani” diperoleh dari pelaksanaan 7 Program

Prioritas seperti yang dicantumkan pada tabel berikut ini :
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Berkurangnya
Jumlah
Penduduk Miskin

dan Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial (PMKS)

Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial yang
Tertangani

142,85
Persen

Program
Penanggulangan
Kemiskinan
Berbasis
Keluarga

208,879,400.00

181,153,400.00

92,73

Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan
Sosial
Masyarakat

234,796,300.00

311,054,258.00

74,07

Program Bantuan
dan Jaminan
Kesejahteraan
Sosial

282,488,000.00

221,356,815.00

72,57

Program
Pembinaan Anak
dan
LansiaTerlantar

67,943,000.00

62,204,200.00

73,13

Program
Pembinaan Para
Penyandang
Cacat dan
Trauma

43,242,000.00

79,702,500.00

87,42

Program
Pembinaan Eks
Penyandang
Penyakit Sosial
(Eks Narapidana,
PSK, Narkoba
dan Penyakit
Sosial Lainnya

140,211,000.00

241,178,200.00

90,81

Program
Penanggulangan
Darurat Bencana

109,432,500.00

109,007,500.00

99.61

Tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh program ditujukan
untuk mencapai indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam
RPJMD Kabupaten Barru Periode Tahun 2016 — 2021 dengan target
yang sudah ditetapkan.

e. Analisis Tentang Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian kinerja dari indikator

(PMKS)

“Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial Yang Tertangani” diperoleh dari
pelaksanaan 7 Program Prioritas dengan jumlah anggaran terdapat
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp.

1,096,954,800,-
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Berkurangnya
Jumlah Penduduk Penyandang

Miskin dan Masalah

Penyandang Kesejahteraan 142,85 82.56 173,03
Masalah Sosial yang

Kesejahteraan Tertangani

Sosial (PMKS)

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa indikator kinerja
“Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Tertangani”
persentase capaian kinerjanya sebesar 142,85 persen dengan tingkat
efisiensi anggaran sebesar 60,29 persen. Program kegiatan yang
ditujukan untuk secara langsung mencapai target kinerja indikator
tersebut terdapat efisiensi anggaran dimana dari alokasi sebesar Rp.
1,096,954,800,- yang diserap sebesar Rp. 905,645,266,- atau
terdapat tingkat efisiensi sebesar 173,03 perse dan ini berarti efisien.
f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/

Penurunan Kinerja

Meskipun melampaui indikator target, terdapat beberapa kendala
dalam hal penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Yang tertangani yakni :

1. Belum optimalnya dan akuratnya pendataan PMKS;

2. Belum tersedianya kriteria PMKS yang akan mendapatkan
bantuan sosial;

3. Masih kurang optimalnya peran masyarakat dan swasta dalam
penanganan PMKS.

Adapun solusi yang akan dilaksanakan dalam penurunan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang tertangani,
yakni :

1. Optimalisasi ketersediaan data PMKS yang akurat

2. Penyediaan SOP dan penentuan kriteria PMKS yang akan
mendapatkan bantuan

3. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial
masyarakat

4. Peningkatan dan pemertaan kesejahteraan masyarakat melalui
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upaya pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan

dan jaminan sosial.
Misi 3 : Menciptakan lingkungan yang kondusif
Tujuan : Mewujudkan rasa aman dan ketentraman di lingkungan
masyarakat
Sasaran 1: Meningkatnya kesadaran, ketertiban, disiplin dan
perlindungan masyarakat.

Indikator sasaran untuk sasaran Meningkatnya Kesadaran,

Ketertiban, Disiplin dan Perlindungan Masyarakat adalah Proporsi
Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan Dalam 12

Bulan Terakhir dengan formula yang digunakan untuk menghitung

capaian target indikator adalah sebagai berikut :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator
“Proporsi Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan
Dalam 12 Bulan Terakhir” pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel
berikut :

Proporsi Penduduk Yang
Menjadi Korban Kejahatan
Kekerasan Dalam 12 Bulan
Terakhir

persen 0 0,004 NA

Realisasi indikator kinerja Proporsi Penduduk Yang Menjadi
Korban Kejahatan Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir pada tahun
2020 sebesar 0,004 persen dari target sebesar O persen. Realisasi
indikator Proporsi Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan
Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir berdasarkan data tersebut di

atas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaiannya masih baik.
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b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Tahun 2020 Dengan Tahun Lalu (Tahun 2019)
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
indikator “Proporsi Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan
Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir” tahun 2019 dengan tahun

2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Proporsi
Penduduk Yang
Menjadi Korban
Kejahatan
Kekerasan Dalam
12 Bulan Terakhir

Persen 0 0,10 0 0,004

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan
realiasi kinerja dari 0,10 persen tahun 2019 dengan realisasi kinerja
0,004 persen tahun 2020 atau terjadi peningkatan sebesar 0,096
persen.

c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2020
Dengan Target RPJMD 2016-2021

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator
“Proporsi Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan
Dalam 12 Bulan Terakhir” sampai tahun 2020 dengan target RPJMD
2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Proporsi Penduduk

Yang Menjadi Korban

Kejahatan Kekerasan 0 0,004 NA
Dalam 12 Bulan

Terakhir

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa
pencapaian realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 hanya
sebesar 0,004 persen dibandingkan dengan target dalam RPJMD

sebesar O persen. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja
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“Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan
dalam 12 Bulan Terakhir masih rentang adanya tindakan kejahatan
yang mengganggu stabilitas keamanan masyarakat.
d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Penyataan Kinerja
Indikator kinerja “Proporsi Penduduk Yang Menjadi Korban
Kejahatan Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir” diperoleh dari

pelaksanaan 2 Program Prioritas seperti yang dicantumkan pada

tabel berikut ini :

Proporsi
. Penduduk
Meningkatnya p_—
Yang Menjadi Program
Kesadaran, z
Ketertiban Korban 0.004 Peningkatan
s a1 ’ Kejahatan : keamanan dan 208,658,000.00 208,562,000.00 99.95
Disiplin dan Persen
- Kekerasan kenyamanan
Perlindungan .
Dalam 12 lingkungan
Masyarakat
Bulan
Terakhir
Program
Pemberdayaan
Mas /o 41,932,500.00 41,915,000.00 99.96
untuk menjaga
ketertiban dan
keamanan
Jumlah Anggaran 250,590,500.00 250,477,000.00 99.95

Seluruh program diatas ditujukan untuk mencapai indikator
kinerja sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Barru
Periode Tahun 2016 — 2021 dengan target yang sudah ditetapkan.

e. Analisis Tentang Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian kinerja dari indikator “Proporsi Penduduk Yang
Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir”

diperoleh dari pelaksanaan 2 Program Prioritas dengan jumlah

anggaran terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun

2020 sebesar Rp. 250,590,500,-

Meningkatnya Proporsi Penduduk
Kesadaran, Ketertiban, Yang Menjadi Korban
Disiplin dan Kejahatan Kekerasan NA 99.95 NA
Perlindungan Dalam 12 Bulan
Masyarakat Terakhir
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Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa Proporsi Penduduk

Yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir

prosentase capaian kinerjanya baik. Program kegiatan yang

ditujukan untuk secara langsung mencapai target kinerja indikator
tersebut terdapat efisiensi anggaran dimana dari alokasi sebesar Rp.

250,590,500,- yang diserap sebesar Rp. 250,477,000,- atau sebesar

99,95 persen yang berarti masih efisien dalam penggunaan sumber

daya.

f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/
Penurunan Kinerja
Ada beberapa kendala mengapa Proporsi Penduduk Yang Menjadi

Korban Kejahatan Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir mengalami

perlambatan yakni :

1. Masih seringnya terjadi gangguan keamanan dan ketertiban
masyarakat,

2. Upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan,
pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
kurang bersinergi dengan stakeholder lain,

3. Upaya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban,
termasuk  pelibatannya dalam = pemberantasan  penyakit
masyarakat (pekat) dan menjaga keamanan belum memadai,

4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi
peraturan,

Adapun solusi yang akan dilaksanakan dalam peningkatan
Proporsi Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan
Dalam 12 Bulan Terakhir, yakni :

1. Peningkatan peran dan tanggungjawab masyarakat untuk
melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya dan sebagai saksi;
Peningkatan penanganan laporan tindak kriminal;

Peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan keamanan

dan ketertiban mengaktifkan kamtibmas.
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Misi 3 : Menciptakan lingkungan yang kondusif
Tujuan : Mewujudkan rasa aman dan ketentraman di lingkungan
masyarakat
Sasaran 2: Meningkatnya penanganan dan Pengurangan resiko
bencana

Sasaran meningkatkannya penanganan dan pengurangan
resiko bencana diukur melalui 3 (tiga) Indikator sasaran yaitu :
1. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Cakupan
Pelayanan Persen 80 100 125,00
Bencana

Cakupan Pelayanan Kebakaran di Kabupaten Barru pada
tahun 2020 jika dibandingkan antara target sebesar 80% wilayah
cakupan pelayanan bencana kebakaran dengan capaian pada
tahun 2020 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan
pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Barru melebihi target
yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 125,00%.
Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Barru
dalam menangani “Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
Kabupaten / Kota” yaitu dengan melakukan mapping area
berdasarkan wilayah yang merupakan salah satu faktor penentu
dalam pencapaian kinerja. Penambahan dan peningkatan kualitas
sarana dan prasarana juga menjadi hal yang paling mendukung
dalam pencapaian kinerja, disamping itu pelibatan Pemerintah
Desa untuk melakukan pengadaan sarana pemadam menjadi
penunjang luasan wilayah cakupan penanganan kebakaran.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja
Tahun 2020 Dengan Tahun Lalu (tahun 2019)
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

indikator “Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/
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Kota” tahun 2019 dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel
berikut :

Cakupan
Pelayanan
Bencana
Kebakaran
Kabupaten/
Kota

Persen 70 90,59 80 100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan
realiasi kinerja 90,59% tahun 2019 dengan realisasi kinerja 100%
tahun 2020 atau terjadi peningkatan sebesar 0,05%. Jika melihat
dari realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk “Cakupan Pelayanan
Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota di Kabupaten Barru tahun
2019 ke tahun 2020 cenderung meningkat. Hal ini menjadi
pencapaian yang perlu untuk dipertahankan meskipun dari waktu
tempuh layanan masih relatif lama.

c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2020
Dengan Target RPJMD 2016-2021

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator
“Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/ Kota” sampai
tahun 2020 dengan target RPJMD 2016-2021 dapat dilihat pada

tabel berikut ini :

Cakupan Pelayanan
Bencana Kebakaran 90 100 111,11
Kabupaten/ Kota

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa
perbandingan pencapaian realisasi kinerja pada dokumen strategis
organisasi sampai dengan tahun 2020 sebesar 100% dibandingkan
dengan target dalam RPJMD sebesar 90%, atau sebesar 111,11%. Hal

ini menunjukkan bahwa “Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
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Kabupaten/Kota” di Kabupaten Barru telah melampaui target yang

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan adalah :

1. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya dalam
mempertahankan capaian yakni dengan penambahan mobil
pemadan dan tangki air serta pembangunan fasilitas penunjang
pemadam kebakaran

2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan
Kebakaran. Kegiatan ini memfokuskan ke Pelatihan untuk
Aparatur Damkar mengenai teknis Pertolongan dan Pencegahan
Kebakaran, hal ini diharapkan dapat dimaksimalkan dengan
memberikan edukasi ke masyarakat sehingga masyarakat dapat
lebih dini melakukan pencegahan dan pertolongan.

3. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran
Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dalam rangka
memberikan  pengetahuan  kepada  masyakarat tentang
pencegahan kebakaran dan dilakukan disemua wilayah cakupan.
Kegiatan ini biasanya dilakukan di musim kemarau yang memang
rentan terjadi kebakaran.

e. Analisis Tentang Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam hal besaran anggaran Pemerintah Kabupaten Barru
menerapkan skema pembiayaan mulai dari tingkat Kabupaten
sampai dengan tingkat Desa, pemanfaatan Dana Desa dan ADD
menjadi salah satu faktor penentu dalam penggunaan sumberdaya.

Selanjutnya sarana dan prasarana juga merupakan hal yang paling

penting dalam pencapaian realisasi kinerja, optimalisasi dan

pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan bentuk efisiensi
penggunaan sumberdaya. Kualitas dan kuantitas Sumbedaya

Manusia tidak kalah pentingnya dalam pencapaian realisasi kinerja,
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perekrutan pelibatan masyarakat melalui konsep pemberdayaan

menjadi hal yang sanagt menunjang.
f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/
Penurunan Kinerja
Dari pencapaian realisasi kinerja 100 persen di tahun 2020,
hal ini menjadi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Barru dalam
menjamin masyarakatnya terlayani penanganan kebakaran. Faktor
yang paling menentukan keberhasilan adalah komitmen bersama
seluruh stakeholder sehingga hal ini bisa dicapai. Hal yang perlu
dilakukan lenih lanjut adalah bagaimna upaya mempertahankan
capaian layanan tersebut.
2. Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial
Selama Masa Tanggap Darurat
Adapun formula yang digunakan untuk menghitung capaian

target indikator adalah sebagai berikut :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator
“Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama
Masa Tanggap Darurat” pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel
berikut :

Persentase Korban

Bencana Yang Menerima
Bantuan Sosial Selama
Masa Tanggap Darurat

Persen 100 100 100

Dari perhitungan di atas diperoleh realisasi indikator kinerja
Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama

Masa Tanggap Darurat pada tahun 2020 sebesar 100% dari target
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sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%.
b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja
Tahun 2020 Dengan Tahun Lalu (Tahun 2020)
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

indikator “Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan

Sosial Selama Masa Tanggap Darurat” tahun 2019 dengan tahun

2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Persentase
Korban Bencana
Yang Menerima
Bantuan Sosial
Selama Masa
Tanggap Darurat

Persen 100 100 100 100

Kondisi ini menggambarkan tidak terjadinya perubahan
realiasi kinerja dari 100% tahun 2019 dan realisasi kinerja 100%
tahun 2020.

c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2019
Dengan Target RPJMD 2016-2021

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator
“Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama
Masa Tanggap Darurat” sampai tahun 2019 dengan target RPJMD
2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Persentase
Korban Bencana
Yang Menerima
Bantuan Sosial
Selama Masa
Tanggap Darurat

100 100 100

Dari tabel diatas dapat dilihat jika dibandingkan dengan
target sebesar 100% pada tahun 2021 sebagai tahun terakhir RPJMD

maka capaiannya adalah sebesar 100%.
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d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian penyataan kinerja

Indikator kinerja “Persentase Korban Bencana Yang

Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat” diperoleh

dari pelaksanaan 2 Program Prioritas seperti yang dicantumkan pada

tabel berikut ini :

Persentase Program
Korban Penan langan
sguiang 109,432,500.00 | 109,007,500.00 | 99.61
. Bencana Darurat
Meningkatnya
Yang Bencana
Penanganan .
Menerima
dan 100
Bantuan
Pengurangan Sosial persen Program
Resiko Penanganan
Selama g 248,594,000.00 182,837,100.00 73.55
Bencana Darurat
Masa
Bencana
Tanggap
Darurat

Seluruh program diatas ditujukan untuk mencapai indikator

kinerja sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Barru

Periode Tahun 2016 — 2021 dengan target yang sudah ditetapkan.

e. Analisis Tentang Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pencapaian kinerja dari indikator “Persentase Korban Bencana

Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat”

diperoleh dari pelaksanaan 2 Program Prioritas dengan jumlah

anggaran terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun

2020 sebesar Rp. 358,026,500,-

Persentase Korban

Meningkatnya Bencana Yang

Penanganan dan Menerima

Pengurangan Resiko Bantuan Sosial 100 100 100
Bencana Selama Masa

Tanggap Darurat

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa indikator kinerja
“Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama
Masa Tanggap Darurat” persentase capaian kinerjanya sebesar 100

persen dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 100 persen.
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f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/
Penurunan Kinerja

Ada beberapa kendala dalam penurunan “Persentase Korban
Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap
Darurat” yakni :

1) Masih seringnya terjadi gangguan keamanan dan ketertiban
masyarakat,

2) Upaya peningkatan pemberian bantuan social kepada korban
bencana masih kurang bersinergi dengan stakeholder lain,

3) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi
peraturan,

Adapun solusi yang akan dilaksanakan dalam “Persentase
Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa
Tanggap Darurat” , yakni :

1) Peningkatan peran dan tanggungjawab masyarakat untuk
melaporkan kejadian bencana;

2) Peningkatan penanganan bantuan sosial;

3) Peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan pemberian
bantuan social kepada korban bencana selama masa tanggap
darurat.

3. Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan
Menggunakan Sarana Dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

a Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Persentase Korban
Bencana Yang Dievakuasi
Dengan Menggunakan
Sarana Prasarana

Persen 100 100 100

Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan
Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap di
Kabupaten Barru mencapai target kinerja 100 persen, yakni dari

semua korban bencana telah dilakukan evakuasi secara standar
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menggunakan sarana yang lengkap, meskipun pemerintah
Kabupaten Barru memiliki keterbatasan sarana, namun koordinasi
dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sehingga
pelayanan evakuasi korban bencana dapat dilakukan sesuai
standar.
b Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Tahun 2020 Dengan Tahun Lalu (Tahun 2019)
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

indikator “Persentase Korban Bencana yang dievakuasi dengan

menggunakan sarana Prasarana tanggap darurat lengkap” tahun

2019 dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Persentase
Korban
Bencana Yang
Dievakuasi
Dengan
Menggunakan Persen 100 100 100 100
Sarana
Prasarana
Tanggap
Darurat
Lengkap

Jika melihat realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun
sebelumnya, untuk Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan
Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap, di tahun
2019 s.d 2020 terus mengalami peningkatan, hal ini merupakan
komitmen Pemerintah Kabupaten Barru dalam melakukan pelayanan
terbaik bagi masyarakatnya.
¢ Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2020

Dengan Target RPJMD 2016-2021

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator

“Persentase Korban Bencana yang dievakuasi dengan menggunakan

sarana Prasarana tanggap darurat lengkap” sampai tahun 2020
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dengan target RPJMD 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut

ini:

Persentase
Korban Bencana
yang Dievakuasi
dengan
Menggunakan
Sarana
Prasarana
Tanggap
Darurat
Lengkap

100 100 100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Perbandingan realisasi
kinerja pada dokumen strategis organisasi sampai dengan tahun
2020 telah menunjukkan pencapaian 100 % dan telah memenuhi
target jangka menengah sebesar 100 %.

d Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang telah dilakukan adalah : Operasional Pusat
Pengendali Operasi BPBD Kab. Barru. Kegiatan ini merupakan
kegiatan yang output kegiatannya merupakan satuan unit crisis
centre yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai dari segi
tanggap darurat lengkap. Pemerintah Kabupaten Barru telah
memiliki Unit Crisis centre secara terpadu sehingga pelayanan
kedaruratan terkait bencana dapat dilakukan secara optimal.

e Analisis Tentang Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Persentase capaian kinerja Korban Bencana yang dievakuasi
dengan menggunakan sarana Prasarana tanggap darurat lengkap di
Kabupaten Barru pada tahun 2020 sebesar 100%. Hal ini
menunjukkan bahwa untuk memenuhi pelayanan Korban Bencana
yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap
darurat lengkap dan sesuai standar serta memiliki kualitas dan

kuantitas. Dalam hal besaran Anggaran Pemerintah Kabupaten
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Barru menerapkan skema pembiayaan prioritas untuk sarana
yang paling dasar mulai tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat
Desa. mampu melakukan efisiensi penggunaan sumber daya dari
target anggaran yang telah direncanakan. Kualitas dan kuantitas
sumber daya manusia juga menjadi faktor penentu dalam
pencapaian realisasi kinerja.
f Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/
Penurunan Kinerja

Dari pencapaian realisasi sampai dengan 100 %, hal ini
menjadi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Barru dalam menjamin
masyarakatnya terlayani evakuasi menggunakan sarana dan
prasarana darurat yang sesuai standar , faktor yang paling
menentukan keberhasilan adalah sinergitas dan kerjasama semua
stakeholder.
Misi 4 : Mengembangkan Interkoneksitas Sinergis Antar Wilayah di

Tingkat Nasional, Regional dan Internasional.

Tujuan : Meningkatnya Daya Saing Daerah.
Sasaran 1: Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur
1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Proporsi Panjang
Jaringan Persen 0,72 0,82
Jalan dalam kondisi Baik

113,89
%

Dari tabel diatas, “Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam
kondisi Baik” di Kabupaten Barru pada tahun 2020 jika
dibandingkan antara target sebesar 0,72% dengan realisasi
“Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi Baik” sebesar
0,82%. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Barru telah
memenuhi pencapaian target yan direncanakan meskipun tidak

mencapai nilai maksimal, untuk nilai yang telah dicapai telah
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memperlihatkan kinerja yang baik untuk jalan dalam kondisi baik
dengan capaian kinerja 113,89%.
b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja
Tahun 2020 Dengan Tahun Lalu (Tahun 2019)
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
indikator “Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik”

tahun 2019 dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Proporsi

Panjang

Jaringan Persen 0,69 0,64 0,72 0,82
Jalan dalam
kondisi Baik

Jika melihat tabel diatas indikator kinerja “Proporsi Panjang
Jaringan Jalan dalam kondisi Baik” memperlihatkan realisasi kinerja
sebesar 0,82 persen, hal ini mengalami peningkatan realisasi dari
tahun sebelumnya (2019) sebesar 0,64 persen terlihat adanya
peningkatan realisasi dari tahun sebelumnya. Hal ini juga
menunjukkan adanya peningkatan kinerja untuk sektor jalan di
Kabupaten Barru
c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2020

Dengan Target RPJMD 2016-2021

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator
“Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi Baik” sampai tahun
2020 dengan target RPJMD 2016-2021 dapat dilihat pada tabel

berikut ini :

Proporsi

Panjang

Jaringan 0,72 0,82 113,88
Jalan dalam
kondisi Baik
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Dari tabel diatas terlihat bahwa indicator kinerja “Proporsi
Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi Baik” memperlihatkan
reliasasi kinerja pada tahun 2020 sebesar 0,82 persen jika
dibandingkan dengan target pada perencanaan strategis sebesar
0,72 persen dengan tingkat capaian kinerja 113,88 persen. Hal ini
menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Barru terlihat telah
mencapai target perencanaan strategis, ini membuktikan bahwa
strategi perbaikan jalan berbasis database serta peningkatan
pengawasan pekerjaan dan pengawasan pemanfaatan jalan yang
sangat efektif.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan adalah :

1. Perencanaan pembangunan Jalan
Perencanaan pembangunan jalan merupakan hal paling dasar
dalam menentukan rencana panjang jalan yang akan dibangun,
hal ini harus sesuai dengan has il survey lapangan yang
kemudian dianalisis secara teknis untuk dilakukan prioritisasi
penganggaran.

2. Survey Kontur jalan
Kegiatan ini penting dilakukan dalam rangka menentukan
spesifikasi teknis dan metode serta jenis pembangunan jalan yang
akan dilakukan, sehingga kualitas jalan dapat yang akan
dibangun dapat bertahan sampai kurun waktu tertentu.

3. Pembangunan Jalan
Kegiatan ini adalah kegiatan fisik yang dilakukan setelah
perencanaan dan survey, sisi teknis pelaksanaan kegiatan dan
pengawasan teknis sangat menentukan kualitas pekerjaan jalan,
pembangunan jalan sendiri terdiri dari beberapa kategori, yakni,

Perintisan Jalan, Peningkatan jalan dan pemeliharaan jalan
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e. Analisis Tentang Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian realisasi indikator kinerja
“Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi Baik”, sumberdaya
yang mendukung adalah besaran anggran, sarana dan prasarana
serta SDM. Dalam hal besaran anggaran Pemerintah Kabupaten
Barru menerapkan skema pembiayaan berdasarkan hasil survey
jalan yang kemudian dianalisis secara teknis untuk menentukan
prioritas penganggaran, hal ini juga merupakan upaya dalam
melakukan efisiensi penganggaran sehinggan jalan dalam kondisi
baik dapat dipertahankan.
f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/

Penurunan Kinerja

Realisasi indikator kinerja “Proporsi Panjang Jaringan Jalan
dalam kondisi Baik” secara numeric memperlihatkan angka yang
sangat baik dalam pencapaian target, hal ini didukung oleh kinerja
yang menunjukkan peningkatan. Disamping itu peningkatan kinerja
dipengaruhi oleh meningkatnya pengawasan pembangunan jalan
sehingga proporsi jalan dalam kondisi baik dapat dipertahankan.
2. Rasio Jaringan Irigasi

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Rasio Jaringan Irigasi | Persen 19,50 50,41 258,51

Realisasi indikator kinerja “Rasio Jaringan Irigasi” di
Kabupaten Barru pada tahun 2020 sebesar 50,41 persen dari
19,50 persen yang ditargetkan. Hal ini berarti indikator “Rasio
Jaringan Irigasi” Kabupaten Barru menunjukkan peningkatan
kinerja baik untuk sektor irigasi dengan tingkat capaian kinerja

sebesar 258,51 persen.
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b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Tahun 2020 Dengan Tahun Lalu (Tahun 2019)

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

indikator “Rasio Jaringan Irigasi” tahun 2019 dengan tahun 2020

dapat dilihat pada tabel berikut :

Rasio Jaringan
Irigasi

Persen 19,15 27,73 19,50 50,41

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa realisasi kinerja dan
capaian kinerja indikator “Rasio Jaringan Irigasi” Kabupaten Barru
pada tahun 2020 sebesar 50,41 persen meningkat dibandingkan
dengan capaian realisasi tahun 2019 sebesar 27,73 persen. Hal ini
menunjukkan adanya peningkatan kinerja untuk sector irigasi di
Kabupaten Barru
c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2019

Dengan Target RPJMD 2016-2021

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator
“Rasio Jaringan Irigasi” sampai tahun 2020 dengan target RPJMD
2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rasio

Jaringan Persen 19,50 50,41 258,51
Irigasi

Dari tabel diatas menunjukkan realisasi indikator “Rasio
Jaringan Irigasi” di Kabupaten Barru pada tahun 2020 sebesar
50,41 persen jika dibandingkan target jangka menengah dokumen
perencanaan strategis organisasi sebesar 19,50 persen dengan
tingkat capaian kinerja sebesar 258,51 persen. Hal ini
menunjukkan bahwa indikator kinerja “Rasio Jaringan Irigasi” di
Kabupaten Barru telah tercapai dan bahkan sudah melampaui

target perencanaan pada RPJMD 2016-2021.
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d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Penyataan Kinerja
1. Pembangunan/Peningkatan Saluran dan bendung
Kegiatan ini adalah kegiatan fisik yang dilakukan untuk
melakukan pembangunan jaringan irigasi serta peningkatan
jaringan irigasi seperti jaringan irigasi tersier ke sekunder dan
dari sekunder menjadi primer.
2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan irigasi
Kegiatan ini merupakan kegiatan fisik untuk melakukan
rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan berdasakan hasil survey
dan indetifikasi teknis.
3. Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Pemakai air
Kegiatan ini mengarah ke pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
untuk Kelompok Tani Pemakai air, hal inilah yang menjadi pilar
terdepan dalam menjaga dan memelihara jaringan irigasi
sehingga dapat meningkat tajam dan terpelihara.
e. Analisis Tentang Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dalam rangka pencapaian realisasi kinerja, sumberdaya
yang mendukung adalah besaran anggaran serta pelibatan
masyarakat. Dalam hal besaran anggaran Pemerintah Kabupaten
Barru menerapkan skema pembiayaan berdasarkan hasil survey
yang kemudian dianalisis secara teknis untuk menentukan prioritas
penganggaran, hal ini merupakan upaya dalam melakukan efisiensi
penganggaran. Dalam hal efisiensi SDM dilakukan dengan pelibatan
masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi.
f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/
Penurunan Kinerja
Realisasi Kinerja rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik sangat
mengalami keberhasilan dan peningkatan kinerja dalam pencapaian
target, hal ini karena besarnya dukungan dari masyarakat yang
tergabung dalam Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)

dalam menjaga dan mempertahankan jaringan irigasi.
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3. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Persentase Penduduk
Berakses Air Minum

Persen 100 96,63 96,63

Realisasi kinerja untuk indikator “Persentase Penduduk
Berakses Air Minum” di Kabupaten Barru pada tahun 2020 sebesar
96,63 persen jika dibandingkan antara target sebesar 100 persen
dengan tingkat capaian indikator “Persentase Penduduk Berakses
Air Minum” sebesar 96,63 persen. Hal ini menunjukkan
Pemerintah Kabupaten Barru belum mencapai target yang
ditetapkan. Tetapi pada prinsipnya penduduk Kabupaten Barru
telah berakses air minum, namun berdasarkan SDGs angka 88
persen diambil dari definisi akses air minum untuk akses layak
dasar dan akses layak terbatas sementara sisanya masuk dalam
kategori akses tidak layak.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Tahun 2020 Dengan Tahun Lalu (Tahun 2019)

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

indikator “Persentase Penduduk Berakses Air Minum” tahun 2019

dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Persentase
Penduduk

Berakses Air Persen | 90,14 87,36 100 96,63

Minum

Dari tabel diatas, pada tahun 2020 memperlihatkan realisasi
kinerja sebesar 96,63 persen jika dibandingkan dengan realisasi
kinerja dan capaian kinerja tahun sebelumnya “Persentase

Penduduk Berakses Air Minum” Kabupaten Barru Tahun 2019

114




sebesar 87,36 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan
capaian sebesar 10,61 persen.
c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2019
Dengan Target RPJMD 2016-2021
Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator
“Persentase Penduduk Berakses Air Minum” sampai tahun 2020
dengan target RPJMD 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut

ini:

Persentase
Penduduk
Berakses Air
Minum

Persen 100 96,63 96,63

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja
indikator “Persentase Penduduk Berakses Air Minum” di Kabupaten
Barru pada tahun 2020 sebesar 96,63 persen jika dibandingkan
target jangka menengah dokumen perencanaan strategis
organisasi sebesar 100 persen dengan tingkat capaian kinerja
sebesar 96,63 persen. Persentase penduduk berakses air minum
tahun 2019 sebesar 87,36 %. Hal ini terlihat bahwa indikator
“Persentase Penduduk Berakses Air Minum” di Kabupaten Barru
telah mendekati target akhir dari perencanaan jangka menengah,
karena berdasarkan target universal akses pencapaian Sektor Air
Minum harus 100 persen termasuk akses aman 15 persen.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk
menunjang keberhasilan indikator “Persentase Penduduk Berakses
Air Minum” di Kabupaten Barru yaitu Pembangunan Sarana dan
Prasarana Air Minum. Kegiatan ini merupakan kegiatan fisik untuk

mendukung pencapaian akses layak dasar. Kegiatan yang dilakukan
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berupa pembangunan intake, optimaliasi intake, pemasangan pipa
jaringan distribusi dan penyambungan SR.
e. Analisis Tentang Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian realisasi kinerja, sumberdaya yang
mendukung adalah besaran anggaran, komitmen Pemerintah dan
dukungan pihak swasta. Dalam hal besaran anggaran, Pemerintah
Kabupaten Barru berupaya mengalokasikan anggara melalui
pengalokasian prioritas utama di APBD serta pengusulan
pembiayaan APBD Provinsi dan APBN, disamping itu kerjasama
dengan pihak swasta dan Baznas Kabupaten Barru menjadi penentu
dalam melakukan efisiensi sumberdaya dalam pencapaian tujuan.
Komitmen dan kerjasama semua pihak serta optimalisasi kerja Pokja
PPAS Kabupaten Barru juga menjadi hal penting dalam efesiensi
sumberdaya.
f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/

Penurunan Kinerja

Realisasi Kinerja penduduk berakses air minum telah
mendekati target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan oleh beberapa
hal seperti aspek teknis yang selama ini belum optimal, namun telah
berjalan dengan baik, demikian pula dengan akses air yang telah
merata. di semua Desa/Kelurahan serta tingkat kesadaran
masyarakat dalam mengakses air minum yang layak lebih
meningkat
4. Persentase Penduduk Berakses Sanitasi
a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator

pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Persentase Penduduk
Berakses sanitasi

Persen 100 100 100
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Dari tabel diatas menunjukkan realisasi indikator “Persentase
Penduduk Berakses Sanitasi” di Kabupaten Barru pada tahun 2020
sebesar 100 persen jika dibandingkan antara target sebesar 100
persen dengan realisasi tingkat capaian kinerja indikator
“Persentase Penduduk Berakses Sanitasi” pada tahun 2020 sebesar
100 persen. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Barru
telah mencapai target yang ditetapkan. Namun berdasarkan
definisi akses sanitasi, nilai 100 persen Kabupaten Barru terdiri
dari sanitasi belum layak sebesar 19,84 persen, sanitasi layak
bersama dan sanitasi layak sendiri sebesar 79,53 persen. Definisi
target 90 persen RPJMN 2020-2024 adalah 90 persen sanitasi
layak sendiri termasu 15 persen sanitasi aman.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Tahun 2020 Dengan Tahun Lalu (Tahun 2019)

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
indikator tahun 2020 dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel
berikut :

Persentase

Penduduk
Berakses
Sanitasi

Persen 100 97,51 100 100

Jika dibandingkan realisasi kinerja dan capaian kinerja
tahun sebelumnya pada indikator “Persentase Penduduk Berakses
Sanitasi” Kabupaten Barru Tahun 2019 sebesar 97,51 persen
menunjukkan adanya peningkatan realisasi pada Tahun 2020
sebesar 100 persen. Peningkatan capain ini adalah hasil sinergitas
antara Pemerintah Kabupaten Barru bersama dengan stakeholder
dalam memberikan pelayanan terkait akses sanitasi yang baik

kepada masyarakat.
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c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2019
Dengan Target RPJMD 2016-2021
Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator
“Persentase Penduduk Berakses Sanitasi” sampai tahun 2020
dengan target RPJMD 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut

ini:

Persentase
Penduduk
Berakses

Persen 100 100 100

Sanitasi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator “Persentase
Penduduk Berakses Sanitasi” di Kabupaten Barru pada tahun 2020
sebesar 100 persen jika dibandingkan dengan target jangka
menengah dokumen perencanaan strategis organisasi sebesar 100
persen. Hal ini menunjukkan bahwa “Persentase Penduduk
Berakses Sanitasi di Kabupaten Barru telah mencapai target
perencanaan startegis. Namun untuk kategori berdasarkan
defenisinya Kabupaten Barru masih di angka 79,53 persen untuk
sanitasi layak bersama dan sanitasi layak sendiri.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Penyataan Kinerja

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk
menunjang keberhasilan indikator “Persentase Penduduk Berakses
Sanitasi” di Kabupaten Barru yaitu Pembangunan Sarana dan
Prasarana Air Limbah. Kegiatan ini merupakan kegiatan fisik untuk
mendukung pencapaian akses layak sendiri, adapun kegiatan yang
dilakukan berupa pembangunan Sarana Air Limbah baik komunal
maupun setempat.

e. Analisis Tentang Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dalam rangka pencapaian realisasi kinerja, sumberdaya

yang mendukung adalah besaran anggaran, komitmen pemerintah
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dan dukungan pihak swasta. Dalam hal besaran anggaran,
Pemerintah Kabupaten Barru berupaya mengalokasikan anggaran
melalui pengalokasian prioritas utama di APBD serta pengusulan
pembiayaan APBD provinsi dan APBN, disamping itu kerjasama
dengan pihak swasta dan BAZNAS Kabupaten Barru menjadi
penentu dalam melakukan efesiensi sumberdaya Dalam pencapaian
tujuan. Komitmen dan kerjasama semua pihak serta optimalisasi
kerja Pokja AMPL Kabupaten Barru juga menjadi hal penting dalam
efeisensi sumberdaya.
f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/

Penurunan Kinerja

Realisasi Kinerja penduduk berakses sanitasi masih jauh dari
target yang ditetapkan berdasarkan defenisi RPJMN Tahun 2020-
2024, hal ini disebabkan masih kurangnya pengetahuan masyarakat
tentang sanitasi air limbah yang layak, disamping itu kesadaran
masyarakat untuk membangun sarana yang layak dan aman masih
kurang, disamping itu pengelolaan lumpur tinja masih belum
optimal. Sementara untuk mencapai akses aman Kabupaten Barru
harus melakukan optimalisasi pengelolaan lumpur tinja dengan
memanfaatkan IPLT dan sarana penyedotan.
5. Rasio Rumah Layak Huni
a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun

2020

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator

pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Rasio Rumah Layak
Huni

Persen 0,29 0,95 327,59

Dari tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja indikator
“Persentase Rasio Rumah Layak Huni” di Kabupaten Barru pada

tahun 2020 sebesar 0,95 persen jika dibandingkan dengan target

119




sebesar 0,29 persen. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten
Barru mencapai target yang ditetapkan dengan tingkat capaian
kinerja 327,59 persen.
b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Tahun 2020 Dengan Tahun Lalu (Tahun 2019)

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
indikator tahun 2020 dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel
berikut :

Rasio Rumah

Layak Huni Persen 0,28 0,25 0,29 0,95

Jika melihat tabel diatas, realisasi kinerja dan capaian
kinerja tahun sebelumnya untuk indikator “Rasio Rumah Layak
Huni” Kabupaten Barru Tahun 2019 sebesar 0,25 persen
menunjukkan peningkatan realisasi kinerja yang sangat baik pada
Tahun 2020 sebesar 0,95 persen dengan tingkat peningkatan
capaian sebesar 280 persen. Peningkatan capain ini adalah
komitmen Pemerintah Kabupaten Barru dalam memberikan
pelayanan dan kenyamanan akan rumah layak huni yang baik
kepada masyarakat.

c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2019
Dengan Target RPJMD 2016-2021

Perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator “Rumah
Layak Huni” sampai tahun 2020 dengan target RPJMD 2016-2021
dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rasio Rumah

Layak Huni Persen 0,29 0,95 327,58

Sesuai dengan tabel diatas terlihat bahwa Indikator “Rasio
Rumah Layak Huni” di Kabupaten Barru pada tahun 2020 jika
dibandingkan target jangka menengah dokumen perencanaan
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strategis organisasi sebesar 0,29 persen dengan realisasi capaian
indikator “Rasio Rumah Layak Huni” sebesar 0,95 persen. Hal ini
menunjukkan bahwa indikator ”Rasio Rumah Layak Huni di
Kabupaten Barru telah mencapai target dan bahkan melampaui
target perencanaan startegis.
d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam menunjang keberhasilan perncapaian indikator *
Rasio Rumah Layak Huni” di Kabupaten Barru, kegiatan-kegiatan
yang telah dilakukan adalah Rehabilitasi Rumah Masyarakat
Kurang Mampu (bedah rumah) Kegiatan ini merupakan kegiatan
fisik yang diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu dan
berpenghasilan rendah dengan memberikan bantuan dalam bentuk
stimulant. Pembiayaan kegiatan ini berasal dari dana hibah APBN
kegiatan BSPS berupa bantuan langsung bedah rumah, dimana
dukungan DAU dibutuhkan untuk biaya operasional.
e. Analisis Tentang Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian realisasi kinerja, sumberdaya yang
mendukung adalah besaran anggaran, komitmen pemerintah dan
dukungan pihak swasta. Dalam hal besaran anggaran, Pemerintah
Kabupaten Barru berupaya mengalokasikan anggaran melalui
pengalokasian di APBD serta pengusulan pembiayaan APBD provinsi
dan APBN, disamping itu kerjasama dengan pihak swasta dengan
pemerintah kabupaten barru menjadi salah satu pilihan dalam
melakukan efesiensi semberdaya dan pencapaian tujuan.
f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/

Penurunan Kinerja

Realisasi kinerja untuk “Rasio Rumah Layak Huni” telah
tercapai, hal ini disebabkan disamping kinerja, juga didukung oleh
kesadaran masyarakat akan penting rumah layak huni, hal ini juga

seiring dengan meningkaynya capaian akses air minum dan sanitasi
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yang memberikan dukungan terhadap pencapaian indicator rumah
layak huni.
Misi 4 : Mengembangkan interkoneksitas sinergis antar wilayah di
tingkat nasional, regional dan internasional.
Tujuan : Meningkatnya daya saing daerah.
Sasaran 2: Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup secara terpadu.
Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan
hidup secara terpadu capaian kinerjanya diukur melalui indicator
kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Formula yang digunakan

untuk menghitung capaian target indikator adalah sebagai berikut :

Dimana :
IKLH_Kabupaten : Indeks Kualitas Lingkungan Tingkat Kabupaten
IPA : Indeks Pencemaran Air
IPU : Indeks Pencemaran Udara
ITH : Indeks Tutupan Hutan
Adapun penjelasan tentang capaian kinerja IKLH dapat

dilihat pada penjelasan berikut :

a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun
2020
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator pada

tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Meningkatnya Indeks
Pengelolaan Sumber Kualitas
Daya Alam dan Linek 66 69,85 105,83
Lingkungan Hidup nexungan
Hidup

Secara Terpadu

Tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja sebesar 69,85 lebih
besar dari target yang ingin dicapai yang hanya sebesar 66, dengan

perhitungan capaian sebesar 105,83. Hal tersebut menunjukkan
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keberhasilan pemerintah Daerah  Kabupaten Barru dalam
mengendalikan pengelolaan lingkungan hidup dan melakukan
edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya menjaga
lingkungan.
b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Tahun 2020 Dengan Tahun Lalu (Tahun 2019)

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
indikator tahun 2020 dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel
berikut :

Meningkatnya
girgggkﬁgla Alam Indelf;s
. Kualitas 72,19 69,85 110,37 105,83
dan Lingkungan Linokibiain
Hidup Secara & &
Terpadu

Realisasi kinerja pengelolaan sumberdaya alam dan
lingkungan hidup secara terpadu dengan indikator kinerja “Indeks
Kualitas Lingkungan” pada tahun 2020 sebesar 69,85 mengalami
penurunan capaian dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 72,19.
Namun dalam realisasi capaian indikator kinerja “Indeks Kualitas
Lingkungan” tahun 2020 telah tercapai dari target yang telah
ditetapkan.

c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2020
Dengan Target RPJMD 2016-2021

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indicator
kinerja sampai tahun 2019 dengan target RPJMD 2016-2021 dapat
dilihat pada tabel berikut ini :
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Meningkatnya

Pengelolaan Sumber | Indeks

Daya Alam dan Kualitas 66,00 69,85 105,83
Lingkungan Hidup Lingkungan

Secara Terpadu

Pada tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja pada tahun
2020 telah melebihi taget yang yang ingin dicapai pada akhir periode
RPJMD yaitu 66 pada target akhir periode RPJMD dengan realisasi
sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 69,85 atau capaian
kinerja sebesar 105,83 persen.
d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Standar
Nasional

Realisasi Kinerja Kabupaten Barru dibandingkan dengan realisasi

taget nasional dapat dilihat sebagai berikut :

Meningkatnya

Pengelolaan Sumber Indeks

Daya Alam dan Kualitas 70,27 69,85
Lingkungan Hidup Lingkungan

Secara Terpadu

Dari data yang tersaji diatas menunjukkan bahwa indikator
“Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” Kabupaten Barru tahun 2020
sebesar 69,85 dibandingkan dengan capaian Nasional sebesar 70,27.
Hal ini menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja indikator
“Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” Kabupaten Barru masih berada
dibawah capaian Nasional.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan
Program yang mendukung pencapaian indikator kinerja

“Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” antara lain:
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Meningkatnya
Pengelolaan
Sumber Daya
Alam dan
Lingkungan
Hidup Secara
Terpadu

Indeks
Kualitas
Lingkungan

e

Program
Pengendalian
Pencemaran
dan Perusakan
Lingkungan
Hidup

53,484,000.00

39,845,755.00

74,50

Program
Ruang
Terbuka Hijau

189.148.000,00

170,856,000.00

90,33

Program
Peningkatan
Kualitas dan
Akses
Informasi
Sumber Daya
Alam dan
Lingkungan
Hidup

69,85

36,835,000.00

27,859,750.00

75,63

Progrsam
Penataan
Lingkungan
Hidup

34.736.000,00

28.112.000,00

80,93

Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan

Persampahan

366,946,000.00

351,334,940.00

95,74

Berdasarkan

tabel diatas,

program yang mendukung
pencapaian indikator kinerja “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” di
Kabupaten Barru sebanyak 5 program dengan total anggaran sebesar
Rp. 681.149.000,00 dengan Rp.
618.008.445,00 atau sebesar 90,73 persen.

realisasi anggaran sebesar

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran
Perhitungan analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dapat

dilihat pada table berikut :

Meningkatnya
Pengelolaan
Sumber Daya
Alam dan
Lingkungan
Hidup Secara
Terpadu

Indeks
Kualitas
Lingkungan

105,83 90,73 116,64
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Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat
efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 116,64 persen dinilai
sangat efisien dan efektif. Dengan penggunaan anggaran hanya
sebesar 90,73 persen dari target yang direncanakan dapat
menghasilkan capaian kinerja sebesar 105,83
g. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/

Penurunan Kinerja

Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup Secara Terpadu diukur melalui perhitungan
Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH).Perhitungan Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup bertujuan untuk memberikan informasi kepada
para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang
kondisi lingkungan di daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan
pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang
pencapaian target program-program pemerintah di bidang
pengelolaan lingkungan hidup. Berbagai upaya yang dilakukan
pemerintah daerah untuk mengurangi kerusakan lingkungan melalui
pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara terpadu.
Adapun factor-faktor yang mendukung keberhasilan tersebut antara
lain :

1. Pemantauan kualitas udara dan badan air secara kontinu dan
terkoordinasi antar wilayah

2. Peningkatan laboratiorium lingkungan hisup

3. Penyelesaian kasu lingkungan hidup secara hukumpeningkatan
sector informal dalam upaya pemisahan sampah dan 3R

4. Pengawasan fasilitas pengelolaan limbah B3 perusahaan dan
fasilitas kesehatan

5. Pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan
yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang

penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan
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6. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup
Misi 4 : Mengembangkan Interkoneksitas Sinergis Antar Wilayah
Di Tingkat Nasional, Regional Dan Internasional.
Tujuan : Meningkatnya Daya Saing Daerah.
Sasaran 3: Berkembangnya Investasi dan Inovasi Daerah.
Berkembangnya investasi dan inovasi daerah capaian
kinerjanya diukur melalui indikator kinerja “Total Realisasi

Investasi”. Adapun capaian kinerja dijelaskan sebagai berikut :

a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun
2020
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator

pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Berkembangnya Total
Investasi dan Realisasi Rupiah 554.148.072.556 941.711.746.000 169,94

Inovasi Daerah Investasi

Dari tabel perhitungan di atas diperoleh realisasi indikator
kinerja “Total Realisasi Investasi” di Kabupaten Barru pada tahun
2020 sebesar Rp. 941.711.746.000 dari target sebesar Rp.
554.148.072.556 dengan tingkat capaian sebesar 169,94%. Hal ini
menunjukkan bahwa realisasi capaian indikator “Total Realisasi
Investasi” Kabupaten Barru telah mencapai target yang
direncanakan.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja

Tahun 2020 Dengan Tahun Lalu (Tahun 2019)

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

indikator tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Berkembangnya | Total
Investasi dan Realisasi Rupiah 867.412.674.805 941.711.746.000 157,72 169,94
Inovasi Daerah Investasi
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Dari tabel diatas terlihat adanya perbaikan kinerja realisasi
investasi Kabupaten Barru yang menunjukkan peningkatan yang
sangat baik dari Rp. 867.412.674.805,- pada tahun 2019 menjadi Rp.
941.711.746.000,- pada tahun 2020. Pemerintah dalam hal ini telah
memberikan pelayanan yang baik terhadap para investor dalam
berinvestasi di Kabupaten Barru.

c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2020
Dengan Target RPJMD 2016-2021

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indicator
kinerja sampai tahun 2020 dengan target RPJMD 2016-2021 dapat
dilihat pada tabel berikut ini :

Berkembangnya Total
Investasi dan Realisasi Rupiah | 558.336.715.695 941.711.746.000 168,66
Inovasi Daerah Investasi

Pada tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja pada tahun
2020 telah melebihi taget yang yang ingin dicapai pada akhir periode
RPJMD yaitu Rp. 558.336.715.695,- dengan realisasi sampai dengan
tahun 2020 telah mencapai Rp. 941.711.746.000,-. Dengan tingkat
capaian kinerja sebesar 168,66 persen.
d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Standar

Nasional
Realisasi Kinerja Kabupaten Barru dibandingkan dengan

realisasi taget nasional dapat dilihat sebagai berikut :

Berkembangnya | Total
Investasi dan Realisasi Rupiah
Inovasi Daerah | Investasi

826,3

- 941.711.746.000
Triliun

Walaupun nilai investasi Kabupaten Barru tepaut sangat jauh
dibawah total investasi nasional namun pemerintah Kabupaten Barru
memiliki peluang yang cukup besar untuk menarik investor

berinvestasi di daerah ini. Besarnya sumberdaya yang dimiliki
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menjadi keunggulan dan terbangunnya mall pelayanan publik yang

akan memudahkan proses perizinan.
e. Program dan Kegiatan Penunjang, Serta Realisasi Anggaran
Program yang mendukung pencapaian indikator kinerja “Total

Realisasi Investasi” dapat dilihat pada tabel :

Program
Peningkatan
Promosi dan 41,107,500.00 41,107,500.00 100
Kerjasama
Investasi

Program
Berkembangnya Total Pengembangan
Investasi dan Realisasi 169,94 Layanan 404,594,000,00 396,354,000.00 97,96
Inovasi Daerah Investasi Perizinan
Terpadu

Program
Peningkatan
Iklim Investasi 156,325,000.00 | 156,315,000.00 99,99
dan Realisasi
Investasi

Berdasarkan tabel diatas program yang mendukung

pencapaian indikator kinerja “Total Realisasi Investasi” sebanyak 3
program dengan total anggaran sebesar Rp. 602.026.500,00 dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 593.776.500,00 atau 98,63 persen.
f. Analisis Atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya

Perhitungan analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dapat

dilihat pada tabel berikut :

Berkembangnya | Total
Investasi dan Realisasi 169,94 98,63 172,30
Inovasi Daerah Investasi

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat
efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 172,30 persen dinilai
sangat efisien dan efektif. Dengan penggunaan anggaran hanya
sebesar 98,63 persen dari target yang direncanakan dapat

menghasilkan capaian kinerja sebesar 169,94 persen.
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g. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/
Penurunan Kinerja

Investasi adalah bagian sangat penting dalam pembangunan
ekonomi nasional maupun daerah. Dalam perspektif jangka panjang
ekonomi makro, investasi akan meningkatkan stok kapital, dimana
penambahan stok kapital akan meningkatkan kapasitas produksi
masyarakat yang kemudian mempercepat laju pertumbuhan
ekonomi. Pemerintah telah berbagai upaya untuk meningkatkan nilai
investasi. Upaya tersebut antara lain :

1. Promosi unggulan daerah dan peluang investasi di Kabupaten
Barru

2. Kemudahan perizinan melalui Mall Pelayanan Publik

3. Pengelolaan pelabuhan garongkong

Berbagai upaya tersebut terhambat oleh beberapa factor yaitu :

1. Harga tanah yang cukup mahal

2. Belum ditemukan promosi dan pola kerjasama strategis yang
dapat menarik minat investor skala besar

Solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan investasi :

1. Pembangunan infrastruktur public salah satunya kepelabuhanan
melalui kerjasama Public Private Partnership yang dikembangkan
dibeberapa daerah yang mengalami perkembangan pesat salah
satu contohnya Bantaeng, Bau-bau dan lainnya.

2. Permasalahan tanah dapat diselesaikan dengan tidak membeli
tanah masyarakat tetapi masyarakat dibayar dalam bentuk sewa
dan/atau memperoleh dividen dari perusahaan sebagai salah satu
pemilik modal.

3. Konsep lainnya yang perlu didiskusikan bersama.

Misi 5 : Mewujudkan Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good

Governance)

Tujuan : Terwujudnya Pelayanan Umum Yang Transparan,

Akuntabel Dan Partisipatif
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Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Penghayatan Dan Pengamalan
Ajaran Agama Dalam Etos Dan Budaya Kerja Pada

Tatanan Pemerintahan
Analisis pencapaian Sasaran “Meningkatnya Kualitas
Penghayatan dan Pengamalan Ajaran Agama Dalam Etos dan Budaya

Kerja Pada Tatanan Pemerintahan” dapat dijelaskan sbagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Meningkatnya
Kualitas
Penghayatan dan
Pengamalan Penerapan E- Aplikasi
Ajaran Agama 1 Government pelayanan 6 6 100 Sangat Baik
Dalam Etos dan Elektronik
Budaya Kerja
Pada Tatanan
Pemerintahan
1. ePlanning Ada Ada
2. eBudgeting Ada Ada
3. eSDM Ada Ada
4. ePengawasan Ada Ada
5. ePerizinan Ada Ada
6. eMas Ada Ada
Presentase
2 | Tindak Lanjut Persen 97,2 87 89,51 Sangat Baik
Temuan
3 | Opini BPK Opini WTP WTP 100 Sangat Baik
4 |\ Predikat B ole 83,33 | Sangat Baik
emerintah
| = RataRataCapaian | | = | =~ | 9321 | SangatBaik

Terdapat 4 indikator kinerja yang mendukung sasaran
strategis ini, secara umum rata-rata pencapaian sasaran
“Meningkatnya Kualitas Penghayatan dan Pengamalan Ajaran Agama
Dalam Etos dan Budaya Kerja Pada Tatanan Pemerintahan” pada

tahun 2020, sangat baik yaitu rata-rata 93,21 persen.
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b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

tahun 2020 dengan tahun lalu (tahun 2019)

s o T 200 (1

Aplikasi
elayan
Penerapan E- gn Y 0 0 4 4 6 0 0 66,6 66,6 100
Government 7 7
Elektron
ik
Tida | Tida
1. ePlanning k k Ada | Ada | Ada
Ada | Ada
Tida
2. eBudgeting Ada | k Ada | Ada | Ada
Ada
Tida | Tida
3. eSDM k k Ada | Ada | Ada
Ada | Ada
4. cPengawas Tida | Tida | Tida | Tida
an k k k k Ada
ada Ada Ada Ada
Tida | Tida
5. ePerizinan k k Ada | Ada | Ada
Ada Ada
Tida | Tida | Tida | Tida
6. eMas k k k k Ada
Ada Ada Ada | Ada
Presentase
. . 79,8 | 88,7 | 96,8 79,8 | 88,7 | 96,8 | 81,6 | 89,5
Tindak Lanjut | Persen 6 p 7 77 87 6 7 7 5 1
Temuan
Opini BPK Opini WTP | WTP | WTP | WTP | WTP 100 100 100 100 100
Akuntabilitas | pooqiae | o c cc |cc |cc |100 |100 |100 | 100 |833
Pemerintah 3

Perbandingan Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun
ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir memperlihatkan
indikator kinerja sasaran “Opini BPK” dan “Akuntabilitas Pemerintah”
realisasi pada tahun 2020 sama dengan tahun 2019, 2018 dan 2017,
dan mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan realisasi
tahun 2016 sebagai kondisi awal perencanaan jangka menengah.
Sementara indikator kinerja sasaran “Penerapan E-Government”
realisasi pada tahun 2020 meningkat dibanding dengan tahun 2019,
2018, dan pada tahun 2016 dan 2017 aplikasi pelayanan elektronik
ini belum terbentuk. Hal lain ditunjukkan oleh indikator kinerja
sasaran “Presentase Tindak Lanjut Temuan” realisasi pada tahun
2019 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2016, 2017,
2018 dan pada tahun 2020 nilainya kembali naik dibandingkan
dengan tahun 2019.
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c. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2019

dengan target RPJMD 2016-2021

Penerapan E- Aplikasi
1 pelayanan 6 6 100 Sngat Baik
Government .
Elektronik
1. ePlanning Ada Ada
2. eBudgeting Ada Ada
3. 3.eSDM Ada Ada
4. ePengawasan Ada Ada
5. ePerizinan Ada Ada
6. eMas Ada Ada
2 Presentase ~ Tindak | po o 100 |87 87 Sangat Baik
Lanjut Temuan
3 Opini BPK Opini WTP WTP 100 Sangat Baik
4 e Predikat | B cc 83,33 Sangat Baik
Pemerintah

Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi memperlihatkan indikator kinerja
sasaran “Opini BPK” telah mendukung pencapaian sasaran ini dan
akan dipertahankan sampai dengan periode akhir perencanaan
jangka menengah. Sementara itu, indikator sasaran “Akuntabilitas
Pemerintah” meskipun capiannya sangat baik pada tahun 2020
akan tetapi akan ditingkatkan dari predikat CC pada tahun 2020
menjadi B pada tahun 2021. Demikian pula indikator kinerja
sasaran yaitu “Penerapan E-Government” , seluruh  penerapan
e=Government akan diterapkan pada tahun 2021. Sama halnya
dengan indikator kinerja sasaran “Presentase Tindak Lanjut
Temuan” bahwa seluruh temuan yang tercatat pada Laporan Hasil
Pemeriksaan yang bersumber dari KPK, BPK, BPKP, Inspektorat
Provinsi dan Inpektorat Kabupaten seluruhnya dapat ditindaklanjuti.
Secara umum rata-rata pencapaian sasaran “Meningkatnya Kualitas
Penghayatan dan Pengamalan Ajaran Agama Dalam Etos dan Budaya
Kerja Pada Tatanan Pemerintahan” pada tahun 2020 dibandingkan

tahun 2021 adalah sangat baik yaitu rata-rata 92,58 persen.
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d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian penyataan kinerja
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian

sasaran sasaran “Meningkatnya Kualitas Penghayatan dan

Pengamalan Ajaran Agama Dalam Etos dan Budaya Kerja Pada

Tatanan Pemerintahan” adalah sebanyak 11 program, yaitu:

1. Program Layanan Perizinan Terpadu. Indikatornya adalah
Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perizinan
2. Program Penataan Administrasi Kependudukan. Indikatornya
adalah:
a. Jumlah penduduk yang dilayani administrasi
kependudukan (KTP KK)
b. Jumlah Laporan pengembangan data base kependudukan
c. Jumlah Sistem Administrasi Kependudukan Yang dijalanka
3. Program pengembangan data/informasi. Indikatornya adalah
Cakupan penyusunan dan/informasi pembangunan
4. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah. Indikatornya adalah:
a. Ketepatan Waktu Penetapan APBD
b. Terpenuhinya Kebutuhan Kontrol Administrasi Keuangan
c. Realisasi Penerimaan PAD
d. Terpenuhinya Kebutuhan Kontrol Administrasi Keuangan
5. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah
desa/kelurahan. Indikatornya adalah:
a. cakupan desa yang meningkat dalam pengelolaan
pemerintahan desa
b. Persentase perangkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa
yang kompeten
6. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
Indikatornya adalah Jumlah aparatur yang lulus pendidikan

dan pelatihan
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7. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah. Indikatornya
adalah Jumlah SKPD yang melakukan pengelolaan Aset
Daerah sesuai Prosedur

8. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. Indikatornya
adalah:

a. Cakupan Pengawasan Internal dan  Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH yang sistematis

b. Cakupan Rekomendasi yang difasilitasi tim tindak lanjut

c. Cakupan Perda yng ditertibkan

d. Persentase pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
kebijakan KDH

9. Program perencanaan pembangunan daerah. Indikatornya
adalah Program perencanaan pembangunan daerah

10. Program  Pembinaan dan  Pengembangan  Aparatur.
Indikatornya adalah:

a. Persentase aparatur yang dilayani pada bidang Pengadaan,
Pemberhentian dan Informasi
b. Jumlah Analisis Jabatan yang tersusun sesuai Beban
Kerja
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat
daerah. Indikatornya adalah Jumlah Pelaksanaan rapat-rapat Alat
kelengkapan DPRD

e. Analisis tentang efisiensi penggunaan sumber daya

Meningkatnya Kualitas
Penghayatan dan Pengamalan Penerapan E-
Ajaran Agama Dalam Etos dan GovernIr)nent 100 89,70 10,3
Budaya Kerja Pada Tatanan
Pemerintahan
Prespntase Tindak 89,51 92,31 (2,8)
Lanjut Temuan
Opini BPK 100 89,22 10,78
Akuntabilitas 83,33 79,91 3,42
Pemerintah
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Pada Tabel diatas terlihat bahwa sasaran “Meningkatnya
Kualitas Penghayatan dan Pengamalan Ajaran Agama Dalam Etos
dan Budaya Kerja Pada Tatanan Pemerintahan” yang didukung oleh
4 indikator kinerja menunjukkan tingkat efisiensi yang bervariasi.
Pada indikator kinerja “Penerapan E- Government”, tingkat
efisiensinya sebesar 10,3, pada indikator kinerja “Presentase Tindak
Lanjut Temuan” menunjukkan angka tingkat efisiensi yang belum
maksimal (2,8), sedangkan pada indicator kinerja “Opini BPK” tingkat
efisinsinya sebesar 10,78 dan untuk indicator kinerja ‘Akuntabilitas
Peemerintahan” tingkat efisiensinya sebessar 3,42.

f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/
Penurunan Kinerja

Penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /

penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pertama , indikator kinerja “Penerapan E-Government” di Kabupaten
Barru pada tahun 2019 yang dilaksanakan adalah ePlanning,
eBudgeting, eSDM dan ePerizinan. sementara yang belum
dilaksanakan adalah ePengawasan dan eMas. Tidak terlaksananya
aplikasi eMas dipengaruhi oleh kesulitan akses Nomor Induk
Kependudukan (NIK) yang sumber informasinya dari pemerintah
pusat. Sementara untuk ePengawasan lebih dipengaruhi pada
ketersediaan jaringan yang dapat menjangkau seluruh Kabupaten
Barru.

Solusi penyelesaian masalah adalah pada tahun 2020
pemerintah kabupaten barru meningkatkan sarana dan prasarana
serta programer pengelola sistem digital pada Barru Smart
Information Centre (BASIC). Selain itu membangun Mall Pelayanan
Publik (MPP) sebagai salah satu upaya penerapan e-Goverment untuk
semakin memudahkan pelayanan kepada masyarakat melalui satu

pintu.
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Kedua, Indikator kinerja “Presentase Tindak Lanjut Temuan”
Penyebab tidak tercapainya target tindak lanjut terhadap seluruh
temuan adalah Kepala Perangkat Daerah yang memeiliki temuan
belum sepenuhnya berkomitmen dalam melaksanakan rekomendasi
tindak lanjut yang diberikan oleh pemeriksa dan rendahnya
pemahaman mengenai arti pentingnya kegiatan pemeriksaan yang
kemudian direspon dengan baik oleh bawahan dalam rangka
peningkatan kinrja perangkat daerah

Solusi penyelesaian masalah Terhadap permasalahan

tersebut pada tahun 2020 adalah meningkatkan kerjasama
inspektorat dan tim tindak lanjut untuk terus meminta pihak yang
mempunyai temuan segera menyelesaikan dan menyetorkan kembali
baik temuan kerugian negara maupun kerugian daerah. Semua
temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pemerintah
dan laporan hasil temuan pemeriksaan aparat pengawasan
fungsional, khusunya LHP dari Inspektorat Provinsi, Inspektorat
Kabupaten, BPKP dan BPK berupa temuan administrasi dan
pengembalian harus segera ditindaklanjuti oleh Tim Tindak Lanjut di
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barru.
Ketiga, indikator kinerja “Opini BPK” terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah yang diterima Kabupaten Barru pada tahun
2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan target
kinerja yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian target indikator tersebut adalah
komitmen yang kuat dengan upaya yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Barru dalam menpertahankan Opini
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wajar Tanpa Pengecualian
yang telah diraih selama empat tahun berturut-turut. BPK memberi
opini atas kewajaran laporan keuangan berupa WTP dengan beberapa
faktor yaitu:

1. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab negara atas

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah
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daerah Kabupaten Barru dalam transaksi penggunaan anggaran
tidak ada yang mencurigakan

2. Pelaporan keuangan telah berbasis akrual (Accrual Basis) yaitu
akuntansi yang memberikan gambaran lebih akurat dan
kompleks atas kondisi keuangan organisasi, karena telah
mencatat semua transaksi pengeluaran dan penerimaan kas
jumlah hutang dan piutang

3. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan, telah
memenuhi syarat-syarat kewajaran informasi keuangan yang
disajikan dalam bentuk laporan keuangan yaitu kesesuaian
dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan
pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan dan efektivitas sistem pendalian intern.

Keempat, indikator kinerja “Akuntabilitas Pemerintah” Pemerintah

Kabupaten Barru pada tahun 2020 mendapat nilai 55,13 dengan

predikat CC, mengalami kenaikan nilai jika dibandingkan pada tahun

2019 mencapai nilai 54,03 dengan predikat CC dan dikategorikan

“cukup”. Secara umum Pemerintah Kabupaten Barru telah

menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

namun masih terdapat kelemahan pada beberapa komponen antara

lain:

1. Masih terdapat rumusan tujuan, sasaran dan indikator kinerja
yang belum memenuhi kriteria SMART

2. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sudah
diselaraskan dengan perubahan RPJMD Kabupaten Barru periode
2016-2021

3. Indikator Kinerja Utama periode 2016-2021 Pemerintah
Kabupaten Barru sudah diselaraskan dengan perubahan RPJMD

4. Monitoring dan evaluasi berkala yang dilakukan umumnya
sebatas pada pengukuran realisasi fisik dan penyerapan
anggaran, belum fokus pada evaluasi progres pencapaian target

kinerja output dan outcome sebagaimana direncanakan dalam
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Rencana Aksi Kinerja, serta belum memanfaatkan pengembangan
teknologi informasi untuk mempermudah dan mempercpat
pemantauan kinerja Perangkat Daerah
5. Hasil pengukuran capaian kinerja belum sepenuhnya dikaitkan
dan dijadikan sebagai dasar pemberian reward dan punishment
Terhadap permasalahan tersebut pada tahun 2020 akan melakukan
perbaikan-perbaikan sebagai berikut:
1. Memperbaiki kualitas pengkuran kinerja melalui:

a. Pengukuran atas rencana aksi kinrja secara berkala (triwulan)
yang hasilnya dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja

b. Memanfaatkan teknologi sistem informasi dalam pengkuran
kinerja

2. Memperbaiki kualitas pelaporan kinerja melalui langkah-langkah:

a. Laporan Kinerja (LKj) berpdoman pada Permenpan RB Nomor
53 Tahun 2014 dengan menyajikan analisis pencapaian
kinerja yang memadai pada setiap sasaran, serta dilakukan
reviuw oleh Inspektorat daerah seblum disampaikan kepada
Pemerintah

b. Memanfaatkan informasi kinerja yang disajikan untuk
penilaian kinerja

3. Memperbaiki sistem evaluasi kinerja internal, antara lain:

a. Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap sekurang-
kurangnya lebih 50% jumlah OPD lingkup Pemerintah
Kabupaten Barru serta meningkatkan kapasitas SDM
evaluator

b. Melakukan evaluasi program untuk menilai keberhasilan
suatu program

Meningkatkan capaian kinerja instansi lingkup Pemerintah
Kabupaten Barru, tidak hanya cukup pada capain output, namun

juga berorintasi pada hasil (outcome).
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Misi 5 : Mewujudkan Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good
Governance)
Tujuan : Terwujudnya Pelayanan Umum Yang Transparan,
Akuntabel Dan Partisipatif
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang
Religius.
Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran adalah
“Persentase Sarana Peribadahan Yang Dibina Pemerintah Daerah”.
Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target indikator

adalah sebagai berikut :

a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun
2020

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator

“Persentase Sarana Peribadahan Yang Dibina Pemerintah Daerah”

pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Persentase Sarana

Peribadahan Yang Dibina Persen 100 100 100
Pemerintah Daerah

Tabel diatas dapat terlihat bahwa realisasi indikator kinerja
“Persentase Sarana Peribadahan Yang Dibina Pemerintah Daerah”
pada tahun 2020 sebesar 100 persen dari target sebesar 100 persen.
Realisasi indikator Persentase Sarana Peribadahan Yang Dibina
Pemerintah Daerah berdasarkan data tersebut di atas dapat
disimpulkan bahwa tingkat ketercapaiannya sebesar 100 persen.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Tahun 2020 Dengan Tahun Lalu (Tahun 2019)
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

indikator “Persentase Sarana Peribadahan Yang Dibina Pemerintah
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Daerah” pada tahun 2020 dengan tahun 2019 dapat dilihat pada
tabel berikut :

Persentase Sarana

Peribadahan Yang
Dibina Pemerintah
Daerah

Persen 100 100 100 100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realiasi kinerja
indikator “Persentase Sarana Peribadahan Yang Dibina Pemerintah
Daerah” sebesar 100 persen tahun 2019 dan 100 persen pada tahun
2020. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Barru
dalam memberikan pembinaan terkait peningkatan kerukunan antar
umat beragama.

c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2019
Dengan Target RPJMD 2016-2021

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator
“Persentase Sarana Peribadahan Yang Dibina Pemerintah Daerah”
sampai tahun 2020 dengan target RPJMD 2016-2021 dapat dilihat
pada tabel berikut ini :

Persentase Sarana
Peribadahan Yang
Dibina Pemerintah

100 100 100

Daerah

Pencapaian target sebesar 100 persen diharapkan dapat
dipertahankan dalam setiap tahun perencanaan sampai pada tahun
2021 yang merupakan periode akhir RPJMD.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Penyataan Kinerja

Indikator kinerja  “Persentase Sarana Peribadahan Yang

Dibina Pemerintah Daerah” diperoleh dari pelaksanaan 1 Program

Prioritas seperti yang dicantumkan pada tabel berikut ini :
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. Persentase
Meningkatnya Sarana Program

Kualitas Peribadahan 100 Peningkatan
Kehidupan Kerukunan 10,805,243,160.00 10,742,073,170.00

Masyarakat Yang Dibina Persen Umat

ang Religius Pemerintah Beragama
yang g Daerah g

Program diatas dilaksanakan untuk mencapai indikator
kinerja sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Barru
Periode Tahun 2016 — 2021 dengan target yang sudah ditetapkan.

e. Analisis Tentang Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian kinerja dari indikator “Persentase Sarana
Peribadahan Yang Dibina Pemerintah Daerah” diperoleh dari
pelaksanaan Program Prioritas dengan jumlah anggaran terdapat
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp.

10,805,243,160,-

Persentase

Meningkatnya Sarana
Kualitas Kehidupan | Peribadahan
Masyarakat yang Yang Dibina
Religius Pemerintah
Daerah

100 99,41 100,59

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa indikator kinerja
“Persentase Sarana Peribadahan Yang Dibina Pemerintah Daerah”
persentase capaian kinerjanya sebesar 100 persen dengan tingkat
efisiensi anggaran sebesar 100,59 persen dan ini berarti efisien.

f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/
Penurunan Kinerja

Adapun  penyebab  keberhasilan Persentase  Sarana
Peribadahan Yang Dibina Pemerintah Daerah adalah dikarenakan
penduduk Kabupaten Barru sangat menjunjung tinggi nilai-nilai
keagaamaan dan menghormati antara pemeluk agama yang satu
dengan yang lain, kehadiran Pemerintah Daerah dalam aspek

keagamaan masyarakat sangat berperan dengan koordinasi yang
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maksimal antara pemeluk agama satu dengan yang lainnya.
3. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan berpedoman pada proyeksi indikator
makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi,
maka strategi-strategi kebijakan fiscal sebagaimana tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 diarahkan kepada :

1) Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber
dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana
Perimbangan;

2) Meningkatkan efesiensi pengelolaan APBD dari sisi belanja;

3) Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi
dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak
yang lebih rasional dan proporsional;

4) Meningkatkan peranserta masyarakat dan sector swasta, baik
dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan strategi kebijakan fiskal tersebut diatas, maka
kebijakan umum keuangan/anggaran RPJMD Kabupaten Barru

2016-2021 diarahkan dalam tiga fungsi utama, yaitu : fungsi alokasi,

fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

1) Fungsi alokasi, yaitu penganggaran untuk kegiatan pembangunan
yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/swasta karna
bersifat public services seperti penenganan prasarana dasar dan
penyediaan infrastruktur;

2) Fungsi distribusi, yaitu penganggaran diarahkan untuk
pemerataan, keadilan social, dan mengurangi kesenjangan, yang
antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan
pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya;

3) Fungsi stabilitasi, yaitu penganggaran diarahkan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan
peningkatan pendapatan masyarakat seta stabilitas keamanan

dan ketertiban.
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a. Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Barru Tahun 2020 yang tertuang dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Barru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten
Barru tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2020 dibiayai dengan anggaran
yang tertuang dalam APBD Tahun 2020, secara garis besar terdiri
dari tiga bagian yaitu, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
Pendapatan diuraikan menurut sumber-sumber perolehan dana,
Belanja diuraikan menurut penggunaan dana, sedangkan
Pembiayaan diuraikan menurut penerimaan dan pengeluaran
daerah.

Pendapatan, belanja dan pembiayaan program dan kegiatan
Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2020 yang tertuang dalam
APBD Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2020, dapat digambarkan
sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah dengan target anggaran sebesar Rp.
920,669,003,812.00 telah terealisasi sebesar Rp.
915,631,158,242.21 atau sebesar 99,45 %.

2. Belanja Daerah dengan target anggaran sebesar Rp.
1,000,350,330,095.08 telah terealisasi sebesar Rp.
923,948,418,305.20 sebesar 92,36 %.

3. Pembiayaan Daerah dengan target anggaran sebesar Rp.
79,681,326,283.08 telah terealisasi sebesar Rp.
79,681,326,283.09 atau sebesar 100,00 %.

Adapun rincian realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten

Barru tahun 2020 diuraikan sebagaimana pada tabel berikut :
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PENDAPATAN -
LRA

Tabel 3.2

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Barru Tahun 2020

920,669,003,812.00

915,631,158,242.21

99.45

5,037,845,569.79

PENDAPATAN ASLI
DAERAH - LRA

107,388,426,060.00

101,324,046,920.50

94.35

6,064,379,139.50

Pendapatan
Pajak Daerah —
LRA

15,309,075,000.00

17,444,416,351.30

113.95

(2,135,341,351.30)

Pendapatan
Retribusi Daerah
- LRA

7,300,039,609.00

5,537,188,953.00

75.85

1,762,850,656.00

Pendapatan
Hasil
Pengelolaan
Kekayaan
Daerah yang
Dipisahkan - LRA

8,942,135,943.00

8,942,135,943.00

100.00

Lain-Lain
Pendapatan Asli
Daerah yang Sah
- LRA

75,837,175,508.00

69,400,305,673.20

91.51

6,436,869,834.80

PENDAPATAN
TRANSFER - LRA

785,602,281,674.00

783,721,605,526.71

99.76

1,880,676,147.29

Pendapatan
Transfer
Pemerintah Pusat -
LRA

650,658,982,389.00

645,189,154,994.00

99.16

5,469,827,395.00

1.2.1.01

Bagi Hasil Pajak
- LRA

10,802,181,722.00

10,599,798,110.00

98.13

202,383,612.00

1.2.1.02

Bagi Hasil
Bukan Pajak /
Sumber Daya
Alam - LRA

4,691,358,667.00

4,108,252,760.00

87.57

583,105,907.00

1.2.1.03

Dana Alokasi
Umum (DAU) -
LRA

493,676,854,000.00

491,478,886,000.00

99.55

2,197,968,000.00

1.2.1.04

Dana Alokasi
Khusus (DAK) -
LRA

46,017,062,000.00

42,142,100,124.00

91.58

3,874,961,876.00

1.2.1.05.

Dana Alokasi
Khusus (DAK)
Non Fisik - LRA

95,471,526,000.00

96,860,118,000.00

101.45

(1,388,592,000.00)

Pendapatan
Transfer
Pemerintah Pusat
Lainnya - LRA

88,411,243,000.00

88,411,243,000.00

100.00

1.2.2.03

Dana
Penyesuaian -
LRA

88,411,243,000.00

88,411,243,000.00

100.00

Pendapatan
Transfer
Pemerintah Daerah
Lainnya - LRA

35,639,166,685.00

41,250,135,532.71

115.74

(5,610,968,847.71)

Pendapatan
Bagi Hasil
Pajak - LRA

35,639,166,685.00

41,250,135,532.71

115.74

5,610,968,847.71)

Bantuan Keuangan -
LRA

10,892,889,600.00

8,871,072,000.00

81.44

2,021,817,600.00

1.2.4.01

Bantuan
Keuangan dari
Pemerintah
Daerah
Provinsi
Lainnya - LRA

10,892,889,600.00

8,871,072,000.00

81.44

2,021,817,600.00
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LAIN-LAIN
PENDAPATAN

1.3 DAERAH YANG 27,678,296,078.00 | 30,585,505,795.00 | 110.50 | (2,907,209,717.00)
SAH
Pendapatan
1.3.1 Hibah L RA 27,678,296,078.00 30,585,505,795.00 | 0.00 2,907,209,717.00)
Pendapatan
1.3.1.01 Hibah dari 0.00 0.00 | 0.00 ;
Pemerintah -
LRA
Pendapatan
1.3.1.02 Loinmga - LRA 0.00 0.00 | 0.00 -
2 ?ﬁﬁg‘;‘;;‘m 1,000,350,330,095.08 | 923,948,418,305.20 | 92.36 76,401,911,789.88
2.1 BELANJA OPERASI 722,263,743,215.23 | 670,071,082,747.84 | 92.77 52,192,660,467.39
2.1.1 Egg‘g:l 404,844,798,066.00 | 382,370,058,168.00 | 94.45 22,474,739,898.00
2.1.2 Belanja Barang 255,299,334,914.25 | 228,576,042,029.00 | 89.53 26,723,292,885.25
dan Jasa
2.1.3 Belanja Bunga 3,191,298,035.98 2,454,813,533.84 | 76.92 736,484,502.14
Belanja
2.1.4 Supels 0.00 0.00 0.00 -
2.1.5 Belanja Hibah 58,928,312,199.00 56,670,169,017.00 | 96.17 2,258,143,182.00
Belanja
2.1.6 - 0.00 0 0.00 -
2.2 BELANJA MODAL 144,287,720,740.85 | 127,312,791,931.36 | 88.24 16,974,928,809.49
2.2.1 ,]?g;rl’{a ol 594,953,000.00 576,970,000.00 | 96.98 17,983,000.00
Belanja Modal
2.2.2 Peralatan dan 31,535,683,594.00 27,272,678,303.00 | 86.48 4,263,005,291.00
Mesin
Belanja Modal
2.2.3 Gedung dan 21,727,249,878.68 19,644,028,786.68 | 90.41 2,083,221,092.00
Bangunan
Belanja Modal
2.2.4 Jalan, Irigasi 87,709,776,953.17 77,135,469,226.68 | 87.94 0,574,307,726.49
dan Jaringan
Belanja Modal
2.2.5 Aser Tetap 2,720,057,315.00 2,683,645,615.00 | 98.66 36,411,700.00
Lainnya
BELANJA TAK
2.3 TERDUGA 29,786,254,584.00 | 22,551,942,073.00 | 75.71 7,234,312,511.00
2.3.1 Belanja Tak 29,786,254,584.00 22,551,942,073.00 | 75.71 7,234,312,511.00
Terduga
BELANJA
2.6 BANTUAN - -| o.00 .
SOSIAL
Belanja Bantuan
2.6.1 Sosial 3 i} 0.00 -
Belanja
2.6.1.01 Bantuan Sosial j - 0.00 -
3 TRANSFER 104,012,611,555.00 | 104,012,601,553.00 | 100.00 10,002.00
TRANSFER
3.2 BANTUAN 100.00 10,002.00
KEUANGAN 104,012,611,555.00 | 104,012,601,553.00
Transfer
Bantuan 103,525,390,905.00 | 103,525,380,903.00 | 100.00 10,002.00
Keuangan ke
Desa
Transfer
3.2.3.01 Bantuan 487,220,650.00 487,220,650.00 | 100.00 -
Keuangan
Lainnya
SURPLUS /
(DEFISIT) (79,681,326,283.08) | (8,317,260,062.99) | 10.44 | (71,364,066,220.09)
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PEMBIAYAAN 79,681,326,283.08 79,681,326,283.09 | 100.00

(0.01)

PENERIMAAN

PEMBIAYAAN 83,734,357,547.35 | 83,734,357,547.35 | 100.00

4.1.1.01 SILPA Tahun 83,734,357,547.35 83,734,357,547.35 | 100.00

Penggunaan

Sebelumnya

Penerimaan
Kembali - - 0.00
Piutang

4.1.5.01 Piutang kepada - - 0.00

Penerimaan
Kembali

Perusahaan
Negara

PENGELUARAN

PEMBIAYAAN 4,053,031,264.27 4,053,031,264.26 | 100.00

0.01

Penyertaan
Modal/Investasi 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 | 100.00
Pemerintah Daerah

4.2.2.01 Investasi 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 [ 100.00

Penyertaan
Modal /

Pemerintah
Daerah

Pembayaran Pokok
Pinjaman Dalam 3,053,031,264.27 3,053,031,264.26 | 100.00
Negeri

0.01

Pemberian
Pinjaman Daerah 7 - ot

7.2.4.03 Daerah kepada - - 0.00

Pemberian
Pinjaman

Pemerintah
Pusat

PEMBIAYAAN
NETTO

79,681,326,283.08 79,681,326,283.09 | 100.00

b. Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan
Sulawesi Selatan memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
atau Unqualified Opinion adalah opini audit yang akan diterbitkan
jika laporan keuangan dianggap memeberikan informasi yang bebas
dari salah saji material dan menerapkan sistem pengendalian intern
yang memadai.

Dengan pemeberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
pada Laporan Kuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Barru,
artinya meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan,

perusahaan / pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip
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akuntasi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada
kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak
berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) merupakan
pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi
keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan
pada empat kriteria yakni ksesuaian dengan standar akuntansi
pemerintah, kecukupan pengungkapan (Adequate Disclosure),
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas

sistem pengendalian intern.

4. Capaian Kinerja Lainnya
Perhargaan-penghargaan yang diraih pada Tahun 2020
adalah sebanyak 16 penghargaan, sebagaimana diuraikan pada tabel
berikut ini :
Tabel 3.3
Daftar Penghargaan Yang Diraih Pada Tahun 2020

Piagam Penghargaan selaku Tujuh Terbaik Finalis Paritrana
Award Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 2019

Penghargaan Nobel Education Award 2020 untuk kategori
Pelopor Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur
3 | Penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2020
Piagam Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Barru sebagai
4 | Peringkat I atas Inovasi dan Penyelesaian Mutasi Kenaikan Pangkat
yang Tercepat Periode TMT 01 April 2020

“Indonesia Top Leader Awards 2020” untuk kategori
S5 | “Innovative Leader of The Year 2020" berdasarkan Kategori
Terbaik dalam Keterbukaan Publik oleh Seven Media Asia.
Penghargaan Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai bentuk
6 | apresiasi atas sinergi Pemda dengan masyarakat dalam
pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia

Kabupaten Barru kembali meraih penghargaan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM) Berkelanjutan tahun 2020.
7 | Kesuksesan Kabupaten Barru meraih juara 1 pada kategori
percepatan lintas sektoral pelibatan sejumlah elemen
masyarakat

Penghargaan terbaik kelima dalam lomba Pengutamaan
8 | Bahasa Negara Melalui Penghargaan Wajah Bahasa Kantor
Bupati Tahun 2020 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang
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diselenggarakan oleh Balai Bahasa Sulawesi Selatan
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Juara Terbaik Pertama untuk Kategori Kearsipan Daerah Se-
Sulsel disematkan pada Kabupaten Barru. Penyerahan ini
digelar khusus dengan tajuk Malam Penganugerahan
Pemenang Lembaga Kearsipan Daerah Terbaik Tingkat
Kabupaten/Kota

10

Penghargaan dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN), Dr.(H.C.) dr. Hasto Wardoyo,
Sp.OG. (K) atas kesuksesan Pemerintah Daerah (Pemda)
Kabupaten Barru melampaui target Pelayanan KB Serentak
Sejuta Akseptor yang diberikan BKKBN.

11

Pemerintah Daerah (Pemda) Barru, menerima penghargaan
atas terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah
(TPAKD). Penghargaan ini merupakan apresiasi dari Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Sulsel

12

Anugerah Penghargaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten
Barru Provinsi Sulawesi Selatan diiserahkan pada rangkaian
kegiatan BAZNAS Barru dan Pemerintah Daerah Kabupaten
Barru. Kategori Tokoh Pertumbuhan Zakat Ir. H. Suardi Saleh,
M.Si

13

Tercepat memasukkan seratus persen data LHKPN bagi
pejabat Eksekutif di Sulsel oleh KPK RI

14

Predikat Kerja Baik dalam penyaluran Dana Desa 2019 dari
Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Dirjen Perbendaharaan,
Kementerian Keuangan RI.

15

Peringkat Pertama di Sulsel dan Peringkat 23 Nasional untuk
Indeks Desa Membangun berdasarkan Data Kementerian
Desa dan PDT 2020.

16

Desa Bulo Bulo mendapatkan apresiasi dari kementerian
Desa, pembangunan daerah tertinggal , dan trasmigrasi RI
,Desa yang di kenal dengan suku balonya. Penghargaan ini di
terima berkat komitmen dan konsistensi kami untuk
senantiasa mematuhi batas waktu yang telah ditentukan
terkait dengan penyaluran BLT DD 2020.

Sumber Data : Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
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https://makassar.tribunnews.com/tag/barru

BAB IV
PENUTUP

1. Kesimpulan

Perwujudan penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang
baik, transparan dan akuntabel merupakan prasyarat dari setiap
pemerintahan untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.
Untuk itu diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang
tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil
guna, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2020
merupakan pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
dokumen RPJMD Tahun 2016-2021, serta dalam rangka perwujudan
good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk
memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan
instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi
instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program
dan kebijakan yang ditetapkan. Sejalan dengan itu, Pemerintah
Kabupaten Barru telah berakuntabilitas sebagaimana diamanahkan
Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, yang penyusunannya berpedoman pada
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Barru telah dapat
melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Barru
yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2016-2021.
Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Barru telah menetapkan 5

tujuan dengan 7 indikator kinerja serta 11 sasaran dengan 33
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indikator kinerja yang terbagi atas 5 indikator untuk Misi 1. 7
Indikator untuk Misi 2. 6 Indikator untuk misi 3. 9 Indikator untuk
Misi 4. 6 Indikator untuk Misi 5.

Pemerintah Kabupaten Barru secara umum telah berhasil
mencapai target kinerja sasaran dengan tingkat capaian kinerja
sasaran secara keseluruhan adalah sebesar 126,42 persen dengan
predikat “Sangat Baik”, yang dihitung berdasarkan persentase rata-
rata capaian kinerja indikator sasaran. Capaian kinerja ini
merupakan hasil kerja keras seluruh aparat Pemerintah Kabupaten

Barru serta pihak terkait lainnya dalam rangka mewujudkan visi

pembangunan jangka menengah Kabupaten Barru yaitu :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran secara umum
telah dapat dicapai dengan baik. Dari hasil pengukuran kinerja
terhadap S5 tujuan dan 11 sasaran yang mencakup 33 indikator
kinerja, disimpulkan bahwa 31 indikator kinerja tercapai dengan
predikat “Sangat Baik”, 1 indikator kinerja mendapat predikat
“Sedang” dan terdapat 1 indikator kinerja mendapat predikat “Kurang
Baik”.

Keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja telah dilakukan
analisis dan evaluasi, sehingga diketahui langkah-langkah strategis
yang dilaksanakan dalam meningkatkan capaian kinerja ditahun

berikutnya.
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2. Rencana Tindak Lanjut

Mencermati hasil pencapaian kinerja Tahun 2020, maka

Pemerintah Kabupaten Barru akan melakukan langkah-langkah

sebagai berikut :

a)

b)

d)

Mengupayakan prioritas alokasi anggaran berbasis prioritas
program dan kegiatan dengan semangat efisiensi dan
efektivitas untuk mencapai sasaran strategis dan indikator
kinerja utama yang belum memenuhi target dan meningkatkan
pencapaian hasil yang sudah memenuhi target.

Mengupayakan sistem perencanaan dan pengendalian yang
lebih trasnparan dan akuntabel pada setiap perangkat daerah.
Peningkatan sinergi dan koordinasi dengan berbagai pemangku
kepentingan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan
program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis dan
indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pemerintah
Kabupaten Barru dalam menyusun dan merumuskan target
dan indikator kinerja program dan kegiatan.

Mendorong masyarakat/komunitas, dunia akademik dan dunia
usaha untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program
dan kegiatan.

Mengupayakan peningkatan pelaksanaan monitoring dan
evaluasi juga akan menjadi langkah yang efektif untuk

mencapai target yang lebih baik.

\ 1BArjnin31 Maret 2021
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BUPATI BARRU

PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 58 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 74 TAHUN 2019
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN BARRU TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah

1.

Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Barru Tahun 2016-2021 sehingga Peraturan Bupati Barru
Nomor 74 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 perlu diubah

dan disesuaikan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru
tentang Perubahan Peraturan Bupati Barru Nomor 74 Tahun
2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten

Barru Tahun 2016-2021;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
80);

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang  Pedoman
Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terahkir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 04);

.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 01).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
BUPATI BARRU NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN
BARRU TAHUN 2016-2021.

Pasal I
Bahwa terdapat perubahan pada lampiran Pasal 3 Peraturan Bupati Barru
Nomor 74 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten
Barru Tahun 2016-2021, sehingga Pasal 3 diubah sebagai berikut:

Pasal 3
Penetapan indikator kinerja utama pada Pemerintah Kabupaten Barru adalah
indikator hasil (outcome) yang berisikan sasaran dan rumus penghitungan
sebagaimana terdapat pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

> tanggal, 27 Desember 2019
~BUPATI.BARRU,

'STUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal,
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

Q

ABUSTAN
BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2019 NOMOR 59



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR : 58 TAHUN 2019
TANGGAL : 27 DESEMBER 2019

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2016-2021

Visi : Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas, dan Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan

Misi Meningkatkan Kecerdasan Dan Profesionalisme SDM
Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat
Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif

Mengembangkan Interkoneksitas Sinergis Antar Wilayah Di Tingkat Nasional, Regional Dan Internasional

A

Mewujudkan Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)



NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA
UTAMA

FORMULA

SATUAN

Meningkatkan kualitas

SDM

Indeks Pembangunan
Manusia (IPM)

IPM = 1/3 [X(1) + X(2) + X(3)]

Dimana :

X(1) : Indeks harapan hidup
X(2) : Indeks pendidikan = 2/3(indeks melek huruf) + 1/3(indeks
rata-rata lama sekolah)
X(3) : Indeks standar hidup layak
Indeks X(i)= X(i) - X(i)min / [X(i)maks - X(i)min]

Dimana :

X(1) : Indikator ke-i (i=1, 2, 3)
X(2) : Nilai maksimum sekolah X(i)
X(3) : Nilai minimum sekolah X(i)
Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM

Indikator Komponen

Disesuaikan 1996

IPM (X=() Nilai Maksimum | Nilai Minimum Catatan
Angka Harapan 85 25 Sesuai Standar Global
Hidup (UNDP)
Angka Melek 100 0 Sesuai Standar Global
Huruf (UNDP)
Rata-Rata Lama 15 0 Sesuai Standar Global
Sekolah (UNDP)
Komsumsi Per UNDP Menggunakan PDB
Kapita Yang 732.720 a) 300.000 b) | Per Kapita Riil Yang

Disesuaikan

Persen




Angka Harapan Lama
Sekolah

Ef
HLS; = FK x Z?:aﬁ

Keterangan

Meningkatnya kualitas dan HLS) Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun ¢ Tahun
pemerataan pelayanan Ef Jumlah penduduk usia { yang bersekolah pada tahun ¢
pendidikan o Jumlah Penduduk usia ¢ pada tahun ¢
i Usia (a.a+1. ... n)
FK Faktor koreksi pesantren
Rata-Rata Lama Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang Tahun
Sekolah diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.
Meningkatnya derajat Angka harapan hidup Angka perkiraan lama hidup rata-rata p_enduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola Tahun
kesehatan masyarakat mortalitas menurut umur
Meningkatnya penyerapan | Persentase tingkat Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja 100 percern
tenaga kerja pengangguran terbuka Jumlah Penduduk Angkatan Kerja
Meningkatkan PDRB
pemerataan dan PDRB Perkapita
kesejaht.eraan Penduduk Pertengahan Tahun
ekonomi Meningkatnya kualitas Pertumbuhan Ekonomi
pertumbuhan ekonomi PDRB{z+1) — FDRBy 100%
daerah dan masyarakat FDEEy, *
Dimana;| Rupiah
t+1 = tahun pengamatan FDEB

t = tahun pengamatan PDEE sebelumnya




Inflasi

(1 + amf M1 + Alnf; W1 + AInf )35 — 1

Dimana :

Alnf = perubahan inflasi dari nilai tahun sebalumnya
t = adalah periocde pengamatan perubahan nilai infla=si.
Sedangkan Alnf dihitung dengan rumus sebagal beriloat -

Infi e gy — infiy

Alnf = S o 100%

Infy,
Dimana -
Inf, = nila: inflas: pada tabun n
Infro.yy = nilai pada 1 tahun berilutnya

n = tabhun ...

Indeks Gini

G=1—iﬁl§{}, +0.)

i
dimarna:
P : persentase rumahtangsa atau penduduls pada kelas ke-1

1 : persentase kumulatf total pendapatan atau pengeluaran sampal

kelas ke
Hilai gini ratio berldsar antara O dan 1, jika:

Paritas Daya Beli (PPP)

G =0,3 = ketimpangan rendah
0.3=G=05 = ketimpangan sedang
G = 0,5 = ketimpangan tings
L e
Pij_ 1,
pre =] | HHYm
el d=1(Pm}
Keterangan :

Pik : Harga Komoditas i di Jakarta Selatan
Pij : Harga Komoditas i di Kab / Kota |
m : Jumlah Komoditas

Rupiah




Berkurangnya jumlah Persentase Penduduk .
pendu dulgni/isliin dan Miskin (100 - angka kemiskinan) Persen
penyandang masalah
kesejahteraan sosial
(PMKS) Penyandang Masalah Jumlah PMKS yang tertangani
kesejahteraan sosial X100 Persen
yang tertangani Jumlah PMKS yang ada
Mewujudkan rasa Angka Kriminalitas yan Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun
aman dan tertanaan yang X100 | Persen
ketentraman di 9 Jumlah penduduk
lingkungan Jumlah korban
masyarakat meninggal hilang, dan Jumlah Korban Meninggal / Hilang / Terkena Dampak Bencana dibagi Jumlah Penduduk 0
: rang
terkena dampak pada Periode Yang Sama
bencana
Cakupan pelayanan Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaran
bencana kebakaran . X100
Luas wilayah kabupaten/kota Persen
kabupaten/kota
Persentase korban Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima
bencana yang bantuan sosialselama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun
. - X100
L\j/lenggkatnya penangekman ?oiT;r;n;;:;n::aaz 3 Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima Persen
an rengurangan resiko bantuan social selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun
bencana tanggap darurat
Persentase korban Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan
bencana yang sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun
dievakuasi dengan _ _ X100
Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan mengunakan sarana Persen

mengunakan sarana
prasarana tanggap
darurat lengkap

prasarana tanggap darurat skala




Meningkatnya daya
saing daerah

Kinerja Infrastruktur
Daerah

(1+2+3+4+5)/5

Aspek Indikator :

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (100%)

2. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (100%)

3. Rasio Jaringan Irigasi

4. Rumah Tangga Layak Huni (100)

5. Presentase Penduduk Berakses Air Minum Yang Layak (100%0

Jumlah Industri Tahun n- Jumlah Industri Tahun (n-1)**)

Pertumbuhan Industri X100 | Persen
Jumlah Industri s/d Tahun n
Terpenuhinya kebutuhan Proporsi panjang Panjang jalan kondisi baik
infrastruktur jaringan jalan dalam
kondisi baik Panjang jalan seluruhnya
Panjang saluran irigasi
Rasio Jaringan Irigasi
Luas lahan budidaya pertanian
Meningkatnya pengelolaan Presentase Penduduk Penduduk berakses air minum
sumber daya alam dan B o X100 Persen
: . erakses air minum
lingkungan hidup secara Jumlah penduduk
terpadu Persentase rumah Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi
Berkembangnya Investasi X100 Persen

dan Inovasi Daerah

tinggal bersanitasi

Jumlah Rumah Tinggal

Rasio Rumah Layak
Huni

Jumlah rumah Layak Huni

Jumlah Penduduk

Meningkatnya pengelolaan
sumber daya alam dan
lingkungan hidup secara
terpadu

Indeks Kualitas
Lingkungan

IKLH KABUPATEN = (IPAx30%)+(IPUx30%)+(ITHx40%)
Dimana :
IKLH_Kabupaten : Indeks Kualitas Lingkungan Tingkat Kabupaten
IPA : Indeks Pencemaran Air
IPU : Indeks Pencemaran Udara
ITH : Indeks Tutupan Hutan




Berkembangnya Investasi

Total Realisasi

. \ Nilai Investasi Rupiah
dan Inovasi Daerah Investasi P
‘Terwujudnya Indeks Kepuasan WAt = Total dari Nilal Persepsi Per Unsur _ , Nifai
Fotal wnsur yang lerisi penimbang
pelayanan umum yang Masyarakat i
Dimana:

transparan, akuntabel

L. f Bobar nifai ratavate  _ Jumidlah bobot - 80T
dan partisipati tertimizang Jumlah Unsur ~ 14 g

Untulk memudahlan interpretasi terhasdap pemilaian [EKM waita
antara 25 - 100 malca haxsil penilaian tersebut diatas dikonversilcan
dengan pilai dasar 25, dengan rumus sebagai berilout:

IFM Urmit Pelayanan x 25

MILAI

icar | MILBL L | INTERVAL MUTU e
FPERSEFPSI KM Kﬂl:rﬁﬂﬂ-l PELAYANAN PELAY A MNAN
1 1.00—1,7r5 25 —43.75 =) Nidak baik
el 1.76 —2.50 | 43.76 — 62,50 C Kurang baik
3 251 =325 6251 —=81,25 =] Blaik
4 G208 — 4,00 | §1.26 — 100,00 A Sangal bauk

Meningkatnya kualitas
penghayatan dan
pengamalan ajaran agama
dalam etos dan budaya
kerja pada tatanan
pemerintahan

Penerapan E-

Government :

1. ePlanning Ada / Tidak Ada
2. eBudgeting Ada / Tidak Ada
3. eSDM Ada / Tidak Ada
4. ePengawasan Ada / Tidak Ada
5. ePerizinan Ada/ Tidak Ada
6. eMas Ada/ Tidak Ada




Persentase Tindak
Lanjut Temuan

Jumlah temuan yang ditindaklanjuti

X100
Jumlah Total Temuan

Persen

Opini BPK Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah
Akuntabilitas Nilai Hasil Evaluasi
Pemerintah
Meningkatnya kualitas Persentase sarana Jumlah Sarana Peribadahan Yang Dibina Pemerintah Daerah
kehidupan masyarakat peribadahan yang

yang religius

dibina pemerintah
daerah

Jumlah Keseluruhan Sarana Peribadahan

27 Desember 2019




PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT KABUPATEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah
ini :

Nama : Ir. H. SUARDI SALEH, M.Si

Jabatan : BUPATI BARRU

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

Barru, 06 Januari 2020

"'H. SUARDI SALEH, M.Si




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT KABUPATEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KABUPATEN BARRU

1 | Meningkatkan Indeks
Kualitas SDM Pembangunan 69,97
Manusia (IPM)
Meningkatnya Angka Harapan 13.62
Kualitas dan Lama Sekolah ’
pemerataan Rata-Rata Lama
pelayanan 7,98
g Sekolah
pendidikan
Meningkatnya
derajat kesehatan Apgka harapan 68,88
hidup
masyarakat
Meningkatnya Bersentase
tingkat
penyerapan 5,49
tenaga kerja pengangguran
terbuka
2 | Meningkatkan PDRB Perkapita 43.411.694
pemerataan
P h
dan Meningkatnya ertumbuhan 6,64
Kesei . Ekonomi
esejahteraan | kualitas -
. Inflasi 3,1
ekonomi pertumbuhan —
. Indeks Gini 0,35
ekonomi daerah Paritas Daya
dan masyarakat Beli (PPP) 10.792.920
Berkuranonva Persentase
perxurangny Penduduk 8,51
jumlah penduduk .
o Miskin
miskin dan
penyandang Penyandang
masalah Masa_llah
Kesei kesejahteraan 70
esejahteraan sosial van
sosial (PMKS) yang
tertangani
3 | Mewujudkan Angka
rasa aman Kriminalitas 7
dan yang tertangani
ketentraman Jumlah korban
di lingkungan meninggal
masyarakat hilang, dan 0
terkena dampak
bencana
. Proporsi
Meningkatnya penduduk yang
kesadaran, .o
) menjadi korban
ketertiban, ke
. ejahatan 0
disiplin dan
erlindungan kekerasan
Elas arakat dalam 12 bln
y terakhir




Meningkatnya

penanganan dan

Pengurangan
resiko bencana

Cakupan
pelayanan
bencana
kebakaran

kabupaten/kota

80

Persentase
korban bencana
yang menerima
bantuan sosial
selama masa
tanggap darurat

100

Persentase
korban bencana
yang dievakuasi
dengan
mengunakan
sarana
prasarana
tanggap darurat
lengkap

100

Meningkatnya
daya saing
daerah

Kinerja
Infrastruktur
Daerah

22,93

Pertumbuhan
Industri

11

Terpenuhinya
kebutuhan
infrastruktur

Proporsi
panjang

jaringan jalan

dalam kondisi
baik

0,72

Rasio Jaringan
Irigasi

19,50

Presentase
Penduduk
Berakses air
minum

100

Persentase
rumah tinggal
bersanitasi

100

Rasio Rumah
Layak Huni

0,29

Meningkatnya
pengelolaan
sumber daya
alam dan

lingkungan hidup

secara terpadu

Indeks Kualitas
Lingkungan

66

Berkembangnya
Investasi dan
Inovasi Daerah

Total Realisasi
Investasi

554.148.072.556




Terwujudnya

pelayanan
umum yang Indeks
transparan, Kepuasan BAIK
akuntabel Masyarakat
dan
partisipatif
Penerapan E-
Government :
1. ePlanning ADA
2. eBudgeting ADA
Meningkatnya 3. eSDM ADA
kualitas 4. ePengawasan ADA
penghayatan dan | 5. ePerizinan ADA
pengamalan 6. eMas ADA
ajaran agama Presentase
dalam etos dan . :
budaya kerja Tindak Lanjut 97,2
Temuan
pada tatanan
pemerintahan Opini BPK WTP
Akuntabilitas B
Pemerintah
Persentase
sarana
per1baqlahan 100
yang dibina
pemerintah
daerah

Barru, 6 Januari 2020




MISI/TUJUAN/SASARAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BARRU
TAHUN 2020

Misi 1 : Meningkatkan Kecerdasan dan Profesionalisme SDM

Tujuan : Meningkatkan Kualitas SDM

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan

Program Pendidikan Anak Usia Dini

6,079,757,736.00

Program Wajib belajar 9 Tahun

40,837,430,194.00

Program Pendidikan Knon Formal

928,019,358.00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan

917,673,845.00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

1,874,323,440.00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1,821,150,858.00

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan

Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat

31,699,289,813.00

Program Bina gizi dan KIA

14,148,640,450.00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

208,963,150.00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1,402,575,900.00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

335,071,000.00

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular

211,570,000.00

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

62,000,400.00

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

47,975,000.00

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-
paru/Rumah Sakit Mata

9,378,958,155.00

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya

14,636,086,871.00

Program Keluarga Berencana

3,502,997,980.00

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan
KB / KR

41,919,250.00

Sasaran 3 : Meningkatnya Penyerapan Ketenagakerjaan

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

568,543,310.00

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

5,000,000.00

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan
dan Kecakapan Hidup Pemuda

25,000,000.00




Misi 2 : Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Pembangunan untuk

Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan

Masyarakat

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/
Perkebunan

3,069,162,205.00

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

405,761,945.00

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

1,369,565,050.00

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

2,602,380,645.00

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

77,949,780.00

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif UKM

122,203,839.00

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang
Kondusif

14,680,350.00

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

3,229,261,890.00

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

655,347,287.00

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

30,571,892.00

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

3,575,169,720.00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

432,268,991.00

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

84,752,130.00

Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi Teknologi
dan Teknologi Baru

70,087,940.00

Program Pengembangan Kewilayahan

3,879,499,622.30

Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan

459,171,048.00

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

236,339,394.00

Sasaran 2 : Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Program Pembinaan Anak dan Lansia Terlantar

90,000,000.00

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

82,394,285.00

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks
narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

168,397,149.00

Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

439,011,749.00

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan
Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

209,466,425.00

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga

382,749,375.00

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan
Masyarakat

3,623,449,575.00

Misi 3 : Menciptakan Lingkungan yang Kondusif

Tujuan : Mewujudkan Rasa Aman dan Ketentraman di Lingkungan Masyarakat

Sasaran 1 : Meningkatnya Kesadaran, Ketertiban, Disiplin dan Perlindungan

Masyarakat

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan

213,019,605.00

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan

738,292,527.00

Program Pemberdayaan Potensi Keamanan

108,514,804.00




Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak
Kriminal

300,411,168.00

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

132,156,700.00

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
(PEKAT)

38,564,224.00

Program Peningkatan Keserasian Kebijakan dan Perlindungan
Anak

44,634,930.00

Sasaran 2 : Meningkatnya Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

194,214,011.00

Program Penanganan Darurat Bencana

336,850,079.00

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

225,490,580.00

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran

105,472,583.00

Program Pengendalian Banjir

38,199,187,800.00

Misi 4 : Mengembangkan Interkoneksitas Sinergis Antar Wilayah di Tingkat

Nasional, Regional dan Internasional

Tujuan : Meningkatnya Daya Saing Daerah

Sasaran 1 : Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

40,602,823,056.70

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1,494,482,483.00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

8,000,000,000.00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan
Air Limbah

15,200,000,000.00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

6,787,539,985.00

Program Pengembangan Perumahan

760,000,000.00

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

600,000,000.00

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

70,000,000.00

Program Perencanaan Tata Ruang

376,072,290.00

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

80,486,910.00

Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup Secara Terpadu

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup

213,980,560.00

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya
Alam

20,496,850.00

Sasaran 3 : Berkembangnya Investasi dan Inovasi Daerah

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

456,164,150.00

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

164,876.800.00

Misi 5 : Mewujudkan Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)

Tujuan : Terwujudnya Pelayanan Umum Yang Transparan, Akuntabel dan

Partisipatif

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Penghayatan dan Pengamalan Ajaran Agama

Dalam Etos dan Budaya Kerja Pada Tatanan Pemerintahan

Program Pengembangan Layanan Perizinan Terpadu

374,143,000.00

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1,282,136,350.00

Program Pengembangan Data/Informasi

260,922,150.00




Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah 5,616,472,182.00

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah 363,214,673.00

Desa/Kelurahan
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1,616,274,000.00
Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah 1,195,357,220.00

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2,799,148,088.00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 187,755,000.00
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1,077,301,380.00
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat 7 339 785.500.00
Daerah ’ ’ ’ )

Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama 9,633,818,845.00

Barru, 06 Januari 2020

V




RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT KABUPATEN

TAHUN ANGGARAN 2020

KABUPATEN : BARRU
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Misi 1: Meningkatkan Kecerdasan dan Profesionalisme SDM

Meningkatkan Indeks Pembangunan

Kualitas SDM Manusia (IPM) Persen 69.97
Meningkatnya Kualitas |Angka Harapan Lama Tahun 13.62
dan Pemerataan Sekolah
Pelayanan Pendidikan |Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 7,98
Meningkatnya derajat |Angka Harapan Hidup
kesehatan masyarakat Tahun 68,88
Meningkatnya Persentase Tingkat
Penyerapan Tenaga Pengangguran Terbuka Persen 5,49

Kerja

Misi 2 : Mengop

timalkan Pemanfaatan

Sumberdaya Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Meningkatkan

PDRB Perkapita

Pemerataan
dan Rupiah 43..411.694
Kesejahteraan
Ekonomi
Meningkatnya Kualitas |Pertumbuhan Ekonomi Persen 6,64
Pertumbuhan Ekonomi |Inflasi 3,1
Daerah dan Indeks Gini 0,35
Masyarakat Paritas Daya Beli (PPP) Rupiah 10.792.920
Berkurangnya Jumlah |Persentase Penduduk Miskin Persen 851
Penduduk Miskin dan '
Penyandang Masalah |Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial |Kesejahteraan Sosial Yang Persen 70
(PMKS) Tertangani
Misi 3 : Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif
Mewujudkan Angka Kriminalitas Yang
. 7
Rasa Aman dan Tertangani
Ketentraman di Jumlah Korban Meninggal
Lingkungan Hilang, dan Terkena Dampak Jiwa 0
Masyarakat Bencana
Meningkatnya Proporsi Penduduk Yang
Kesadaran, Ketertiban, |Menjadi Korban Kejahatan
Disiplin dan Kekerasan Dalam 12 Bulan Persen 0
Perlindungan Terakhir
Masvarakat
Meningkatnya Cakupan Pelayanan
Penanganan dan Bencana Kebakaran Persen 80
Pengurangan Resiko |Kabupaten / Kota
Bencana Persentase Korban Bencana
Yang Menerima Bantuan Persen 100
Sosial Selama Masa
Tanaaap Darurat
Persentase Korban Bencana
Yang Dievakuasi Dengan
Menggunakan Sarana Persen 100

Prasarana Tanggap Darurat
Lenakap




Misi 4 : Mengembangkan Interkoneksitas Sinergitas Antar Wilayah di Tingkat Nasional, Regional dan

Internasional

Meningkatnya
Daya Saing
Daerah

Kinerja Infrastruktur Daerah

Persen 22,93
Pertumbuhan Industri Persen 11
Terpenuhinya Proporsi panjang jaringan
kebutuhan infrastruktur |ialan dalam kondisi baik Persen 0.72
Rasio Jaringan Irigasi Persen 19,50
Presentase_ Penduduk Persen 100
Berakses air minum
Persen_tasg rumah tinggal Persen 100
bersanitasi
Rasio Rumah Layak Huni 0,29
Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan
Pengelolaan Sumber
Daya Alam dan 66
Lingkungan Hidup
Secara Terpadu
Berkembangnya Total Realisasi Investasi
Investasi dan Inovasi Rupiah 554.148.072.556

Daerah

Misi 5 : Mewujudkan Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)

Terwujudnya
Pelayanan
Umum Yang
Transparan,
Akuntabel dan
Partisipatif

Indeks Kepuasan Masyarakat

BAIK

Meningkatnya Kualitas [Penerapan E-Government : ADA
Penghayatan dan 1. ePlanning ADA
Pengamalan Ajaran 2. eBudgeting ADA
Agama Dalam Etos 3. eSDM ADA
dan Budaya Kerja 4. ePengawasan ADA
Pada Tatanan 5. ePerizinan ADA
Pemerintahan 6. eMas ADA

Presentase Tindak Lanjut Persen 972

Temuan

Opini BPK WTP

Akuntabilitas Pemerintah B

Persentase Sarana

Peribadahan Yang Dibina Persen 100

Pemerintah Daerah

“SWARDI SALEH




PENGUKURAN KINERJA TINGKAT KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2020

KABUPATEN : BARRU
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Persen
Misi 1: Meningkatkan Kecerdasan dan Profesionalisme SDM
Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia
. 69.97 71.00 101.47
Kualitas SDM (IPM) persen
[VIENMMYKatya KUai
as aar Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 13.62 13.58 99.71
Pemerataan Pelayanan
Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 7.98 8.23 103.13
Meningkatnya derajat Angka Harapan Hidup Tahun 68.88 69.02 100.20
kesehatan masyarakat
Menmgkatnya Penyerapan [Persentase Tingkat Persen 5.49 6.39 83.61
Tenaga Kerja Pengangguran Terbuka
Misi 2 : Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat
Meningkatkan
Pemerataan dan PDRB Perkapita Rupiah | 43,411,694 40,293,929 92.82
Kesejahteraan
Ekonomi
inak i Pertumbuhan Ekonomi Persen 6.64 0.87 13.10
Meningkatnya Kualitas Inflasi 31 1.67 53.87
Pertumbuhan Ekonomi — 102.86
Daerah dan Masyarakat Indeks Gini 0.35 0.36 :
Paritas Daya Beli (PPP) Rupiah 10,792,920 10,920,000 101.18
Berkurangnya Jumlah Persentase Penduduk Miskin Persen 8.51 8.26 102.94
Penduduk Miskin dan Penyandang Masalah
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Persen 70 100 142.86
Kesejahteraan Sosial Tertangani
Misi 3 : Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif
Angka Krlmlnalltas Yang 7 7.5 103.57
Tertangani
Jumlah Korban Meninggal Hilang, .
dan Terkena Dampak Bencana Jwa 0 ! NA
Meningkatnya Kesadaran, Proporsi Penduduk Yang Menjadi
Mewujudkan Rasa Ketgrtiban, Disiplin dan Korban Kejahatan Kekgrasan Persen 0 0.004 NA
Aman dan Perlindungan Masyarakat Dalam 12 Bulan Terakhir
Ketentraman di Cakupan Pelayanan Bencana
. 100 125.00
Lingkungan Kebakaran Kabupaten / Kota Persen 80
Masyarakat Persentase Korban Bencana
Meningkatnya Penanganan Yalng Menerima Bantuan Sosial Persen 100 100 100.00
dan Pengurangan Resiko Selama Masa Tanggap Darurat
Bencana Persentase Korban Bencana
Yang Dievakuasi Dengan Persen 100 100 100.00
Menggunakan Sarana Prasarana
Tanggap Darurat Lengkap
Misi 4 : Mengembangkan Interkoneksitas Sinergitas Antar Wilayah di Tingkat Nasional, Regional dan
Internasional
Meningkatnya Daya Kinerja Infrastruktur Daerah Persen 22.93 30 130.83
Saing Daerah Pertumbuhan Industri Persen 11 11 100.00
Proporsi panjang Jaringan jalan Persen 0.72 0.82 113.89
dalam kondisi baik
Rasio Jaringan Irigasi Persen 19.50 50.41 258.51
_Terpenuhlnya kebutuhan P.resgntase Penduduk Berakses Persen 100 96.63 96.63
infrastruktur air minum
Persentase rumah tinggal Persen 100 100 100.00
bersanitasi
Rasio Rumah Layak Huni 0.29 0.95 327.59
Meningkatnya Pengelolaan
Sumber Daya Alam dan 1,0 o alitas Lingkungan 66 69.85 105.83
Lingkungan Hidup Secara
Terpadu
Berkembangnya Investasi || peaiisasi Investasi Rupiah |554,148,072,556 | 941,711,746,000| 169.94

dan Inovasi Daerah




Misi 5 : Mewujudkan Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)
Terwujudnya
Pelayanan Umum
Yang Transparan, Indeks Kepuasan Masyarakat BAIK BAIK 100
Akuntabel dan
Partisipatif
Penerapan E-Government :
1. ePlanning ADA ADA 100
2. eBudgeting ADA ADA 100
3.eSDM ADA ADA 100
Meningkatnya Kualitas 4. ePengawasan ADA ADA 100
Penghayatan dan 5. ePerizinan ADA ADA 100
Pengamalan Ajaran Agama 6. eMas ADA ADA 100
Dalfam Etos dan Budaya Presentase Tindak Lanjut
Kerja Eada Tatanan Temuan Persen 97.2 87 89.51
Pemerintahan Opini BPK WTP WTP 100
Akuntabilitas Pemerintah B CcC 83,33
Persentase Sarana Peribadahan
Yang Dibina Pemerintah Daerah Persen 100 100 100.00
Maret 2021

RDI SALEH
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DIBERIKAN KEPADA
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PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

Sebagai
FINALIS

Pengharg, i Sosial K
(Paritrana Award) Tahun 2019
Kategori Pemerintah Kabupaten / Kota
Depui Bidang Koordinasi
1 2 “

gan Sosial

b Selaku
Ketua Panit Jaminan Sosial K

Th. A. Choesni

Ajang Paritrana Award 2019, BPJS Ketenagakerjaan Republik
Indonesia melakukan penilaian ke semua Pemerintah Daerah di
Indonesia. Dalam penilaian BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah
Daerah Kabupaten Barru menerima Piagam Penghargaan selaku
Tujuh  Terbaik  Finalis Paritrana Award Jaminan  Sosial
Ketenagakerjaan 2019 yang diterima langsung Bupati Barru Suardi
Saleh

Menjadi istimewa karena Kabupaten Barru sebagai Finalis Paritrana
Award dari 7 Kabupaten Kota Se Indonesia dan menjadi satu-satunya
Kabupaten yang berasal dari Kawasan Timur Indonesia.

Dalam penilaian BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah
Kabupaten Barru menerima Piagam Penghargaan selaku Tujuh
Terbaik Finalis Paritrana Award Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
2019 yang diterima langsung oleh Bupati Barru, Bapak Ir. H.Suardi
Saleh, M.Si pada hari Jumat (25/9/2020) di ruang Rapat Bupati

Barru.




WISUDA SARJANA XIV & PASCASARJANA VI
i — STE NOBEL INDONESIA
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Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nobel Indonesia Makassar,
secara khusus memberi penghargaan kepada Bupati Barru Suardi
Saleh di sela-sela Wisuda XIV Program Sarjana (S1) dan Wisuda VI
Program Pascasarjana (S2) di Hotel Claro Makassar, Selasa, 25
Februari 2020.

Di depan para wisudawan dan civitas akademika yang memadati
Ballroom Sandeq Hotel Claro, Ketua STIE Nobel Indonesia, Mashur
Razak, menyerahkan plakat penghargaan ke Suardi Saleh.

Bupati Barru dinilai sangat berhak mendapatkan Penghargaan Nobel
Education Award 2020 untuk kategori Pelopor Pengembangan
Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di lingkup Pemkab Barru
selama tiga tahun terakhir.

Salah satu indikator dari penghargaan ini, yakni semakin banyaknya
aparatur di lingkup Pemkab Barru yang menyandang gelar doktor.
Begitupun yang tercatat sebagai magister, Prosentasenya tergolong
tinggi jika dibandingkan dengan komposisi ASN di daerah lainnya di
Sulsel.
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Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru TA 2019
oleh BPK RI Perwakilan Sulsel melalui Vidio Conference dengan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Video Conference dilaksanakan di
Ruang Basic Pemkab Barru pada 28 Mei 2020

Dengan raihan tersebut, Pemerintah Kabupaten Barru telah
memperoleh predikat WTP sebanyak 6 kali. Bupati Barru, Ir.H.
Suardi Saleh mengatakan bahwa ini merupakan hasil dari sinergitas
antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan DPRD Barru yang ingin
melihat Barru menjadi lebih baik.

WTP ini yang ke 6 kalinya setelah tahun 2015 lalu sempat mendapat
opini tidak wajar, akhirnya dapat dipertahankan lagi empat kali

berturut turut tahun 2016 hingga 2019”.



Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IV Makassar

memberikan
Piagam Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Barru sebagai
Peringkat I atas Inovasi dan Penyelesaian Mutasi Kenaikan Pangkat
yang Tercepat
Periode TMT 01 April 2020.
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Ir. H. Suardi Saleh M.Si.

Bupati Barru Suardi Saleh terpilih dan Dinobatkan sebagai The Best
Top Leaders Indonesia 2020 versi Seven Media Asia.
Berdasarkan Penilaian yang Dilakukan Tim Juri Seven Media Asia,
Bupati Barru Bapak Ir. H. Suardi Saleh, M.Si berhak dijadikan top

leaders untuk kategori “Innovative Leaders Of The Year 2020”



Kementerian Hukum dan HAM Sulsel bentuk Tim Penilai untuk mengukur

regulasi dan pemenuhan Hak Asasi Manusia untuk tahun 2019. Hasil
penilaian ini, kemudian dianugerahi penghargaan dalam memperingati Hari
HAM se-dunia kepada Kabupaten/Kota. Penghargaan sebagai bentuk
apresiasi atas sinergi Pemda dengan masyarakat dalam pemenuhan dan
perlindungan Hak Asasi Manusia.

Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah menyerahkan langsung Penghargaan
Kabupaten Peduli HAM kepada Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh M.Si, di
Claro Makassar, Senin (14/12/2020).

Penghargaan tertinggi dalam pemenuhan hak asasi manusia ini, adalah
prestasi bagi kabupaten dan kota yang telah memenuhi Indikator Penilaian
terkait Hak Asasi Manusia. Dasar pelaksanaan dan penilaian tertuang pada
Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 34 Tahun 2016 tentang Kriteria
Daerah Kabupaten Kota Peduli HAM dan implementasi Perpres No 75
Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

Dari beberapa indikator, Kabupaten Barru berhasil mendapatkan penilaian
atas pemenuhan hak perempuan dan anak mendapat nilai 100, sebagai
poin tertinggi di penilaian ini. Setelahnya, adalah pemenuhan hak
kesehatan yang mencapai 83 poin, kemudian disusul hak atas Perumahan

dan hak asasi manusia lainnya.



il

Kabupaten Barru kembali meraih penghargaan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM) Berkelanjutan tahun 2020.

Kesuksesan Kabupaten Barru meraih juara 1 pada  kategori
percepatan lintas sektoral pelibatan sejumlah elemen masyarakat.
Kabupaten Barru mendapat penghargaan ini dari kategori
'Kabupaten Stop Babs/ODF', yakni dalam upaya mobilisasi
masyarakat untuk terlibat dalam penyediaan layanan sanitasi
berkelanjutan berbasis masyarakat tahun 2020.

Tidak hanya itu, Penghargaan lainnyapun diperoleh pada Kategori
STBM Award berkelanjutan untuk Pemerintah Kabupaten Barru
diantaranya Kategori Kepala Desa dan Lurah atas nama Muhammad
Dahlan Kepala Desa Pacekke, Kategori Terbaik Sanitarian/Petugas
Kesehatan Lingkungan dari Puskesman An.Arif Rahmansyah dan
Kategori Natural Leader An.Andi Syah Indra Irwan lewat Komunitas
Aplusnya. Penghargaan ini diserahkan secara Virtual di Ruang BASIC
Pemkab Barru pada hari Sabtu, 14 November 2020 oleh Menteri
Kesehatan dr. Terawang Agus Putranto beserta Kasad Jendral Andika

Perkasa.
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Plt. Bupati Barru Ir. H. Nasruddin AM yang didampingi Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Barru Andi Adnan Azis menerima
penghargaan terbaik kelima dalam lomba Pengutamaan Bahasa
Negara Melalui Penghargaan Wajah Bahasa Kantor Bupati Tahun
2020 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh
Balai Bahasa Sulawesi Selatan Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan.

Penganugrahan penghargaan ini bertempat di Hotel Swiss Belin Kota
Makassar yang diserahkan oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulsel,
Selasa (06/10/2020).

Penghargaan ini diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Barru

sebagai indikator penggunaan bahasa negara di ruang publik.



Juara Terbaik Pertama untuk Kategori Kearsipan Daerah Se-Sulsel
disematkan pada Kabupaten Barru.

Gubernur Sulsel melalui Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan Piala dan Piagam Juara
Pertama Terbaik Sulsel ke Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Barru,
Drs. Fariadi Abujahja, MM.

Penyerahan ini digelar khusus dengan tajuk Malam Penganugerahan
Pemenang Lembaga  Kearsipan Daerah  Terbaik  Tingkat

Kabupaten/Kota di Makassar, Jumat (20/11/2020).



Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh, M.Si menerima penghargaan dari

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN), Dr.(H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG. (K) atas kesuksesan
Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Barru melampaui target
Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor yang diberikan BKKBN.
Berdasarkan laporan data BKKBN tercatat sebanyak 1.439.966
akseptor berhasil terlayani dalam sehari, dimana Kabupaten Barru
memberikan kontribusi sebanyak 873 akseptor atau 102,1% dari
target 855 akseptor. Berkat capaian ini, BKKBN menorehkan
Museum Rekor Indonesia (MuRI) lewat pelayanan KB serentak sejuta
akseptor yang dicapai dalam sehari.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Sulawesi Selatan Dra. Hj. Andi Ritamariani, M.Pd,
dikediaman Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh di Desa Ajakkang,
Kecamatan Soppeng Riaja, Barru (22/12/2020).



Pemerintah Daerah (Pemda) Barru, menerima penghargaan atas

terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Penghargaan ini merupakan apresiasi dari Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) Wilayah Sulsel yang digelar di Makassar, Senin (26/10/2020).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Plt. Bupati Barru,

Bapak Ir. H. Nasruddin AM, M.Si.


https://makassar.tribunnews.com/tag/barru
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Anugerah Penghargaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru
Provinsi Sulawesi Selatan diiserahkan pada rangkaian kegiatan
BAZNAS Barru dan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru di Lawallu,
Soppeng Riaja, 27 Januari 2020, Kategori Tokoh Pertumbuhan Zakat

Ir. H. Suardi Saleh, M.Si

Tercepat memasukkan seratus persen data LHKPN bagi pejabat

Eksekutif di Sulsel oleh KPK RI.

14

Predikat Kerja Baik dalam penyaluran Dana Desa 2019 dari
Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Dirjen Perbendaharaan,

Kementerian Keuangan RI.

15

Peringkat Pertama di Sulsel dan Peringkat 23 Nasional untuk Indeks
Desa Membangun berdasarkan Data Kementerian Desa dan PDT

2020.




MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRAS!
Mem berikan Penghargaan
Kepada :

RAHMAN
KEPALA DESA EULO BULO
KEC. PUJZNANTING, KAB. BARRU
Atas kesuksesan dalam penyaluran Bantuan Lang .TM&SLT)#QM
_lahap pertama sesual dengan batas waktu ymgﬂ\atapkgg

Desa Bulo Bulo mendapatkan apresiasi dari kementerian Desa,
pembangunan daerah tertinggal , dan trasmigrasi RI ,Desa yang di
kenal dengan suku balonya menerima penghargaan itu secara
simbolis di kantor Bupati Barru Sabtu (19/12/2020).

Penghargaan ini di terima berkat komitmen dan konsistensi kami
untuk senantiasa mematuhi batas waktu yang telah ditentukan

terkait dengan penyaluran BLT DD 2020.






	SAMPUL DEPAN.pdf (p.1)
	KATA PENGANTAR.pdf (p.2-3)
	DAFTAR ISI.pdf (p.4-5)
	RINGKASAN EKSEKUTIF.pdf (p.6-8)
	BAB I -.pdf (p.9-32)
	BAB II -.pdf (p.33-63)
	BAB III -.pdf (p.64-157)
	BAB IV -.pdf (p.158-160)
	IKU - KABUPATEN BARRU.pdf (p.161-172)
	IKU KABUPATEN - PERBUP.pdf (p.1-4)
	IKU KABUPATEN - LAMPIRAN.pdf (p.5-12)

	PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN 2020.pdf (p.173-180)
	LAMPIRAN RKT 2020.pdf (p.181-182)
	LAMPIRAN PK 2020.pdf (p.183-184)
	LAMPIRAN PERNGHARGAAN 2020.pdf (p.185-198)
	SAMPUL BELAKANG.pdf (p.199)

